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Samarinda, #¢ April 2022

Kepada Yth.
: 188.342/ A0 32 .HKk/2022 Sekretaris Daerah
Kabupaten Kulai Kartanegara
: Pemberian Nomoar Register di-
! Raperda Tenggarong

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 180.HK-PerUUN/2022 tanggal Januari 2022 perihal
Permintaan Nomor Register Raperda Kutai Kartanegara, dan sesuai
ketentuan Pasal 108 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentesri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Mukum Daerah,
maka dengan ini diberikan Nomor Register Raperda tentang:

Penetapan Desa, Nomor Register : (64.02/11/4/1/2022).

Nomor Register tersebut agar dicantumkan pada halaman terakhir
pada bagian bawah Raperda dimaksud, dan setelah ditetapkan agar

disampaikan ke Gubernur untuk diklarifikasi.

Demikian untuk ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terima
kasih.

a.n. Sekretaris Daerah
6;' Prerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
p b.
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PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka tertib administrasi
penyelenggaran Pemerintahan Desa dan untuk
Kepastian hukum maka perlu menetapkan Peraturan
Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) ayat (2} dan
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksananaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan
Desa terhadap Desa hasil inventarisasi yang telah
mendapatkan Kode Desa;

¢. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan
Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Perpanjangan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
No 9} Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 19533 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan ILembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir  dengan Undang-Undang  Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah
diubah Dbeberapakali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137
Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah
dirubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang
Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1327);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menetapkan

dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan  Daerah  yang memimpin  pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakuidan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.
b.

(1)

(2)

Penetapan Desa;dan
Penetapan Desa karena adanya perubahan.

BAB II
PENETAPAN DESA

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan 193 (seratus sembilan puluh
tiga) Desa dalam wilayah Daerah.

Penetapan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak merubah kode desa.

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB 111
PENETAPAN DESA KARENA ADANYA PERUBAHAN

Pasal 4

Terdapat 2 (dua) Desa yang berubah namanya namun tidak merubah
Kode Desa, yaitu sebagai berikut:

a. Desa Karya Utama diubah menjadi Desa Jonggon Jaya, kode desa
64.02.02.2009;dan
(=

b. Desa Rampak Lambur diubah menjadi Desa Rapak Lambur, kode
64.02.06.2012.

Ada beberapa Desa salah dalam penulisan sehingga perlu dilakukan
perbaikkan dan tidak merubah Kode Desa, antara lain:

a. Desa Sale-Patatmenjadi-Desa Salek Palai kode desa 64.02.05.2002;

b. Desa SatoCella menjadi Desa Sallo Cela kﬁde desa 64.02.05.2012;
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c. Desa Muara Tuboq menjadi Desa Muara Tubo kode desa
64.02.12.2017;dan

d. Desa Buana Jaya menjadi Desa Bhuana Jaya kode desa 64.02.16.2008.

(3) Desa yang berubah nama dan Desa salah dalam penulisan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB 1V
PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan penegasan dan pengesahan batas Desa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penegasan batas Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 6 April 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 7 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

SUNGGONOQO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022

" NOMOR 151
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NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64.02/111/4/1/2022 '
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN DESA

PENJELASAN UMUM

Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibentuk dan ditetapkan dengan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Perpanjangan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II
Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor
3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), wilayah
administrasi pemerintahannya terbagi dalam 18 (delapan belas)
Kecamatan, 44 (empat puluh empat) Kelurahan dan 193 (seratus
sembilan puluh tiga) Desa. Pada kenyataannya, ada beberapa Desa
tersebut belum ditetapkan dalam sebuah produk Hukum Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 29 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah
Daerah perlu menginventarisir Desa yang telah mendapatkan kode Desa
dan segera menetapkan Desa dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penetapan 193 (seratus
sembilan puluh tiga) Desa yang saat ini sudah ada di Kabupaten Kutai
Kartanegara, termasuk Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan
masing-masing Desa yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah
Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode
dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.




Pasal 5

Cukup jelas.
-Pasal 6
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 72

Peraturan Daerah :
Nomor ,
- Tanggal



LAMPIRAN :

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN DESA

DAFTAR PENETAPAN NAMA DESA (SEBEEUM PERUBAHAN)

NO. NAMA KECAMATAN NAMA DESA ];célsji KETERANGAN
1 2 3 + 5
I. Muara Muntai
1 Perian 64.02.01.2001
2 Muara Leka 64.02.01.2002
3 Muara Aloh 64.02.01.2003
B Jantur 64.02.01.2004
5 Batug 64.02.01.2005
6 Rebaq Rinding 64.02.01.2006
7 Muara Muntai Ulu 64.02.01.2007
8 Muara Muntai [lir 64.02.01.2008
a Kayu Batu 64.02.01.2009
10 Jantur Selatan 64.02.01.2010
11 Tanjung Batuq Harapan | 64.02.01.2011
12 Pulau Harapan 64.02.01.2012
13 Jantur Baru 64.02.01.2013
1I. Loa Kulu
1 Jonggon Desa 64.02.02.2001
2 Sungai Payang 64.02.02.2002
3 Jembayan 64.02.02.2003
4 Loa Kulu Kota 64.02.02.2004
S Loh Sumber 64.02.02.2005
6 Ponoragan 64.02.02.2006
7 Rempanga 64.02.02.2007
8 Margahayu 64.02.02.2008
9 Jonggon Jaya 64.02.02.2009
10 Lung Anai 64.02.02.2010
11 Jembayan Tengah 64.02.02.2011
12 Jembayan Dalam 64.02.02.2012
13 Sepakat 64.02.02.2013
14 Sumber Sari 64.02.02.2014
15 Jongkang 64.02.02.2015
II. Loa Janan

1 Bakungan 64.02.03.2001
2 Loa Duri Ulu 64.02.03.2002
3 Loa Janan Ulu 64.02.03.2003
4 Purwajaya 64.02.03.2004
5 Tani Bhakti 64.02.03.2005
6 Batuah 64.02.03.2006
7 Loa Duri Ilir 64.02.03.2007
8 Tani Harapan 64.02.03.2008




KODE

NO. NAMA KECAMATAN NAMA DESA DESA KETERANGAN
1 2 3 4 5
IV. | Anggana
1 Sepatin 64.02.04.2001
2 Muara Pantuan 64.02.04.2002
3 Tani Baru 64.02.04.2003
4 Kutai Lama 64.02.04.2004
5 Anggana 64.02.04.2005
6 Sungai Meriam 64.02.04.2006
7 Sidomulyo 64.02.04.2007
8 Handil Terusan 64.02.04.2008
V. Muara Badak
1 Saliki 64.02.05.2001
2 Salok Palai 64.02.05.2002
3 Muara Badak Ulu 64.02.05,2003
4 Muara Badak Hir 64.02.05.2004
5 Tanjung Limau 64.02.05.2008
6 Tanah Datar 64.02.05.2006
7 Badalk Baru 64.02.05.2007
] Suka Damai 64.02.05.2008
9 Badak Mekar 64.02.05.2009
10 Gas Alam Badak | 64.02.05.2010
i1 : Batu-Batu 64.02.05.2011
12 2 Sallo Cela 64.02.05.2012
13 ’ - Sungai Bawang 64.02.05.2013
VI. | Tehggerong
1 T Rapak Lambur 64.02.06.2012
2 Bendang Raya 64.02.06.2014
VII. | Sebulu
1 Selerong 64.02.07.2001
2 Tanjung Harapan 64.02.07.2002
3 Beloro 64.02.07.2003
4 Sebulu Ulu 64.02.07.2004
5 Sebulu Ilir 64.02.07.2005
6 Segihan 64.02.07.2006
7 Sumber Sari 64.02.07.2007
8 Manunggal Daya 64.02.07.2008
9 Giri Agung 64.02.07.2000
10 Senoni 64.02.07.2010
11 Sebulu Moderen 64.02.07.2011
12 Sanggulan 64.02.07.2012
13 Lekag Kidau 64.02.07.2013
14 Mekar Jaya 64.02.07.2014




KODE

NO. NAMA KECAMATAN NAMA DESA DESA KETERANGAN
1 2 3 4 5
VIII. | Kota Bangun
1 Loleng 64.02.08.2004
2 Kota Bangun Ulu 64.02.08.2005
3 Kata Bangun Ilir 64.02.08.2006
4 Liang 64.02.08.2007
5 Muhuran 64.02.08.2008
5] Pela 64.02.08.2009
7 Kedang Murung 64.02.08.2017
8 Kota Bangun Seberang 64.02.08.2018
9 Liang Ulu 64.02.08.2019
10 Sebelimbingan 64.02,08.2020
I1 Sangkuliman 64.02.08.2021
IX Kenohan
1 Lamin Telihan 64.02.09.2001
2 Lamin Pulut 64.02.09,2002
3 Teluk Bingkai 64.02.09.2003
4 Kahala 64.02.09.2004
5 Tubuhan 64.02.09.2005
6 Semayang 64.02.09.2006
7 Teluk Muda 64.02.09.2007
8 Tuana Tuha 64.02.00.2008
9 Kahala Ilir 64.02.09.2009
X. Kembang Janggut
1 Genting Tanah 64.02.10.2001
2 Loa Sakoh 64.02.10.2002
3 Hambau 64.02,10.2003
4 Kembang Janggut 64.02,10.2004
5 Kelekat 64.02.10.2005
6 Pulau Pinang 64.02.10.2006
7 Long Beleh Haloq 64.02.10.2007
8 Long Beleh Modang 64.02.10.2008
9 Muai 64.02.10.2009
10 Perdana 64.02.10.2010
11 Bukit Layang 64.02.10.2011
XI. Muara Kaman
1 Muara Kaman Ilir 64.02.11.2001
2 Rantau Hempang 64.02.11.2002
3 Teratak 64.02.11.2003
4 Benua Puhun 64.02.11.2004
S Muara Kaman Ulu 64.02.11.2003
6 Sabintulung 64.02.11.2006
7 Muara Siran 64.02.11.2007
8 Tunjungen 64.02.11.2008
9 Sedulang 64.02.11.2009
10 Menamang Kiri 64.02.11.2010




KQODE

NO. NAMA KECAMATAN NAMA DESA DESA KETERANGAN
1 2 3 4 S
11 Menamang Kanan 64.02.11.2011
12 Sidomulkti 64.02,11.2012
13 Panca Jaya 64.02.11.2013
14 Bunga Jadi 64.02.11.2014
15 Kupang Baru 64,02.11.2015
16 Lebaho Ulaq 64.02.11.2016
17 Bukit Jering 64.02.11.2017
18 Liang Buaya 64.02.11.2018
19 Puan Cepak 64.02.11.2019
20 Cipari Makmur 64.02.11.2020
XII. | Tabang
1 Gunung Sari 64.02.12.2001
2 Long Lalang 64.02.12.2002
3 Muara Ritan 64.02.12.2003
4 Buluk Sen 64.02.12.2004
5 Umaq Dian 64.02.12.2005
6 Muara Pedohon 64.02.12.2006
7 Bila Talang 64.02.12.2007
8 Kampung Baru 64.02.12.2008
9 Umaq Tukung 64.02.12.2009
10 Sidomulyo ©4.02.12.2010
11 Umagq Bekuay 64.02.12.2011
12 Tabang Lama 64.02.12.2012
13 Muara Tiq 64.02.12.2013
14 Muara Salung 64.02.12.2014
15 Muara Kebagq 64.02.12.2015
16 Muara Belinau 64.02.12.2016
17 Muara Tubo 64.02.12.2017
18 Ritan Baru 64.02.12.2018
19 Tukung Ritan 64.02.12.2019
Xill. | Samboja
1 Karya Jaya 64.02.13.2014
2 Bukit Raya. 64.02.13.2016
3 Beringin Agung 64.02.13.2019
XIV. | Tenggarong Seberang
1 Manunggal Jaya 64.02.16.2001
2 Bukit Raya 64.02.16.2002
3 Embalut 64.02.16.2003
4 Bangun Rejo 64.02.16.2004
5 Kerta Bunana 64.02.16.2005
6 Separi 64.02.16.2006
7 Bukit Pariaman 64.02.16.2007
8 Bhuana Jaya 64.02,16.2008
9 Mulawarman 64.02.16.2009
10 Loa Ulung 64.02.16.2010
11 Loa Raya 64.02.16.2011
12 Perjiwa 64.02.16.2012




KODE

NC. NAMA KECAMATAN NAMA DESA DESA KETERANGAN
1 2 3 4 5
13 Teluk Dalam 64.02.16.2013
14 Loa Lepu 64.02.16.2014
15 Suka Maju 64.02.16.2015
16 Loa Pari 64.02.16.2016
17 Karang Tunggal 64.02.16.2017
18 Tanjung Batu 64.02.16.2018

XV. | Marangkayu
1 Sebuntal 64.02.17.2001
2 Santan Ulu 64.02.17.2002
3 Santan Tengah 64.02,17.2003
4 Santan ILir 64.02.17.2004
5 Kersik 64.02.17.2005
6 Bunga Putih 64.02.17.2006
7 Malkarti 64.02.17.2007
8 Prangat Selatan 64.02.17.2608
9 Prangat Baru 64.02.17.2009
10 Semangko 64.02.17.2010
11 Sambera Baru 64.02.17.2011

XVI. | Muara Wis
1 Muara Wis 64.02.18.2001
2 Bebemban 64.02.18.2002
3 Melintang 64.02.18.2003
4 Enggelam 64.02.18.2004
5] Lebak Mantan 64.02.18.2005
6 Lebak Cilong 64.02.18.2006
7 Muara Enggelam 64.02.18.2007

XVIL. | Kota Bangun Darat
1 Kedang Ipil 64.02.19.2001
2 Sedulang 64.02.19.2002
3 Benua Baru 64.02.19.2003
4 Kota Bangun 1 64.02.19.2004
5 Kota Bangun II 64.02.19.2005
6 Kota Bangun [II 64.02.19.2006
7 Sumber Sari 64.02.19.2007
8 Sari Nadi 64.02.19.2008
9 Suka Bumi 64.02.19.2009
10 Wonosari 64.02.19.2010

XVIIl. | Samboja Barat

1 Tani Bhakti 64.02.20.2004

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH




Menimbang

Mengingat

SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 146.1-4717 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN NAMA, KODE DAN JUMLAH DESA

SELURUH INDONESIA TAHUN 2020

MENTERI DALAM NEGER]I,

. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan

pemerintahan desa dan untuk menyikapi dinamika
perkembangan penataan desa khususnya terkait jumlah desa
di seluruh Indonesia berdasarkan nama dan kode desa Tahun
2020 perlu dilakukan pemutakhiran;

. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan untuk

mendapatkan nilai dasar perhitungan alokasi Dana Desa
dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2021, maka pemutakhiran sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu ditindaklanjuti dengan
penetapan jumlah desa tahun 2020;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Nama, Kode dan
Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020;

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1568, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6206);

7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian
Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 12);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 460);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 155);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017
tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017
tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);



Menetapkan

KESATU
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MEMUTUSKAN:

TAHUN 2020.

ratus enam puluh satu), sebagai berikut:

L.
II.
1.

V.
V.
VI.
VII.
VIIL
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVIL.

XVIIIL.
XIX.

XXII.
XXIII.
XXIV.

XXVII.
XXVIII.
XXIX.

XXXI.
XXXI1.
XXXIII.
XXXIV

Provinsi Aceh

Provinsi Sumatera Utara
Provinsi Sumatera Barat
Provinsi Riau

Provinsi Jambi

Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Bengkulu
Provinsi Lampung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Provinsi Kepulauan Riau
Provinsi DKI Jakarta
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Tengah
Provinsi DI Yogyakarta
Provinsi Jawa Timur
Provinsi Banten

Provinsi Bali

Provinsi Nusa Tenggara Barat
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Provinsi Kalimantan Barat
Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Timur
Provinsi Kalimantan Utara
Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Tenggara
Provinsi Gorontalo

Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi Maluku

Provinsi Maluku Utara
Provinsi Papua

Provinsi Papua Barat

: KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENETAPAN
NAMA, KODE DAN JUMLAH DESA SELURUH INDONESIA

: Menetapkan nama, kode dan jumlah desa seluruh Indonesia
Tahun 2020 sebanyak 74.961 (tujuh puluh empat ribu sembilan

6.497 Desa
5.417 Desa
928 Desa

1.591 Desa
1.399 Desa
2.853 Desa

1.341 Desa

2.435 Desa
309 Desa
275 Desa

5.312 Desa

7.809 Desa
392 Desa

7.724 Desa

1.238 Desa
636 Desa

1005 Desa
3.026 Desa
2.031 Desa
1.433 Desa
1.864 Desa

841 Desa
447 Desa
1.507 Desa

1.842 Desa
2.255 Desa
1.908 Desa

657 Desa
575 Desa

1.198 Desa
1.063 Desa
5.411 Desa
1.742 Desa




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

il

. Penetapan nama, kode dan jumlah desa seluruh Indonesia

Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

: Penetapan nama, kode dan jumlah desa seluruh Indonesia

Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
digunakan sebagai prasyarat untuk penyaluran dana desa Tahun
Anggaran 2021.

. Terhadap Desa Dambung Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten

Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah diberi tanda bintang
dengan pertimbangan belum memenuhi unsur persyaratan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Terhadap wilayah administrasi Provinsi Papua Barat:

a. Kabupaten Maybrat yaitu:
Desa Riof Mase dengan kode 92.10.01.2013;
Desa Eden dengan kode 92.10.04.2016;
Desa Famsou dengan kode 92.10.06.2018;
Desa Wevo dengan kode 92.10.20.2010;
Desa Kasar dengan kode 92.10.22.2014;
Desa Iwajit dengan kode 92.10.23.2009;
Desa Tehak Barat dengan kode 92.10.06.2017; dan
8. Desa Faitcroan dengan kode 92.10.20.2004,
b. Kabupaten Sorong yaitu:
1. Desa Kagiwala dengan kode 92.01.43.2004; dan
2. Desa Susyom dengan kode 92.01.46.2004,
diberikan tanda bintang dengan pertimbangan desa dimaksud
belum memenuhi unsur persyaratan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

ol L ol o

: Terhadap Desa yang berada pada wilayah administrasi

Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara:

a. telah dilakukan penataan desa sesuai dengan persyaratan
administrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

b. penataan sebagaimana dimaksud pada huruf a yakni:

1) sebagian merupakan Desa lama yang telah dilakukan
verifikasi secara faktual dan telah memenuhi persyaratan
administrasi; dan

2) penataan 3 (tiga) Desa di Kabupaten Konawe merupakan
penggabungan. Desa lama yang secara administrasi
terpenuhi untuk digabungkan dengan desa sebelumnya
dengan tidak mengubah kode desa.

: Pada saat berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 414.11-721-TAHUN 2019 tentang
Penetapan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Berdasarkan Nama
dan Kode Desa Tahun 2019 tanggal 4 Juli 2019, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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KEDELAPAN . Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 21 Desember 2020

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:

Presiden Republik Indonesia;

Wakil Presiden Republik Indonesia;

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;,
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
Menteri Sekretaris Negara;

Menteri Keuangan;

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
. Sekretaris Kabinet; dan

10. Kepdla Staf Kepresidenan.

R AP E R b

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630501 199103 1 003



KABUPATEN / KOTA

NAMA / JUMLAH

KODE |N VINSI KABUPATEN KOTA KECAMATAN |[JUM DESA JUM
, - — — E % ¥ X

§4.01.10 10 Muara Samu 9
64.01.10.2001 1 Tanjung Pinang

64.01.10.2002 2 Rantay Atas
|64.01.10.2003 3 Libur Dinding

64.01.10.2004 4 Luan

64.01.10.2005 5 Buwetn

64.01.10.2006 5 Muger

64.01.10.2007 7 Biu

64.01.10.2008 8 Rantau Bintungan

64.01.10.2009 9 Muara Andeh

6402 2 KUTAI EARTANEGARA 18 193
64.02.01 1 Muara Muntai 13
64.02.01.2001 1 Perian

64.02.01.2002 2 Muara Leks

64.02.01.2003 3 Muarg Aloh

64.02.01.2004 4 Jantur

654.02.01.2005 5 HBatugq

§4.02.01,2006 6_Rebaq Rinding

64.02.01.2007 7 _Muara Muntai Ula

64.02.01.2008 8 Muare Muntai Iir

64.02.01.2009 9 Keyu Batu

64.02.01.2010 10 Jantur Selatan

64.02.01.201) 11 Tanjung Batuq Harapan
64.02.01.2012 12 Pulan Harapan

64.02.01.2013 13 Jantur Baru

54.02.02 2 Loa Kulu 15
64.02.02.2001 1 Jonggon Desa

64.02.02.2002 2 Sungai Payang

64.02.02.2003 3 Jembayan

64.02,02.2004 4 Log Kulu XKota

64.02.02.2005 3 Loh Sumber

64.02.02.2006 & Ponoragan

64.02.02.2007 7 Rempanga

64.02.02.2008 8 Margahayu

64.02.02.2009 9 Karya Utama

64.02.02.2010 10 Lung Anai

64.02.02.2011 11 Jembayan Tengah




—T KABUPATEN / KOTA NAMA / JUMLAH KET

N ROTA KECAMATAN DESA
\“\‘DA\ Umz AMA PROVINS E.—Nm‘bﬂ.ﬁ . 2. — B a X —————
o

Perbaikan Nama Desa, Surat Kutal
12 Sallo Cela Karlanegara Nomor: P-
:m:bvg_ux_:o‘.o“\unmc

13 Sungei Bawang

<] Tenggarong 2

1 Rampak Lambur

2 Bendang Raya

7 Schuly 14

1 Sclerung

2 .H.Eacbm:gn

3 Belorp

4 Sebulu Ulu

S5 Sebuju [ir

6 Sepihan

7 Sumber Sari

8 Manunggsi Daya

9 Giri Agung

10 Senoni

11 Sebuhi Moderen

12 Sanggulan

13 Lekay Kidau

14 Mekar Jaya

8 Kota Bangun 21

1_Kedang Ipil

2 Benua Bary

3 Sedulang

4 Lokeng

3 Kota Bangun Ulu

3 Ha_.wmmmmuﬁ_u

7 Liang

8 Muhuran

3 Pela

10 Kota wﬂﬂwmﬂ...nls I

11 ﬂoﬁmwlbmw_u il

12 Kota Bangun 11T

13 Sumber Sari

14 Sari Nadi

15 Suka Bumj




KABUPATEN / KOTA

NAMA / JUMLAH

KODE [N PROVINSI KABUPATEN KOTA KECAMATAN JUM DESA KET
' ¥ p— — 5 -3 1  a -
64.02.02.2012 12 Jembayan Dalam
64.02.02.2013 13 Sepaknt
64.02.02.2014 14 Sumber Sari
64.02.02.2015 15 L.u...mmwn_m
54.02.03 3 Loe Janan 8
64.02.G3.2001 1 mmw:mmmb
64.02.03.2002 2 Loa Duri Uln
64.02.03.2003 3 Loa.Janan Ulu
54.02.03.2004 4 Purwajaya
§4.02.03.2005 5 Tani Bhakti
54.02.03.2006 6 Batuah
£4.02.03.2007 7 Loa Duri Ilir
64.02.03.2008 8 Tani Hammpan
64.02.04 4 Anggana 8
64.02,04.2001 ! Bepatin
64.022.04,.2002 2 Muuara Pantuan
64.02.04.2003 3 Tani Baru
64.02.04.2004 4 Kutai Lama
£4.02.04.2005 5 Anggana
64.02.04.2006 6 Sungai Meriam
64.02.04.2007 7 Sidomulyo
64.02.04.2008 8 Handi! Terusan
54.02.05 5 Musare Badak 13
64.02.05.2001 1 Salil
Perbaikan Nama Desa, Surat Kotai
64.02.05.2002 2 Salok Palai Kartanegara Nomor: B-
1491/ DPMD 410/ 05/2020
$4.02.05.2003 3 Muara Badak Ulu
£4.02.05.2004 4 Muara Badak llir
£4.02.05.2005 5 .ﬂné,ﬁbm Limau
64.02.05.2006 6 Tanah Datar
64.02.05,2007 7 Baclak Baru
§4.02.05.2008 8§ Suka Damai
64.02.05.2009 9 Badek Mekar
654.02.05.2010 10 Gas Alam Badak 1

64,02.05.2011

11 Batu-Batu




KABUPATEN / KOTA

NAMA / JUMLAH

KODE FROVINSI KABUPATEN KOTA KECAMATAN DESA
L Z i = Z 2

64.02.08.2016 16 Wongseri
64.02.08.2017 17 EW:M Murung
64.02.08.2018 18 Kota Bangun Seberang
64.02.08.2019 19 Liang Ul
64.02,08.2020 20 Sebelimbingan
64.02.08.2021 21 Sangkuliman
54.02.09 9 Kenohan 9
64.02.09.2001 1 Lamin Telihan
64.02.09.2002 2 Lamin Fulut
64.02.09.2003 3 Teluk Bingkai
64.02.09.2004 4 Kahala
64.02.09.2005 3 Tubuhan
§4.02.09.2006 6 Semayang
6§4.02.09.2007 7 Telyk Muda
64.02.09.2008 & Tuana Tuha
64.02.09.2009 9 Kahala Itir
64.02.10 10 Kembang Janggut 11
64.02.10.2001 1_Genting Tanah
64.02.10.2002 2 Loa Sakoh
£4.02.10.2003 3 Hambau
64.02.10.2004 4 Kembang Janggut
£4.02.10.2005 5 Kelekat
64.02.10.2006 6 Pulau Pinang
64.02.10.2007 7 Long Beleh Halog
64.02,10.2008 8 Long Beleh Modang
64.02,10.2009 9 Muai
54.02.10.2010 10 Perdana
64.02,.10.2011 11 Bukit —.w*mﬂ.m.
64.02,11 11 Muarp Kaman 20
64.02.11.2001 1 Muara Kaman Jlir
64.02.11.2002 2 PRantau Hempang
§4.02.11,2003 3 Temmtak
64.02.11.2004 4 Benua Puhun
64.02.11.2005 5 Muara Kaman Ulu
64.02.11.2006 6 Sabintulung
64.02.11.2007 7 Muara Siran
64.02.11.2008 8_Tunjungan




KODE

NAMA FROVINSI

KABUPATEN / KOTA

NAMA / JUMLAH

KABUPATEN KOTA KECAMATAN |JU DEBA
X — a 3 . S— . S— z i
64.02.11.2009 9 Sedulang
64.02.11.2010 10 Menamang Kiri
64.02.11.2011 11 Menamang Kanan
64.02.11.2012 12 Sidomukt
54.02.11.2013 13 Pance Jaya
64.02.11.2014 14 mﬁhﬁbhm_&
64.02.11.2015 15 Kupang Raru
£4.02.11.2016 16 Lebaho Ulagq
64.02,11.2017 17 Bukit Jering
64.02.11.2018 18 Liang Buaya
64.02.11.2019 19 Puan Cepak
54.02.11.2020 20 Cipari Makmur
64.02.12 12 Tabang 19
64.02.12.2001 1 Gunung Sari
64.02,12,2002 2 Long Lalang
§4.02.12.2003 3 Muare Ritan
§4.02.12,2004 4 Buluk Sen
£4.02.12.2005 5 Umaq Dian
654.02.12.2006 6 Muara Pedohon
654.02.12.2007 7 mmn.ﬂm._wbm
654.02.12.2008 8 Kampung Baru
£4.02,12.2009 9 Uman Tulaing
64.02,12.2010 10 Sidomulyo
64.02.12.2011 11 Umagq Bekuay
64.02.12.2012 12 Tabang Lama
64.02.12.2013 13 Muara Tig
p4.02.12.2014 14 Muara Salung
64.02,12.2015 15 Muara Xebaq
64.02.12.2016 16 Muara Belinau
Perbaikan Nama Desa, Burat Kutai
54.02.12.2017 17 Muara Tubo Hartanegara Nomor: P-
1491/ DPMD/410/05/ 2020

§4.02.12.2018 18 Ritan Baru
£§4.02.12.2019 19 Tukung Ritan
64.02.13 13 Semboja 4
64.02.13.2014 1 Karya.Jaya
64.02.13.2016 2 Bukit Reya

64.02.13.2018

3 Tani Bhekti




KABUPATEN / KOTA

NAMA / JUMLAH

KODE PROVINSI EKABUPATEN KOTA KECAMATAN DESA JUM
X - — — I - i z — 3
64.02,13.2019 4 Beringin Agung
64.02.14 14 Muara Jawa R
64.02.15 15 Sanga Sanga -
64.02.16 16 Tenggarong Seberang 18
64.02.16.2001 1 Manunggal Jaya
54.02.16.2002 2 Bulkit Raya
64.02.16.2003 3 Embalut
64.02,16.2004 4 Bangun Rejo
64.02.16.2005 5 Kerta Buana
64.02.16.2006 6 Separi
64.02.16.2007 7 Bukit Pariaman
Ferbaikan Nama Desa, SBurat Kutai
64,02.16.2008 8 Bhuana Jaya Kartanegara Nomor: P-
1491/LPMD/410/05/2020
§4.02.16.2000 9 Mulawarman
64.02.16.2010 10 Loa Ulung
64.02,16.2011 11 Loa Raya
64.02,.16.2012 12 Perjiwa
54.02.16.2013 13 Tehak Dalam
64.02.16.2014 14 Loa Lepu
64.02.16.2015 15 Buka Maju
64.02.16,2016 16 Loa Pari
54.02.16.2017 17 Karang Tungpal
64.02.16.2018 18 Tanjung Batu
§4.02.17 17 Marang Kayu 11
64.02.17.2001 1 Sebuntal
64.02.17.2002 2 Santan Ulu
64.02.17.2003 3 Eantan Tengah
§4.02.17.2004 4 Santan Dir
&4.02.17.2005 S Kersik
£4.02.17.2006 6 w::..nm_ucE.
64.02.17.2007 7 Makarti
64.02.17.2008 8 Prangkat Selatan
64.02.17.2009 9 Prangkat Baru
64.02.17.2010 10 Semangko
54.02.17.2011 11 Sambera Baru
64.02.18 18 Muara Wis 7
|64.02.18.2001 1 Muara Wis




KABUPATEN / KOTA

NAMA / JUMLAH

EODE |NAMA PROVINSI KABUPATEN KOTA KECAMATAN [JUM DESA KET
Y - i K r T v r -
54.02.18.2Q02 2 Sebemban
64.02.18.2003 . 3 Mrlintang
§4.02.18.2004 4 mnmng
©4.02.18.2005 5 Lebak Mantan
64.02.18.2006 6 Lebak Cilong
64.02.18.2007 7 Muara Enggelamn
64,03 3 BERAU 13 100
64.03.01 1 Kelay 14
§4.03.01.2001 1 Merabu
64.03.01.2002 2 Panaan
54.03.01.2003 3 Merapun
64.03.01.2004 4 Muara Lesan
64.03.01.20035 5 Merasa
64,03.01.2006 6 Lesan Dayalk
64.03.01.2007 7 Long Beliu
64.03.01.2008 8 Long Duhung
64.03.01.2009 9 Pcmm Lamcin
64.03.01.2010 iQ Fc:.m Keluh
64.03.01.2011 11 Long Pelay
54.03.01.2012 12 Mapulu
64.03.01.2013 12 Long Sului
54.03.01.2014 14 Sido Bangen
64.03.02 2 Talisayan 10
54.03.02.2002 1 UEnE.Fm
64.03.02.2003 2 Talisayan
64.03.02.2014 3 Campur Sari
64.03.02,2015 4 BumiJaya
64.03.02.2016 5 Tunggal Bumi
64.03.02.2017 6 Sumber Mulya
64.03.02.2018 7 Suka Murya
64.03.02.2019 8 Pummna Sari Jaya
64.03.02.2021 9 Eka Sapta
64.03.02.2023 10 Capuak
§4.03.03 3 Sambaliung 13
£4.03.03.2001 1 _Long Lanuk
64.03.03.2002 2 Tumbit Dayak
654.03.03.2004 3 Inaran
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Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dacrah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pemetaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara [Lembararf
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72) diubah sebagai

berikut :
@ Ketentuan aya(f)’asal 5 diubah, schingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5
(1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
terdiri dari :
a. Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Kesehatan;
¢. Pekerjaan Umum,;
d. Perumahan dan Kawasan Permukiman;
e. Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
g Sosial;
h. Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

s
»

Pangan,

Pertanahan dan Penataan Ruang;

Lingkungan Hidup dan Kehutanan; |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,;

ol

Perhubungan;

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Kepemudaan dan Olah Raga;

Kearsipan dan Perpustakaan;

Kelautan dan Perikanan;

Pariwisats;

Perkebunan;

Peternakan dan Pertanian;

Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
Perdagangan dan Perindustrian.

B N9 ¥ g<g e nap o p g



yang berkaitan dengan Fungsi Penunjang

bidang Sekretariat meliputi :

(2) Urusan Pemerintahan
meliputi :
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
b. Perencanaan: ~ O
¢.  Penelitian dan Penge @
d. Keuangan dan Aset;
€. Pendapatan; dan
f. Inspektorat;
(3) VUrusan Pemerintahan Daerah di
a. Sekretariat Daerah; dan
b. Sekretariat DPRD.
(4)  Urusan Pemerintahan Daerah di

Kecamatan Samboja
Kecamatan Muara Jawa
Kecamatan Sanga-Sanga
Kecamatan Loa Janan
Kecamatan Loa Kulu
Kecamatan Muara Muntai
Kecamatan Muara Wis
Kecamatan Kota Bangun
Kecamatan Tenggarong
Kecamatan Sebulu

Fmom e a6 g

[
1

ol
.

Kecamatan Anggana
Kecamatan Muara Badak
Kecamatan Marang Kayu
Kecamatan Muara Kaman
Kecamatan Kenchan

"L v oo p g

Kecamatan Tabang

Lo ¢

Kecamatan Samboja Barat.

2. Ketentuan Lampiran I1.3 diubah, schin
dalam Lampiran I1.3

Kecamatan meliputi :

Kecamatan Tenggarong Seberang

Kecamatan Kembang Janggut

Kecamatan Kota Bangun Darat; dan

gga berbunyi sebagaimana terlampir

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini.




Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah ini

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Juni 2022
BUPATI KUTAI KARTANEG

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 10 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022
NOMOR 152

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64.02/111/14/2/2022



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Menimbang

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa dalam rangka Evaluasi Kelembagaan Perangkat
Daerah menyelaraskan dengan Kewenangan Urusan,
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana
termaktub  dalam  Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 66
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan
Riset dan Inovasi Nasional;

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor
5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Kota
Bangun Darat dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pembentukan Kecamatan Samboja Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ huruf d dan
huruf f, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;



Mengingat

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan  Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanzh Laut, Daerah Tingkat H Tapin, dan Daerah Tingkat
I Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 27356);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114} sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tghun 2019
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha di  Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2016
Nomor 16);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan
Riset dan Inovasi Nasional {{Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanhan Terpadu
Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 885);

9. Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2020 tentang
Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020
Nomor 133);

10. Peraturan Daerah Namor 6 Tshun 2020 tentang
Pembentukan Kecamatan Samboja Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020
Nomor 134);

11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
pembentukan dan  Susunan  Perangkat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73,
Tamabahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 73] sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Pemebentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabuapaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 73);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menetapkan

dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara {Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 73,
diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 7 diubah menjadi 3 (tiga) ayat, huruf z dan
huruf aa dihapus, sehingga berbunyi:

(1)

Pasal 7

Dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf d berdasarkan pada penggabungan,
perumpunan urusan pemerintahan dan tipelogi terdiri
dari :

a.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pendidikan dan Kebudayaan;

Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Kesehatan;

Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Sosial;

Dinas Pekerjaan Umum tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum;

dihapus;

Dinas Perkebunan tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Perkebunan,;

Dinas Pertanian dan Peternakan tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pertanian dan Peternakan;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

Dinas Kelautan dan Perikanan tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Kelautan dan Perikanan;

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Dinas Perhubungan tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Perhubungan;

Dinas Ketahanan Pangan tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;

Dinas Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pariwisata;

Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Perindustrian dan Perdagangan;



(2)

(3)

g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

r. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe
A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman,

s. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;

t. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Kepemudaan dan Olah Raga;

u. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pertanahan dan Penataan Ruang;

v. Satuan  Polisi Pamong Praja tipe A,
menyelenggarakan sub urusan pemerintahan
bidang ketentraman dan ketertiban umum.

w. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak tipe B menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

x. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana  tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana;

y. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

z. Dihapus;dan
aa. Dihapus.

Dibentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban
umum.

Dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf d tidak menggabung, merumpun dengan
urusan pemerintahan yang lain dan tidak memiliki
tipelogi yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi :

(1)

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf e terdiri atas:

a. Badan Riset dan Inovasi Daerah, melaksanakan
fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan
Daerah;



b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;

c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe A
melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah;

d. Badan Pendapatan Daerah tipe B melaksanakan
fungsi penunjang Pendapatan Daerah;dan

e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe A
melaksanakan fungsi penunjang Pemerintahan di
bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a tidak memiliki tipelogi.

Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, ditambah 2 (dua) huruf
baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf f, merupakan perangkat daerah dan
dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan
kelurahan.

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. Kecamatan Anggana dengan tipe A;

o

Kecamatan Kembang Janggut dengan tipe A;

Kecamatan Kenohan dengan tipe A;

o 0

Kecamatan Kota Bangun dengan tipe A;
Kecamatan Loa Janan dengan tipe A;
Kecamatan Loa Kulu dengan tipe A;
Kecamatan Marang Kayu dengan tipe A;

5w oo

Kecamatan Muara Badak dengan tipe A;

ks
.

Kecamatan Muara Jawa dengan tipe A;
Kecamatan Muara Kaman dengan tipe A;

Kecamatan Muara Muntai dengan tipe A;

= -

Kecamatan Muara Wis dengan tipe A;
Kecamatan Samboja dengan tipe A;
Kecamatan Sanga-Sanga dengan tipe A;
Kecamatan Sebulu dengan tipe A;

Kecamatan Tabang dengan tipe A;

B g 9w B

Kecamatan Tenggarong dengan tipe A;



(3)

r. Kecamatan Tenggarong Seberang dengan tipe A;
s. Kecamatan Kota Bangun Darat dengan tipe A; dan
t. Kecamatan Samboja Barat dengan tipe A.

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

3)

Pasal 18

Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdapat
Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat
khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai
unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan
layanan secara profesional.

Sebagai unit organisasi bersifat khusus Rumah Sakit
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
otonomi dalam pengelolaan kenangan dan barang milik
daerah serta bidang kepegawaian.

Rumah  Sakit Daerah dan Pusat Xesehatan
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum Daerah.

Ketentuan Pasal 28 ayat (2), ayat (4), ayat (7) dan ayat (8)
dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)
(3)

(4}

Pasal 28

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata
kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan,
tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan

peraturan perundang-undangan mengenai
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum
diundangkan.

Dihapus.

Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di
bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan

peraturan perundang-undangan mengenai
pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum
diundangkan.

Dihapus.



(5) Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan
Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana
Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi
dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah im
diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang Penanggulangan Bencana.

(6) Anggaran penyelenggaraan Sub Urusan Pemerintahan
di  bidang Penanggulangan Bencana  Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(7) Dihapus.
{8) Dihapus.

(9) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Sub Urusan Pemerintahan di bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud
ayat (1), Penanggulangan Bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan
Perundang-undangan yang mengatur tentang Sub
urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik, Sub Urusan Pemerintahan di bidang
Penanggulangan Bencana.

Ketentuan Pasal 32 ayat (1} diubah dan ayat {2) dihapus,
diantara Pasal 32 dengan Pasal 33 disisipkan pasal baru
yaitu Pasal 32A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Aji
Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten
Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 7)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja
Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008
Nomor 7);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji
Muhammad Parikesit (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011
Nomor 12);



c. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai
Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Kutai
Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2013 Nomor 4);

d. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit
Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2014 Nomor 10);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Dihapus.
Pasal 32A

Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi
perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan
pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

7. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 pasal yaitu
Pasal 33A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

Pelaksanaan pemberlakuan Peraturan Daerah ini pada
tanggal 1 Oktober 2022.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 4 Juli 2022

Ditandatangam Secara Elektromk Oleh -
BUPATI KUTAI EARTANEGARA

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 5 Juli 2022

Ditaudatangau Sevara Elekbromk Clely

SEKRETARLS DAFRAH
EABUPATEN KUTAI KAFTANFGARA

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR
153

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64.02/111/15/3/2022



BUPAT

I KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016

TE NTAW
D

Menimbang

Mengingat

E

E

Mﬁfﬁ) AN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
“ :
NGAN RAHMA TB‘EAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa dalam rangka Evaluasi Kelembagaan Perangkat
Daerah menyelaraskan dengan Kewenangan Urusan,
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana
termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah~Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang(pgrubahan
atas Peraturan Pemerintah Republik “ndonesia
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah
Nomor S5 Tahun 2020 tentang Pembentukan
Kecamatan Kota Bangun Darat dan Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan
Kecamatan Samboja Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d
diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 75511 Kalimantan Timur
Telp. 661031 - 661029 - 662088 Fax. ( 0541 ) 661094



Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820} sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan
Daerah Tingkat 1l Tabalong dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 16)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 885);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2020 Nomor 133);



9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Kecamatan Samboja Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020
Nomor 134);

10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73,
Tamabahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 73) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pemebentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabuapaten Kutai Kartanegara (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Nomor 73);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menetapkan

dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
MEMUTUSKAN;
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Pasal |

e
Bebarapa fKetentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9
P

016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73)

sebagaimana telah dj raturan Daerah Nomor 6
Tahun 2017 Pemdbentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kgbua utai karfanegara (Lembaran Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 73, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah menjadi 3 {tiga) ayat, huruf z
dan huruf aa dihapus, sehingga berbunyi :

Pasal 7

(1) Dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf d berdasarkan pada penggabungan,
perumpunan urusan pemerintahan dan tipelogi
terdiri dari :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pendidikan dan Kebudayaan;



Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Kesehatan;

Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Sosial;

Dinas Pekeriaan Umum tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pekerjaan Umum;

dihapus;

Dinas Perkebunan tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Perkebunan;

Dinas Pertanian dan Peternakan tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pertanian dan Peternakan;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe
A menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan hidang
Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

Dinas Kelautan dan Perikanan tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Kelautan dan Perikanan;

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Dinas Perhubungan tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Perhubungan;

Dinas Ketahanan Pangan tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Ketahanan Pangan;

Dinas Pariwisata tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Pariwisata;

Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Perindustrian dan Perdagangan;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe
A menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;



(3)

t. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Kepemudaan dan Olah Raga;

u. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tipe A
gogrg urusan pemerintahan bidang
Penataan Ruang;

v. Satuan isi Pamong Praja tipe A,
menyelenggarakan sub urusan pemerintahan
bidang ketentraman dan ketertiban umum.

w. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak tipe B menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

x. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana;

y. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tipe
B menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

z. Dihapus;dan
aa. Dihapus.

Dibentuk Dinas Pemadam  Kebakaran dan
Penyelamatan tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban
umuim.

Dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat {2) huruf d tidak menggabung, merumpun
dengan urusan pemerintahan yang lain dan tidak
memiliki tipelogi adalah Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, ditambah 2 (dua)
huruf baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 12

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf f, merupakan perangkat daerah dan
dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan permerintahan, pelayanan publik,
dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan
lain dan kelurahan.

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. Kecamatan Anggana dengan tipe A;
b. Kecamatan Kembang Janggut dengan tipe A;
¢c. Kecamatan Kenohan dengan tipe A;
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Kecamatan Kota Bangun dengan tipe A;
Kecamatan Loa Janan dengan tipe A;
Kecamatan Loa Kulu dengan tipe A;
Kecamatan Marang Kayu dengan tipe A;
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Kecamatan Muara Badak dengan tipe A;

[
H

Kecamatan Muara Jawa dengan tipe A;
Kecamatan Muara Kaman dengan tipe A;
Kecamatan Muara Muntai dengan tipe A;
Kecamatan Muara Wis dengan tipe A;
Kecamatan Samboja dengan tipe A;

Kecamatan Sanga-Sanga dengan tipe A;
Kecamatan Sebulu dengan tipe A;

Kecamatan Tabang dengan tipe A;

Kecamatan Tenggarong dengan tipe A;
Kecamatan Tenggarong Seberang dengan tipe A;

© 3o OB g F R

Kecamatan Kota Bangun Darat dengan tipe A;
dan

t. Kecamatan Samboja Barat dengan tipe A.

(3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 18

(1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdapat
Rumah Sakit Daerah
“sebagai Uit organisasi bersifat khusus serta Pusat
Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi
bersifat fungsional, yang memberikan layanan
secara professional.

(2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus
Sakit Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1)
memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan

barang milik daerah serta bidang kepegawaian. (J’"
(3) Rumah Sakit Daerah dan Pusat Keseffatan
Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1)

menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum Daerah.



Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah dan ayat {2) dihapus,
diantara Pasal 32 dengan Pasal 33 disisipkan pasal baru
vaitu Pasal 324, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(1)

(2}

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Aji
Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten
Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008
Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan
Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
Samboja  Kabupaten Kutai Kartanegara
{Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2008 Nomor 7};

b. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji
Muhammad Parikesit(Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011
Nomor 12);

C. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps
Pegawai Republik  Indonesia  (KORPRJ)
Kabupaten Kutai Kartanegara{lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013
Nomor 4};

d. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota
Bangun{Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2014 Nomor 10);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dihapus.
Pasal 32A

Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi
perangkat daerah wajib mendasarkan dan
menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan
Daerah ini,

Rumah Sakit Umum Daerah yang terbentuk dengan
Susunan organisasi dan tata kerja sebelum
Peraturan  Daerah  ini diundangkan tetap
melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang Rumah Sakit Daerah.



Draf raperda [ Hasil fasilitasi keterangan

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA
NOMOR ...... TAHUN 202X

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

-—— — — .




Menimbang

bahwa dalam rangka
Evaluasi Kelembagaan
Perangkat Daerah
menyelaraskan dengan
Kewenangan Urusan,

Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan sebagaimana |
termaktub dalam Undang - |

Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah
Daerah, Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang perubahan
atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor

90 Tahun 2019 tentang |

Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur  Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

bahwa untuk melaksanakan
ketentuan pasal 38
Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan  Perizinan
Berusaha di Daerah;

bahwa untuk
menindaklanjuti  Peraturan




Menteri Dalam Negeri Nomor
25 Tahun 2021 tentang
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

bahwa untuk
menindaklanjuti  Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2020
tentang Pembentukan
Kecamatan Kota Bangun
Darat dan Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2020

tentang Pembentukan
Kecamatan Samboja Barat;
bahwa berdasarkan

pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, |

huruf b, huruf ¢ dan huruf
d, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2016 Tentang |

Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah.

e. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu
menctapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah;

Perubahan redaksional
"tanda baca titik koma”

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang




Penetapan Undang-Undang

Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 No 9)
Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959
Nomor T2 Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Tanah
Laut, Daerah Tingkat II
Tapin, dan Daerah Tingkat II
Tabalong dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik




Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang  Republik
Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang
Nemer H————Tahun 2020
o .
bhik |
Ind ; Tel 200
Nomer—245,— Tambahan
Lembaran—NegaraRepublik

IndenesiaNemor6573);

Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114)
sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang perubahan
atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2016 tentang

3. Undang-Undang Nomor 23

Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Perubahan redaksional




Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187);

Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan  Perizinan
Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016
Nomor 16);

Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah
(Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 25 Tahun

2021 tentang Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 885);

Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2020 tentang

Pembentukan Kecamatan |

Kota Bangun Darat




(Lembaran
Kabupaten
Kartanegara Tahun
Nomor 133);

9. Peraturan Daerah Nomor 6

tentang
Kecamatan
Samboja Barat (Lembaran

Tahun 2020
Pembentukan

Daerah Kabupaten
Kartanegara Tahun
Nomor 133);

Daerah

10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2016 Nomor..., Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor.....) sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2016 Nomor..., Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Penambahan konsideran
Mengingat

Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG




PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH.

Pasal |

{etentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Jaerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran
Jdaerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016
Nomor 73), diubah sebagai berikut:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
(Lembaran Daerah  Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73),
diubah sebagai berikut:

|. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi :
Pasal 7

1) Dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf d berdasarkan pada
penggabungan, perumpunan urusan
pemerintahan dan tipelogi terdiri dari :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan #
bidang Pendidikan dan Kebudayaan; h

b. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan |
urusan pemerintahan bidang Kesehatan; 7

c. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan |
pemerintahan bidang Sosial; __

d. Dinas Pekerjaan Umum r
menyelenggarakan urusan
bidang Pekerjaan Umum,;

e. dihapus;

Dinas Perkebunan tipe A menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang Perkebunan; _

tipe A
pemerintahan 7

i

Perubahan redaksional

Catatan:
Pasal 7 ayat (1) Nomenklatur
urusan pemerintahan disesuaikan
dengan Undang-Undang No. 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah




h.

k.

Dinas Pertanian dan Peternakan tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Pertanian dan Peternakan;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe
A menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

Dinas Kelautan dan Perikanan tipe A
menyelenggarakan  urusan pemerintahan
bidang Kelautan dan Perikanan;

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tipe
A menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Dinas Perhubungan tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Perhubungan;

Dinas Ketahanan Pangan tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Ketahanan Pangan;

.Dinas Pariwisata tipe A menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang Pariwisata;

. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A

menyelenggarakan  urusan  pemerintahan
bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik
dan Persandian;

.Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe A

menyelenggarakan urusan pemerintahan

|




bidang Perindustrian dan Perdagangan;

. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Kearsipan dan Perpustakaan Daerah:

. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Kepemudaan dan Olah Raga;

-Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Pertanahandan Penataan Ruang; _

. Satuan  Polisi Pamong Praja tipe A,
menyelenggarakan sub urusan vanSEmrmn
bidang ketentraman dan ketertiban umum.

.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak tipec B menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pengendalian vnsa:a:_n_
dan Keluarga Berencana; _

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tipe




B menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
% Ditapues Kelembagaan Dinas ESDM agar dievaluasi Agar dijelaskan dalam penjelasan
aa. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tipe B Kembali, sesuai Lampiran UU Nomor 23 | per Pasal.
menyelenggarakan urusan pemerintahan | Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. sebagaimana telah diubah beberapa kali

(2) Dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam |terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Pasal 3 ayat (2) huruf d tidak menggabung, Tahun 2022 ﬁnnﬂm.um Hubungan Keuangan
merumpun dengan urusan pemerintahan yang Antara Pemerintah Pusat dan
lain dan tidak memiliki tipelogi adalah Dinas Pemerintahan  Daerah, berdasarkan
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu | Pémbagian urusan pemerintahan bidang
Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan | €nergi dan sumber daya mineral, bahwa
bidang Penanaman Modal dan Pelayanan | kewenangan daerah kab/kota pada sub
Terpadu Satu Pintu. urusan Energi  Terbarukan adalah

penerbitan izin pemanfaatan langsung

R — —__ panas bumi dalam daerah kab/kota.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi: |

Pasal 12

(1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (2) huruf f, merupakan perangkat daerah
dan dibentuk dalam rangka meningkatkan
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa atau sebutan lain dan
kelurahan. _

2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

3) Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi:
a. Kecamatan Anggana dengan tipe A;
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- Kecamatan Kembang Janggut dengan tipe A;

Kecamatan Kenohan dengan tipe A;
- Kecamatan Kota Bangun dengan tipe A;
Kecamatan Loa Janan dengan tipe A;
Kecamatan Loa Kulu dengan tipe A;
Kecamatan Marang Kayu dengan tipe A:
- Kecamatan Muara Badak dengan tipe A;
Kecamatan Muara Jawa dengan tipe A;
Kecamatan Muara Kaman dengan tipe A;
- Kecamatan Muara Muntai dengan tipe A;

Kecamatan Anggana dengan tipe A;

- Kecamatan Kembang Janggut dengan tipe A;

- Kecamatan Kenohan dengan tipe A;

Kecamatan Kota Bangun dengan tipe A;

- Kecamatan Loa Janan dengan tipe A;

Kecamatan Loa Kulu dengan tipe A;

Kecamatan Marang Kayu dengan tipe A;

- Kecamatan Muara Badak dengan tipe A;

Kecamatan Muara Jawa dengan tipe A;

- Kecamatan Muara Kaman dengan tipe A;

Kecamatan Muara Muntai dengan tipe A
Kecamatan Muara Wis dengan tipe A;
Kecamatan Samboja dengan tipe A;




y. Kecamatan Sanga-Sanga dengan tipe A;
z. Kecamatan Sebulu dengan tipe A;

aa. Kecamatan Tabang dengan tipe A;

bb. Kecamatan Tenggarong dengan tipe A;

cc. Kecamatan Tenggarong Seberang dengan tipe
A;

dd. Kecamatan Kota Bangun Darat dengan tipe A;
dan

ee. Kecamatan Samboja Barat dengan tipe A.

(4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan Pasal 28 diubah mmrﬂm.mw.m _Unﬁ_cm:w.w
Pasal 28

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik yang terbentuk dengan  susunan
organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan
Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan

tugasnya sampai dengan peraturan perundang- |

undangan mengenai pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Umum diundangkan.

(2) Rumah Sakit Umum Daerah yang terbentuk
dengan susunan organisasi dan tata kerja
sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan,

disesuaikan dengan PP No.
_%m:c: 2019

Rumah Sakit Umum Daerah

72




(3)

(4)

(5)

()

(7)
(8)
)

tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang Rumah Sakit Daerah,

Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sampai dengan peraturan perundang-undangan
mengenai pelaksanaan urusan Pemerintahan
Umum diundangkan

Anggaran penyelenggaraan Rumah Sakit Umum
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub
Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan
Bencana Daerah yang terbentuk dengan susunan
organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan
Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan
tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang
Penanggulangan Bencana.

Anggaran penyelenggaraan Sub Urusan
Pemerintahan di  bidang  Penanggulangan
Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

Dihapus.
Dihapus.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan




Fungsi serta Tata Kerja Sub Urusan |
Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik  sebagaimana  dimaksud ayat (1),
Penanggulangan Bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang Sub urusan pemerintahan di
bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Sub Urusan
Pemerintahan di  bidang  Penanggulangan
Bencana.

4. Ketentuan Pasal 32 diubah; sehingga berbunyi :

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun ....Nomor...)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah “
Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran |
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun |
....Nomor...);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten




Kutai Kartanegara(Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun ....Nomor...);

. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
....Nomor...) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun ....Nomor...);

. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara |
Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan |

Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
....Nomor...) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun ....Nomor...);

. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Aji




Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten
Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun ....Nomor...)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas  Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja
Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun ....Nomor...);
. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji
Muhammad Parikesit(Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun ....Nomor...);
. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai
Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Kutai
Kartanegara(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun ....Nomor...);

. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit
Umum Daerah Dayaku Raja Kota
Bangun(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun ....Nomor...);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal




diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 202x

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 202x

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

SUNGGONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI

KARTANEGARA TAHUN 202X NOMOR

Samarinda, 4/ Maret 2022

a Utama Madya
410281990031009




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR....TAHUN....

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PENJELASAN UMUM

Konsepsi pembentukan Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibawa
oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah adalah agar pembentukan Perangkat Daerah memenuhi prinsip
tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) yang didasarkan pada beban
kerja sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan daerah. Prinsip ini
juga dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam penjelasan Peraturan Pemecrintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, konsepsi pembentukan
organisasi perangkat daerah yvang terdiri atas 5 (lima) elemen utama, yaitu
kepala Daecrah sebagai (strategic apex), sckretaris Daerah (middle line),
dinas Dacrah (operating core), badan daerah (technostructure), dan staf
pendukung (supporting staff). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi
inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai
pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan
mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada
Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah
melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan
tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan
fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan fungsi inti (operating core). Selain Dinas dan Badan Daerah,
untuk  menunjang penyelenggaraan  pemerintahan  dibentuklah
Inspektorat sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan, Satuan
Polisi Pamong Praja scbagai penyelenggara ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat, Sckretariat DPRD sebagai unsur staf penunjang
kinerja DPRD dan Kecamatan sebagai Perangkat Dacrah kewilayahan.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya urusan
pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu urusan pemerintahan
wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib
dibagi lagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan
pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar. Selain karena adanya pembagian urusan, pembentukan
Perangkat Daerah juga mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah
penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas
sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Untuk  mengintegrasikan dan  menselaraskan  perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah, pemerintah melalui Menteri Dalam
Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daecrah dan diperkuat dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya regulasi ini
menycbabkan terjadinya perubahan nomenklatur, penggabungan dan



Sclanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, pasal 22
ayat (1) disebutkan bahwa setiap rancangan Peraturan Daerah yang
diajukan harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau
naskah akademik. Bagi Peraturan Daerah yang mengatur tentang
pembatalan Peraturan Daerah sebagian atau keseluruhannya cukup
disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi
muatan. Penjelasan atau keterangan terkait perubahan ketentuan
Peraturan Dacrah tersebut diperlukan sebagai dasar yuridis yang secara
langsung akan memberi kepastian hukum atas tindakan penyesuaian
suatu Peraturan Daerah terhadap perkembangan perubahan peraturan
yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Daerah, seperti Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri,
Peraturan Daerah provinsi dan lain sebagainya, termasuk dengan adanya
keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan berkekuatan
hukum tetap atas pembatalan suatu ketentuan dalam Undang-Undang
yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan keputusan lembaga atau
pejabat yang berwenang. Kemudian Pasal 16 ayat (5) huruf e Jo. Pasal 17
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 disebutkan bahwa
dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan
rancangan perda diluar Propemperda karena alasan perintah dari
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah
Propemperda ditetapkan. Oleh karena itu, pengajuan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak lagi
memiliki hambatan yuridis untuk dilakukan pembahasan bersama DPRD.

Terkait dengan lahirnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dilandasi atas pelaksanaan
peraturan  perundang-undangan yang lebih tinggi dan penyesuaian
dengan Peraturan Daerah lainnya yang telah disahkan sebelumnya,
diantaranya adalah:

a.  Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

¢. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:

d. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan
Kecamatan Kota Bangun Darat; dan

€. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan
Kecamatan Samboja Barat.

Perubahan materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara terdiri dari 4 Pasal yaitu Pasal 12, Pasal 18, Pasal 28 dan
Pasal 32. Adapun perubahan materi muatan dapat kami jelaskan sebagai
berikut:

1. Penambahan Pasal 12 ayat (2) huruf s dan t Perda Nomor 9 Tahun
2016 terkait dengan pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat
dengan tipe A dan Kecamatan Samboja Barat dengan tipe A dalam
rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020



No.

1.

2. Perubahan bunyi Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dan penambahan ayat
(3) terkait dengan Rumah Sakit Daerah dalam rangka
menindaklanjuti Pasal 43 dan 44 PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang
pcrubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengatur tentang
Rumah Sakit Daerah;

3. Perubahan bunyi 28 ayat (2) dan ayat (4) Perda Nomor 9 Tahun 2016

terkait dengan Rumah Sakit Daerah dalam rangka menindaklanjuti
Pasal 43 dan 44 PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, vang mengatur tentang Rumah Sakit
Daerah;

4. Penghapusan Pasal 28 ayat (7) dan ayat (8) dan serta perubahan

bunyi ayat (9) Perda Nomor 9 Tahun 2016 terkait dengan
pembubaran Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik
Indonesia (KORPRI) dalam rangka menindaklanjuti Permendagri
Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan

S. Penambahan Pasal 32 ayat (1) huruf e, f, g, dan h Perda Nomor 9

Tahun 2016 terkait dengan ketentuan peralihan yang mencabut dan

menyatakan tidak berlaku:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun
2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka
menindaklanjuti Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan
Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi
dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah

b. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun
2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai
Kartanegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Aji Batara
Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara

c. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum
Daerah Aji Muhammad Parikesit; dan

d. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun
2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun,

dalam rangka menindaklanjuti Pasal 43 dan 44 PP Nomor 72 Tahun 2019
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengatur tentang Rumah
Sakit Daerah.

Adapun detail perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara tergambar dalam matrik berikut:

Perda Nomor 9 Tahun Perubahan Perda Keterangan
2016
Pasal 12 Pasal 12 ayat (2) Penambahan huruf s dan t
huruf sdan t dalam Pasal 12 ayat (2)

belum ada s. Kecamatan Kota Penyesuaian terhadap



6. Pasal 18

(1) Selain

(2)

Unit
Pelaksana Teknis
Dinas daerah
sebagaimana

dimaksud dalam
Pasal 16, terdapat
Unit Pelaksana
Teknis Dinas
Daerah di Bidang
Kesehatan berupa
Rumah Sakit
Daerah dan Pusat

Kesehatan
Masyarakat
sebagai unit
organisasi bersifat
fungsional dan
unit layanan yang
bekerja secara
professional;
Rumah Sakit
Daerah dan Pusat
Kesehatan
Masyarakat

sebagaimana
dimaksud dalam

ayat (1) bersifat
otonom dalam
penyelenggaraan

tata kelola rumah
sakit dan tata
kelola klinis serta
menerapkan pola
pengelolaan
keuangan Badan
Layananan
Umum Daerah.

7. Pasal 28

Samboja Barat
dengan tipe A.
Pasal 18
(1) Selain Unit
Pelaksana Teknis
Dinas daerah

sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 16, terdapat

Rumah Sakit
Daerah
sebagai unit

organisasi bersifat

khusus serta
Pusat Keschatan
Masyarakat
sebagai unit
organisasi bersifat
fungsional, yang
memberikan
layanan secara
professional;

(2) Sebagai unit

organisasi bersifat
khusus Rumah
Sakit Dacrah
scbagaimana

dimaksud dalam
ayat (1) memiliki

otonomi dalam
pengelolaan
keuangan dan
barang milik
daerah serta
bidang
kepegawaian;

(3) Rumah Sakit
Daerah dan Pusat
Kesehatan
Masyarakat
sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (1)

menerapkan pola
pengelolaan

keuangan Badan
Layanan Umum
Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2020 tentang
Pembentukan Kecamatan
Samboja Barat

(Pembentukan dan

penambahan Kecamatan baru)
Perubahan bunyi ayat (1) dan
ayat (2) dan penambahan ayat
(3)

Penyesuaian terhadap Pasal
43 dan 44 PP Nomor 72

Tahun 2019 tentang
perubahan atas Peraturan
Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang  Perangkat
Daerah, yang mengatur

tentang Rumah Sakit Daerah

Pasal 28 ayat (2) dan Perubahan bunyi ayat (2) dan
ayat (4)

ayat (4)



organisasi dan
tata kerja
sebelum
Peraturan Daerah
ini diundangkan,
tetap

melaksanakan
tugasnya sampai

dengan terbitnya
ketentuan  lebih
lanjut yang
khusus mengatur
tentang  Rumah
Sakit Umum
Daerah;

(4) Anggaran
penyelenggaraan
Rumah Sakit
Umum Daerah
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (2)
dibebankan pada
Anggaran
Pendapatan dan
Belanja  Daerah
sampai dengan
ketentuan  lebih
lanjut perundang-
undangan  yang
khusus mengatur
tentang Rumah
Sakit Umum
Daerah;

8. Pasal 28

(7) Sekretariat  Korp
Pegawai Republik
Indonesia

terbentuk dengan
susunan
organisasi dan tata
kerja yang
sebelum peraturan
daerah ini
diundangkan,

tetap
melaksanakan
tugasnya sesuai
dengan peraturan
perundang-
undangan yang
mengatur tentang
Korp Pegawai
Republik

Indonesia:

(4)

organisasi dan
tata kerja sebelum

Peraturan Daerah
ini diundangkan,
tetap
melaksanakan
tugasnya  sesuai
dengan ketentuan
peraturan
perundang-
undangan  yang

mengatur tentang
Rumah Sakit
Umum Daerah;

Anggaran
penyelenggaraan

Rumah Sakit
Umum Daerah
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (2)
dibebankan pada
Anggaran
Pendapatan dan

Belanja Daerah

Pasal 28 ayat (7), ayat Penghapusan ayat (7)
(8) dan ayat (9)

(7) Dihapus;
(8) Dihapus;

Pemerintah Republik
[ndonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang  Perangkat
Daerah, yang mengatur

tentang Rumah Sakit Daerah

dan
ayat (8) dalam pasal dan
perubahan bunyi ayat (9)

Penyesuaian terhadap
Permendagri Nomor 90 Tahun
2019 dan Kepmendagri
Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan

Validasi Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah

(Pembubaran Sekretariat
KORPRI sehingga ayat terkait
dihapus)



Pegawai Republik
Indonesia
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (7)
dibebankan pada
Anggaran
Pendapatan  dan

Belanja Daerah.

(9) Kedudukan,

Susunan
Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta
Tata Kerja Sub
Urusan
Pemerintahan  di
bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik
sebagaimana
dimaksud ayat (1),

Penanggulangan
Bencana
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (S) dan
Sekretariat  Korp
Pegawai Republik
Indonesia
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (7) diatur
lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati
dengan
berpedoman pada
Peraturan
Perundang-
undangan yang
mengatur tentang
urusan
pemerintahan  di
bidang Kesatuan
Bangsa dan
Politik, Sub
Urusan
Pemerintahan  di
bidang
Penanggulangan
Bencana dan
dibidang Korp
Pegawai Republik
Indonesia.
9. Pasal 32
belum ada

(9) Kedudukan,
Susunan
Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta
Tata Kerja Sub
Urusan
Pemerintahan di
bidang
Penanggulangan
Bencana
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (S) diatur lebih
lanjut dalam
Peraturan  Bupati
dengan
berpedoman pada
Peraturan
Perundang-
undangan yang
mengatur  tentang
Sub Urusan
Pemerintahan di
bidang
Penanggulangan
Bencana.

Pasal 32 ayat (1)

hurufe, f,gdan h

€.

Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai
Kartanegara

Nomor 7 Tahun

Penambahan huruf e, f, g dan
h dalam Pasal 32 ayat (1)
Penyesuaian terhadap Pasal

43 dan 44 PP Nomor 72
Tahun 2019 tentang
perubahan atas Peraturan



Tata Kerja RSUD
Aji Batara Agung
Dewa Sakti
Samboja
Kabupaten
Kartanegara
sebagaimana telah
diubah dengan
Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun
2014 tentang
Perubahan  atas
Peraturan Dacrah
Kabupaten Kutai
Kartanegara
Nomor 7 Tahun
2008 tentang
Pembentukan
Susunan
Organisasi dan
Tata Kerja RSUD
Aji Batara Agung

Kutai

Dewa Sakti
Samboja
Kabupaten Kutai
Kartanegara;
Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai
Kartanegara
Nomor 12 Tahun
2011 tentang
Organisasi dan
Tata Kerja Rumah
Sakit Umum
Daerah Aji
Muhammad
Parikesit;

. Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai
Kartanegara
Nomor 4 Tahun
2013 tentang
Organisasi dan
Tata Kerja
Sekretariat Dewan
Pengurus  Korps
Pegawai Republik
Indonesia
(KORPRI)
Kabupaten Kutai
Kartanegara;

. Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai
Kartanegara
Nomor 10 Tahun
2014 tentang
Pembentukan
Struktur
Organisasi dan

tentang Rumah Sakit Daerah

Penyesuaian terhadap
Permendagri Nomor 90 Tahun
2019 dan Kepmendagri
Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan

Validasi Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah

Sekretariat
Perda

(Pembubaran
KORPRI  sehingga
terkait dihapus)



dicabut dan
dinyatakan tidak
berlaku.

ILPENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasall

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR




BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ........ TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka Evaluasi Kelembagaan Perangkat
Daerah menyelaraskan dengan Kewenangan Urusan,
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana
termaktub dalam Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 38 Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah;

c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

d. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Kota
Bangun Darat dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pembentukan Kecamatan Samboja Barat;

Nama Jabatan Paraf

M. Andi Faisal, S. Si Ketua Pansus

H. Ahmad Yani, ST.,.SE. M. Si Ketua Bapemperda

H.M Ridha Darmawan, SP., MP Sekretaris DPRD
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H. Taufig Zulfian Noor, S. Pi Kepala Bagian Organisasi Kab. Kukar
Nurhayati Touristiany, S. Sos Kabag Persidangan & Perundangan SetKab.DPRD
H. Syafliansah, SH. M H Perancang Peraturan Perundang-undangan/Sub Koordinator Kajian Perundang-

undangan




e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

Mengingat :

dalam huruf a, b, ¢ dan d diatas, maka perlu ditetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor © Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lémbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9] sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin, dan Daerah
Tingkat 1I Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat I di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa Kkali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keunangan antara Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114) scbagaimana tclah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187);

M. Andi Faisal, S. i

KemaPﬁsus . — —

H. Ahmad Yani, $T.8E_M. Si Ketua Bapemperda

H.M Ridha Darmawan, SP., MP Selgretaris DPRD

H. Taufiq Zudfian Noor, §. Pi Kepala Bagian Organisasi Kab. Kukar

mmhmmmla-

Nurhayati Towristiany, 8. Sos Kabag Persidangan & Perundangan Setkab. DPRD

. Syafkansah, SH.MH

Perancang Paraturan Perundang-undangan/Sub Koordinator Kajian Peruncdang-
undangan




10.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomior 16)

_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 885);

. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020
Naomor 133); dan

. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Pembentukan Kecamatan Samboja Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020
Nomor 133}.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73,
Tamabahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 73] Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Pemebentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabuapaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 73);

H. Taufig Zuliian Noar, S. Pi

Kepala Bagian Crganicasi Kab. Kukar

Nurhayali Tounstiany, 5. Sos

i M. Andi Faisal, 5. Si Kelua Pansus

2 | H. Ahmad Yani, 8T.SE_M. Si Ketua Bapemperda
3 | HM Righa Darmawan, SP., MP Sekrataris DPRD

4

5

8

Kabeg Persidangan & Perundangan Setab.DPRD

H. Syafliansah, SH.M.H

Perancang Peraturan Perundang-undangan/Sub Koordinetor Kajian Perundang-
undangan




Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

Menetapkan
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.
Pasal |
Bebarapa Ketentuan dalam Peraturan Daecrah Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73}, diubah sebagai
berikut:
1. Ketentuan Pasal 7 diubah menjadi 3 (tiga) ayat, huruf z dan
huruf aa dihapus, sehingga berbunyi :
Pasal 7
(1) Dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2} huruf d Dberdasarkan pada penggabungan,
perumpunan urusan pemerintahan dan tipelogi terdiri
dari :
a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Kesehatan;
c. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Sosial;
d. Dinas Pekerjaan Umum tipe A menyelenggarakan
uirusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umiumni;
e. dihapus;
1__{ M.Andi Faisal, . Si Ketua Pansus - ot
2| H.Ahmad Yani, 5TSE.M. Si___ | Kelua Bapemperda
3| HM Ridha Damawan, SP., MP__| Sekretaris DPRD
4 | H. Taufiq Zuffian Noor, 8. Pi Kepala Bagian Organisasi Kab. Kukar
5 Nuhayab Towristiany, S. Sos Kabag Persidangan & Parundangan Setksb.DPRD
6 | H. Syafiiansah, SH.MH LP:;ncang Peraturan Perundang-undangan/Sub Koordinator Kajian Perundang-
ngan




Dinas Perkebunan tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Perkebunan;

Dinas Pertanian dan  Peternakan tipe_ A
menyelenggarakan urusan pemerintahan  bidang
Pertanian dan Peternakan;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan . ‘_Dldang
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan  bidang
Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

Dinas Kelautan dan Perikanan tipe' A
menyelenggarakan urusan pemerintahan  bidang
Kelautan dan Perikanan;

Dinas Lingkungan Hidup dan Kechutanan ti?e A
menyelenggarakan urusan  pemerintahan bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Dinas Perhubungan tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Perhubungan;

. Dinas Ketahanan Pangan tipe A menyelenggarakan

urisan pemerintahan bidang Ketahanan Pangarn,
Dinas Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pariwisata;

Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Perindustrian dan Perdagangan;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;

Dinas Kepemudaan dan QOlah Raga tipe A

menyelenggarakan urusan pemerintahan  bidang
Kepemudaan dan Olah Raga;

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pertanahandan Penataan Ruang;

Nurhayab Touriskany, S. Sos

Np | - Nema o _ Jabgtan Parat
1 M. Andi Faizal, 5. Si Ketua Pansus

2 | H. Ahmad Yani, ST.SE.M. 5i Ketua Bapemperda

3 H.M Ridha Dammawan, SP_, MP Selsetars DPRD

4 | H. Taufig Zulian Noor, 8. Pi Kepala Bagian Organisasi Kab. Kukar

5

6

Kabag Persidangan & Perundengan Setk b DPRD

H. Syafiansah, SH.MH

Perancang Feraturan Perundang-undangan/Sub Koordinator Kajian Perundang-
undangan




Satuan Polisi Pamong Praja tipe A, menyelenggarakan
sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan
ketertiban umum.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;

X. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana;

y. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

z. Dihapus;

aa. Dihapus;

(2) Dibentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
tipe B menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
ketentraman dan ketertiban umum,

(3) Dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) huruf d tidak menggabung, merumpun dengan
urusan pemerintahan yang lain dan tidak memiliki
tipelogi adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, ditambah 2 (dua) huruf
baru, sehingga berbunyi :

(1)

(2)

Pasal 12

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
{2) huruf f, merupakan perangkat daerah dan dibentuk
dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan
kelurahan.

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. Kecamatan Anggana dengan tipe A;
b. Kecamatan Kembang Janggut dengan tipe A;
¢. Kecamatan Kenohan dengan tipe A;

1 | M. AndiFakal 8. Si Ketua Pansus

2 | H. Ahmad Yani, ST..SE. M. Si Kelua Bapamperda

3 | HM Ridha Darmawan, SP., MP Sekretaris DPRD

4 | H. Taufiq Zulfian Noor, S. Pi Kepala Bagian Organisasi Kab. Kukar

5 | Nurhayat Touristiany, §. Sos Kahag Persidangan & Perundangon Setab DPRD

6 | H. Syafkansah, SH . M.H Perancang Peraturan Perundang-undangan/Sut Koordinator Kajian Perundang-
undangan




Kecamatan Kota Bangun dengan tipe A;
Kecamatan Loa Janan dengan tipe A;
Kecamatan Loa Kulu dengan tipe A;
Kecamatan Marang Kayu dengan tipe A;
Kecamatan Muara Badak dengan tipe A;
Kecamatan Muara Jawa dengan tipe A;
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Kecamatan Muara Kaman dengan tipe A;
Kecamatan Muara Muntai dengan tipe A;

o e

Kecamatan Muara Wis dengan tipe A;
. Kecamatan Samboja dengan tipe A;
Kecamatan Sanga-Sanga dengan tipe A;
Kecamatan Sebulu dengan tipe A;
Kecamatan Tabang dengan tipe A;
Kecamatan Tenggarong dengan tipe A;
Kecamatan Tenggarong Seberang dengan tipe A;
Kecamatan Kota Bangun Darat dengan tipe A; dan

A R L =

Kecamatan Samboja Barat dengan tipe A.

(3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

{7) Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 18

(1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16, terdapat Rumah Sakit Daerah
sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Pusat
Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat
fungsional, yang memberikan layanan secara professional.

(2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus Rumah Sakit
Dacrah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki
otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik
daerah serta bidang kepegawaian.

(3) Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} menerapkan pola
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umur Daerah.

4. Ketentuan Pasal 28 diubah; sehingga berbunyi :

1 | M. Andi Faisal, . Si Kefua Pansus

2 | H. Ahmad Yani, ST.,SE.M. Si Ketua Bapemperda

3 | HMRidha Damawan, SP._ MP | Sekretaris DPRD

4 | H. Taufiq Zuifian Noor, 5. Pi Kepala Bagian Organisasi Kab. Kukar

5 | Muhayati Tousistiany, §. Sos Kahag Persidangan 2 Perurwiangan Setkab DPRD

€ | H. Syafiansah, SH M.H Perancang Peraturan Perundang-undangan/Sub Koordinator Kajian Perundang-

undangan




Pasal 28

{1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi
dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini
diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya
sampai dengan peraturan perundang-undangan
mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan
Umum diundangkan.

{2) Dihapus

(3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sampai dengan peraturan perundang-undangan
mengenai pelaksanaan urusan Pemerintahan
Umum diundangkan.

(4) Anggaran penyelenggaraan Rumah Sakit Umum
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

{3) Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub
Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan
Bencana Daerah yang terbentuk dengan susunan
organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan
Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan
tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang
Penanggulangan Bencana.

{6) Anggaran penyelenggaraan Sub Urusan
Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

(7) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sub Urusan Pemerintahan
di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
sebagaimana dimaksud ayat (1), Penanggulangan
Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang Sub
urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa
dan Politik, Sub Urusan Pemerintahan di bidang
Penanggulangan Bencana.

t | M. AndiFaisal 8. §j Ketua Pansus

2 | H. Ahmad Yani, ST..SE. M, 5i Ketua Bapemperda

3 | HM Ridha Damawan, SP, MP | Sekrelaris DPRD

4 | H. Taufig 2ulfian Noor, S. Pj Kepala Bagian Organisasi Kab. Kukar

5_ | Nuhayati Touristiany, $. Sos Kabag Perskiangan & Perundangan Setiab OPRD

8 [ H. Syafiansah, SH.MH Perancang Peraturan Perundang-urdangan/Sub Koordinator Kajian Perundang-
undangan




9. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, ditambah 3 (tiga) huruf
baru, ayat {2) dihapus, disisipkan pasal baru yaitu Pasal 32A,
schingga berbunyi :

Pasal 32

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah  Kabupaten Kutai Kartanegara
(Lembaran  Daerah  Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12)
secbagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan  Dacrah  Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara {Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2008 Nomor 12);

Peraturan  Daerah  Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan Kahupaten Kutai
Kartanegara(Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 14);

- Peraturan  Daerah  Kabupaten Kutai

Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspekiorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008
Nomor 15) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah  Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara(Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 15);

d. Peraturan  Daerah Kabupaten  Kutai
Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang
M. Andi Faisal, S. Si Ketua Pansus
H. Ahmed Yani, ST,SE.M. § | Ketua Bapemperda

H.M Ridha Darmawen, SP., MP

Sekretaris DPRD

H. Taufiq Zulfian Noor, S. Pi

Kepala Bagian Organisasi Kab. Kukar

Nurhayali Touristiany, S. Scs

Kabag Persidangan & Perundangan Setkab. DPRD

mmhmm—k

H. Syafiansah, SH.MA

Perancang Pesaturan Perundang-undangan/3ub Koordinator Kajiah Perundang-

undangan




Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten
Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008
Nomor 16} sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegarg
Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Ketja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Kabupaten  Kutai
Kartanegara(Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomaor 16);
Peraturan  Daerah Kabupaten  Kutai
Kartanegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara
(Lembaran  Daerah Kabupaten  Kutai
Kartanegara Tahun 2008 Nomor 7 )
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja RSUD Aji Batara
Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten
Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008
Nomor 7};

Peraturan  Daerah  Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit
Umum Daerah Aji Muhammad
Parikesit(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2011 Nomor 12);
Peraturan  Daerah  Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik
Indonesia (KORPRI} Kabupaten Kutai
Kartanegara(Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 4);

. Peraturan  Daerah  Kabupaten Kutai

Kartaniegara Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata

L Nama

M. Andi Faisal, 5. &

Ketua Panmé

H. Ahmad Yani, ST SE M. Si

Ketua Bapemperda

H.M Ridhe Dammawan, SP., MP

Sekretaris DPRD

H. Taufig Zulfian Noor, S. Pi

Kepaka Bagian Organisasi Kab. Kukar

Nurheyati Tourisiany, 8. Sos

Kabag Persidangen & Perundangan Set{ab.DPRD

mmnmm—%

H. Syafkansah, SH_MH

Perancang Peratwran Perundang-undangan/Sub Koordinator Kajian Perundang-

urdangan




\

Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku
Raja Kota Bangun(Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014

Nomor 10};
dicabut dan dinyatakan tidak berlaky.
(2} dihapus
Pasal 32A

(1) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi
perangkat daerah wajib mendasarkan danmenyesuaikan
pengaturannya dengan Peraturan Daerah ni.

(2) Rumah Sakit Umum Daerah yang terbentuk dengan
susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan
Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang Rumah Sakit Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

EDI DAMANSYAH
Diundangkan di Tenggarong

pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SUNGGONO
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 N OMOR

1__{ M. Andi Faisal, S. §i Ketua Pansus
2 | H. Anad Yani, ST SE.M. Si Ketua Bapemperda
3 | HM Ridha Darmawan, S MP | Sekretaris DPRD
4 | H. Taufiq Zulfian Noor, S Pj Kepala Bagian Organisasi Kab, Kuiar
}_5 Nwhaya.h Touistiany, §. Sog Kabag Persidangan & Perundangan Seliab 0PRD ' ”
6 { H. Syafiansah, SH_ M H Perancang Peraturan Perundang-urdangan/Sub Koordinator Kajian Perundang-
undangan




PENJELASAN TENTANG PEMBENTUKAN BRIDA

DASAR HUKUM

1.
2.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH;
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 78 TAHUN 2021 TENTANG BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH.

PEMBAHASAN

1. BERDASARKAN PASAL 2 TERKAIT ASAS PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH, PASAL 3 TERKAIT

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH DAN PASAL 6 TERKAIT KRITERIA TIPELOGI PERANGKAT DAERAH
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH;

MENGACU PADA PASAL 66 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 78 TAHUN 2021 TENTANG BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH BAHWA BRIDA DIBENTUK OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN
KAB/KOTA SETELAH MENDAPATKAN PERTIMBANGAN DARI BRIN. PEMBENTUKAN BRIDA
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA DAPAT DIINTEGRASIKAN DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG
MENYELENGGARAKAN  URUSAN  PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH ATAU PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

LANGKAH STRATEGIS

ALTERNATIF KEBIJAKAN JANGKA PENDEK :

-

BERDASARKAN PADA PASAL 66 AYAT 2 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 78 TAHUN 2021 TENTANG
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH, MAKA DAPAT MELAKUKAN INTERVENSI TUGAS DAN FUNGS!
PADA BIDANG YANG ADA PADA BALITBANGDA;

MELAKUKAN INTERVENS| TUGAS DAN FUNGSI PADA BIDANG YANG ADA PADA BALITBANGDA
DAPAT DILAKUKAN SIMULTAN DENGAN PROSES PENGUSULAN PENCABUTAN PERBUP TENTANG
SOTK BALITBANGDA YANG SEKALIGUS MENYELARASKAN NOMENKLATUR JABATAN, TUGAS DAN
FUNGSI DENGAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DI AMPU OLEH
BALITBANGDA;

PROSES PENCABUTAN PERBUP BALITBANGDA SUDAH DALAM TAHAPAN PENGAJUAN ADVIS BIRO
ORGANISASI PROVINSI DAN HARMON DI KEMENKUM HAM;

DENGAN PENCABUTAN PERBUP SOTK BALITBANGDA, MAKA HARUS DI LAKUKAN PELANTIKAN
ULANG PEJABAT STRUKTURAL YANG ADA DI BALITBANGDA.

ALTERNATIF KEBIJAKAN JANGKA PANJANG :

1

MELAKUKAN PEMBENTUKAN BRIDA BERDASARKAN PADA PEMETAAN URUSAN, PERHITUNGAN
VARIABEL UNTUK MENENTUKAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH DAN HASILNYA MENJADI DASAR
UNTUK PERUBAHAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMETAAN URUSAN PEMERINTAH
YANG MENJADI KEWENANGAN PEMKAB KUTAI KARTANEGARA MELALUI KOMULATIF TERBUKA DI
DPRD TAHUN 2022;

MEMBUAT DAN MENGAJUKAN PROPOSAL URGENSI KE BRIN UNTUK PEMBENTUKAN BRIDA
MELALUI BALITBANGDA;

MELAKUKAN PERUBAHAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KAB. KUTAI KARTANEGARA DENGAN SUBSTANSI PENGHAPUSAN
BALITBANGDA DAN PEMBENTUKAN BRIDA MELALUI PROPEMPERDA DI DPRD TAHUN 2022;
MENYUSUN RANCANGAN PERBUP TENTANG SOTK BRIDA SESUAI DENGAN PERMENDAGRI YANG
MENGATUR TENTANG NOMENKLATUR BRIDA (PMDN SEDANG DALAM PROSES PENYUSUNAN,
DENGAN KONSEP STRUKTUR ORGANISASI : KEPALA PERANGKAT DAERAH, SEKRETARIS, 3 (TIGA)
SUBBAG DI BAWAH SEKRETARIS, 2 KELOMPOK JF)




- PENJELASAN PEMBUBARAN PERANGKAT DAERAH
, - - . . e e e e P e e Ketenn_gm
No. Perda Nomor 9 Perorda :- Penjel ............
: “h P N T S R oo, S I Nomor Register,
ST T : 1 entasi uu Nomor 1. ; )
anDings  Encrgl aa.Dibapus L o T 514 tentang - tnEES o 23*;21
dan Su.mber ' pemerintahan Daerah dan  pen pciafngan jang
Daya Minere) ': Permendagri Nomor 90 Tahun Iéguhnte R ad di
tipe B 2019 dan Kepmendagri Nomor | ;3‘311 I-Iuklnl?n Srovinsi
ey e n 201 o8 Tahun 2020 Biro Huku® X
an urasam - O ang Hasil Verifkasi dan  dan Kabupafer
pemerintalanl - validasi Klasifikasi, Kodefikasi 2. Pmsetz . |
bidang B dan Nomenklatur : ﬁiﬁa sahaan
.Sumber Perencanaan Per;xatila_ngunan | ; ang&ﬂfltﬂmnytal |
Daya Mineral . dan Keuangan Dacrans : dmpcmlbayaran E
_ . | 2 i
. Hasil Fasilitasi Raperda - S"fukt‘;;a. yars:
7 scsuai  Surat Sekretaris | menye aikan o
Daerah  Provinsi Nomor dengan tang‘ |
I .188.342/2211-HK/2022 Hal, pengundangan,
| 4 Fasilitasi Raperda Kutai ‘3. Proses
}Iz;l:t];n:gsﬁra, i sampaikan  Penatausahaan BMD;
bahwa : “Kelembagaan Dinas 4. Terkait dengan !
ESDM agar dievaiuasi pemberlakuan Perda |
kembali, sesuai Lampiran UU berdampak pada TPP :
Nomor 23 Tahun 2014 yang dibayarkan;
tentang Pemerintah Dacrah 5. Pejabat Administrasi
sebagaimana perubghan dan Pejabat
terakhir UU Nomor 1 Tehun  Fungsional yang ada,
2022 tentang Hubungan menyesuaikan
Keuangan @ntara Pemerintah dengan formasi dan
Pusat dan Pemerintah lowongan jabatan
D&erah, berdasarkan yang tersedia.
pembagian urusan
pemerintah bidang energy dt | (Pembubaran Dinas
sumber daya mineral, bahwa ESDM sehingga huruf
kewenangan daerah kab/btg ' dalam  pasal terkait
pada urusan Errgi * dihapus)
terbarukan adalah penerttan
jzin pemanfaatan langung
panas bumi dalam derah
kab/kota.
5 PasalQB S e )

 ayat(®

Pegawai
Republik
Indonesia
terbentuk

dengan
susunan
organisasi dan
tata kerja yang
sebelum
peraturan
daerah
diundangkan,
tetap
melaksanakan

(8) Dihapus;

tugasnya sesuai

dengan
peraturan
perundang-
undangan yang

1. Penyésuaian

Permendagri Nomor 90 Taun
2019 dan Kepmendagri Namor
050-3708 Tahun 2020 ten
Hasil Verifikasi dan Validgi -
Klasifikasi, Kodefikasi dn
Nomenklatur Perencanai

Pembangunan dan Keuanga 2.

Daerah;

t

Urusan Korp Pegawai Republik
Indonesia menjad sub urusan
di BKPSDM pada Bidang
Pengadaan,
dan

Informasi ASN Sub!

Kegiatan Fasilitasi lembaga 4.

Profesi ASN.

terhdap 1. Nomor

Pemberhentian 3.

Register,
tanggal 10 Juni 2021
penetapan dar
sudah terigisterasi d
Biro Hukum Provinsi
dan Kabupaten;
Proses penatausahaar
keunangan diantaranys
pembayaran TP
Struktural yan
menyesuaikan denga
tanggal
pengundangan;
Proses Penatausahaa
BMD;

Terkait denga
pemberiakuan Perd

berdampak pada TP
yang dibayarkan;



_ aa. Dmas
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K PENJELASAN PEMBUBARAN PERANGKAT DAERAH

Porda Nomcs ©

Tahun 2016

Pasal 7

dan
Daya
tipe

Sumber

menyclenggamk |

an urusan

pemerintahan
bidang
dan

Daya Mineral

Mmeral

Energi
Sumber |

. Perubahan

Perda
Pasa.l
huruf aa

Energl ‘aa. Dlhapus

" ayat {8)

" (7) Sekretariat Korp - (7) Dihapus;

Pegawai
Republik
Indonesia
terbentuk

dengan
susunan

organisasi

sebelum
peraturan

daerah ini

diundangkan,
tetap
melaksanakan

tugasnya sesuai

dengan
peraturan
perundang-

undangan yang

dan
tata kerja yang

_ - (8) Dihapus;

1. Penyesuaian

Permendagri Nomor 90 Tahun
2019 dan Kepmendagri Nomor
050-3708 Tahun 2020 tentang .
Hasil Verifikasi dan Validasi .

 Penjelasan

1 Implementasi UU ‘Nomor 23
: tentang -
Pemerintahan Daerah dan:
Permendagri Nomor 90 Tahun :
2019 dan Kepmendagri Nomor
2020
tentang Hasil Verifikasi dan .
Validasi Klasifikasi, Kodefikasi
Nomenklatur -
Perencanaan Pembangunan .

Tahun 2014

050-3708 Tahun

dan

dan Keuangan Daerah;

. Hasil  Fasilitasi Raperda
sesuai Surat Sekretaris -
Daerah Provinsi Nomor

:188.342/2211-HK /2022 Hal
Hasil Fasilitasi Raperda Kutai '
sampaikan
bahwa : “Kelembagaan Dinas
dievaluasi
kembali, sesuai Lampiran UU
2014 .

Kartanegara, di

ESDM agar
Nomor 23 Tahun
tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana

2022  tentang
Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah -
Daerah, berdasarkan
pembagian urusan

pemerintah bidang energy dan
sumber daya mineral, bahwa
kewenangen daerah kab/kota
pads urusan Energi

terbarukan adalah penerbitan

izin pemanfaatan langsung -
dalam daerah

panas bumi
kab/kota.

28 Penghapusan ayat dalam pasal
ayat {7} dan :

Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur

Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

. Urusan Korp Pegawai Republik -
Indonesia menjad sub urusan
di BKPSDM pada Bidang
Pemberhentian 3.
ASN Sub
Lembaga 4.

Pengadaan,
dan Informasi
Kegiatan Fasilitasi
Profesi ASN.

. Nomor

. Terkait

perubahan
terakhir UU Nomor 1 Tahun .
Hubungan -

- {Pembubaran .
. ESDM sehingga huruf
~dalam  pasal
dihapus)

terhadap 1.

Perencanaan

Register,
tanggal 10 Juni 2022
penetapan dan
pengundangan yang
sudah terigisterasi di
Biro Hukum Provinsi -
dan Kabupaten;

. Proses

penatausahaan
keuangan
diantaranya
pembayaran
Struktural yang
menyesuaikan :
dengan tanggal
pengundangan; |

TPP -

. Proses

Penatausahaan BMD;
dengan
pemberlakuan Perda
berdampak pada TPP
yang dibayarkan; '

. Pejabat Administrasi

dan Pejabat
Fungsional yang ada,
menyesuaikan

dengan formasi dan
lowongan jabatan
yang tersedia.

Dinas

terkait

Nomor Register,
tanggal 10 Juni 2022 .
penetapan dan
pengundangan yang

sudah terigisterasi di
Biro Hukum Provinsi

dan Kabupaten;

. Proses penatausahaan

keuangan diantaranya
pembayaran TPP -
Struktural yang
menyesuaikan dengan -
tanggal

pengundangan;

Proses Penatausahaan
BMD; '
Terkait dengan
pemberlakuan Perda
berdampak pada TPP
yang dibayarkan;



S
; .
- No.

Perda Nomor 9

Tahun 2016 .
Korp

tentang
Pegawai
Republik
Indonesia;

(8} Anggaran ;
penyelenggaraa
n  Sekretariat !
Korp  Pegawai:

Republik
Indonesia
sebagaimana

dimaksud pada
ayat (7}

dibebankan

Pendapatan dan

Belanja Daerah.

~ belum ada

Perda

- Pasal 32
. ayat {1) -
- hurufe f
e. Peratura

n Daerah

Kabupate .
n Kutai .
Kartaneg -

ara

Nomor 4

Tahun
2013
tentang

Organisa
si dan °

Tata
Kerja

Sekretari

at
KORPRI

Kabupate

n Kutai

Kartaneg -

ara,

' dicabut dan
" dinyatakan

tidak

- berlaku.

Permendagri Nomor 90 Tahun

5 Pejabat Administrasi
dan Pejabat
Fungsional yang ada,
menyesuaikan dengan .
formasi dan lowongan
jabatan yang tersedia.

- (Pembubaran

. Sekretariat
~sehingga ayat
- dihapus)

KORPRI
terkait

benambi e da o ayat

(Pembubaran Sekretariat
KORPRI sehingga Perda

2019 dan Kepmendagri Nomor = terkait dihapus)
050-3708 Tahun 2020 tentang -
Hasil Verifikasi dan Validasi

Kodefikasi
Perencanaan

Klasifikasi,
Nomenklatur

dan

Pembangunan dan Keuangan :

Daerah;

. Urusan Korp Pegawai Republik

Indonesia menjad sub urusan

di BKPSDM pada Bidang
Pengadaan, Pemberhentian
dan Informasi ASN
Kegiatan Fasilitasi
Profesi ASN,

Sub -
Lembaga



Nomor
Lampiran
Ha!

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
JALAN GAJAH MADA, Telp. (0541) 733333 Fax. (0541) 737762 - 742114
Home Page : htip:/ikaltim.go.id
SAMARINDA 75124

Samarinda, 26 Agusius 2022

Kepada Yth.
. 180.342/ 74 -Hk/2022 Sekrelaris Daerah
e Kabupaten Kutai Kartanegara
: Pemberian Nomor Register di-
: Raperda Tenggarong.

Sehubungan dengan sural Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai
Karlanegara Nomor 180.157/HK-PerUUNIIF2022 tanggal 22 Agustus
2022 perihal Permintaan Nomor Register Raperda Kutai Kartanegara, dan
sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah, maka dengan ini diberikan Nomor Register Raperda
tentang :

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2021, Nomor Register : {64.02/111/32/4/2022).

Nomor Register tersebut agar dicantumkan pada halaman terakhir
pada bagian bawah Raperda dimaksud, dan setelah ditetapkan agar
disampaikan ke Gubernur untuk diklarifikasi.

Demikian untuk ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terima
kasih.

a.n. Sekretaris Daerah

/. Supami, SH, MH
" Pembina Tk. |
P/19650512 198903 2 009




PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170/SK-15/DPRD/9/20222

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TERHADAP HASIL EVALUASI GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI
KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD Tahun 2021 yang transparan dan akuntabel
berdasarkan penerapan otonomi daerah secara nyata dan
bertanggung jawab, maka perlu adanya persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
terhadap Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan
Daerah;

b. bahwa sebagaimana dimaksud dengan Keputusan Gubernur
Kalimantan Timur Nomor 903/1844-V/BPKAD TAHUN 2022
tanggal : 3 Agustus 2022 tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran
2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara
Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun Anggaran 2021;



Mengingat

-2-

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan b, maka perlu menetapkan Persetujuan DPRD
Rabupaten Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai
hartanegara.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959,

tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820Q);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi
Kabupaten Kutai Kartanegara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);

Peraturan Pemerintah Republik Indor esia Nomor 55 Tahun
2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertangguungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
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RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022
TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

Penyesuaian dan Penyempurnaan
Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHIJN ANGGARAN 2021

UMUM

A. EVALUASI PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Evaluasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah meliputi evaluasi terhadap Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan
kebijakan

Pengujian kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan

Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan
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APBD untuk memastikan bahwa penyajian laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan serta temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang
meliputi:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);

c) Neraca;

d) Laporan Operasional (LO);

e) Laporan Arus Kas (LAK);

f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

B. EVALUASI KESESUAIAN RANCANGAN PERDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN PERDA
TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN PERATURAN BUPATI KUTAI
KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklajuti oleh Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara, meliputi:

1. KONSISTENSI

Evaluasi Konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran dalam Perubahan APBD dengan pagu
anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021,
kesesuaian nomenklatur Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Perubahan APBD dengan
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Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021, dan kesesuaian
struktur dan klasifikasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalarn Perubahan APBD dengan Rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021.

Hasil evaluasi konsistensi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang
Pelaksanaan APBD TA 2021, sebagai berikut:

a. Pagu anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 sebesar Rp5.352.245.124.546,00 telah sesuai
dengan pagu anggaran yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2021 sebesar Rp5.352.245.124.546,00.

b. Nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 telah sesuai dengan
nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

c¢. Struktur dan klasifikasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 telah sesuai
dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2021.

2. LEGALITAS

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
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Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD TA 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021, yaitu:

a. Kelengkapan Dokumen Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raperbup
Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

b. Persetujuan Bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Raperda
Tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD telah dilaksanakan sesuai dengan amanat Pasal 320
ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu Persetujuan Bersama Rancangan Perda Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD antara Kepala Daerah & DPRD paling lambat 7 bulan
setelah tahun anggaran berakhir.

¢. Penyampaian Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raperbup Tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah dilaksanakan sesuai dengan amanat Pasal
305 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu rancangan peraturan daerah kabupaten/kota
tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan
peraturan bupati/walikota tentang penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum
ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk
dievaluasi.

d. Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raperbup Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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3. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan Perubahan APBD yang disajikan dalam

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Kutai Kartanegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan
Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

ANGGARAN REALISASI REALISASI
URAIAN REF i Saie (%) ke
PENDAPATAN DAERAH 5.1.1. 4.214.595.420.427,00 | 4.443.234.734.94434 | 10542 | 4.456.587.090.185,72
.__um__p%..._up;z ASLIDAERAH 5.1.1.1. 372.697.241.716,00 707.307.156.824,89 | 189,78 450.599.693.296,38
Pajak Daerah 51111 87.647.711.786,00 114.967.277.99500 | 131,47 110.441.517.051,00
Retribusi Daerah 51112 5.493.699.568,00 4.008.704.812,00 72,97 4.106.219.051,00
Hesh Pengulolmn Kel-arsan 51113 19.593.267.856,00 19.768.619.228,31 100,89 18.244.427 512,19
Daerah yang Dipisahkan
LainJain PAD yang Sah 51114, | 259.962562.506,00 568.562.554.789,58 | 218,71 317.807.629.682,19
PENDAPATAN TRANSFER 51.1.2. | 3.836.498.178.711,00 | 3.615.376.629.670,00 94,24 |  3.885.815.451.652,00
MHH.EB: Transfer Pemerintah | ¢ 1 454 | 3431.037.306711,00 | 3.215.256.827.670,00 9371 |  3.547.936.253.540,00
Dana Perimbangan 3.191198.387.711,00 | 3.174.738.835 670,00 9948 |  3522.602 097 540,00
Dana Insentif Daerah (DID) 48 667.992.000,00 40.517.992.000,00 8325 25.334,156.000,00
Dana Desa 191.170.527.000,00 0,00 0,00 0,00
M.thuumﬁ: Tronslor fwiac 51.1.22 405.460.872.000,00 400.119.802.000,00 98,68 337.879.198.112,00
Pendapatan Bagi Hasil 284.960.872.000,00 318.277.302.000,00 | 111,69 240.421.698.112,00
Bantuan Keuangan 120.500.000.000,00 81.842.500.000,00 67,92 97.457.500.000,00
wnﬁm.rkm»x__ FERAPBINNENERIN | s 5.400.000.000,00 120.550.948.449,45 | 2.232,37 120.171.945.237,34
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Pendapatan Hibah 5.400.000.000,00 4.626.000.000,00 85,67 4.456.747.100,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan Peraturan 0,00 115.924,948.449 45 0,00 115.715.198.137,34
Perundang-Undangan
BELANJA DAERAH 512 5.327.845.124.546,00 | 4.714.130.498.075,44 8848 |  4.944.693.375.900,21
BELANJA OPERASI 51.21. | 3.597.684.855.323,00 | 3.283.287.430.381,43 91,26 |  3.249.757.092.835,52
Belanja Pegawai 51211 | 1815424579.77000 | 1.666.499767.314,35 91,80 1.578.675.127.072,96
Belanja Barang dan Jasa 51212 | 1.707.131.775.893.00 | 1.557.300916.067 08 91,22 1.521.709.974.893 56
Balanja Hibah 51213, 73.692.459.900,00 58.453 247 000,00 79,32 146.632.390.850,00
Belanja Bantuan Sosial 51214, 1.436.039.760,00 1.033.500.000,00 71.97 2.739.600.019,00
BELANJA MODAL 51.2.2. | 1.099.082.864.284,00 | 1.026.367.434.969,01 93,38 |  1.131.607.577.913,42
Belanja Modal Tanah 51211 16.245.591 264,00 15.358.489 143,00 94,54 27.094 418.527,00
ﬂ.“”_um W e 51212 | 209.856613999,00 234.889.069.195,01 111,03 233.494 519,333 42
ﬁuap__”msa&m_ Godung den 51213 243 473.767 225,00 221.986.615.076,00 91,17 213.248.506.080,00
nww__w_;huﬂo%_ Jalan, Jaringan, | 4514 | 619.264.363.448,00 548.105.072.658,00 88,51 623.480.045,038,00
H_“_“ﬁ MOOSE ALk 51215 10.242.528.348,00 6.028.188.897,00 58,85 34,289.998.935,00
BELANJA TIDAK TERDUGA 5123 117.709.000.000,00 84.714.812.822,00 71,97 164.040.822.149,27
Belanja Tidak Terduga 117.708.000.000,00 84.714.812.822,00 71,97 164.040.822.149 27
BELANJA TRANSFER 5.1.24. 513.368.404.939,00 319.760.819.903,00 62,29 399.287.883.002,00
Belanja Bantuan Keuangan 513.368.404.939,00 319.760.819,803,00 62,29 399.287.883.002,00
SURPLUS / (DEFISIT) 5.1.3. (114 u.us.q__.__,:um__“ (270.895.763.131,10) 24,33 (488.106.285.714,49)
PEMBIAYAAN DAERAH 514
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 614.1. | 1.137.649.704.119,00 | 1.137.661.945621,05 | 100,00 |  1.645.755.989.833,36
Siwa Labih Periungan Anggaren 1.137.649.704.11900 | 1.137.661.945621.05 | 100,00 | 1645 755989.833.36
Tahun Sebelumnya
PENGELUARAN PEMBIAYAAN 51.4.2. 24.400.000.000,00 24.400.000.000,00 | 100,00 20.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah 24.400,000.000,00 24.400.000.000,00 | 100,00 20.000.000.000,00
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PEMBIAYAAN NETTO 5.1.5. 1.113.249.704.119,00 1.113.261.945.621,05 100,00 1.625.755.989.833,36

SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN (SILPA) 842.366.182.489,85 0,00

5.1.6. 0,00 1.137.649.704.118,87

1) PENDAPATAN DAERAH

Realisasi total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp4.443.234.734.944 34 atau 105,42% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.214.595.420.427,00.

APBD Kabupaten Kutai Kartanegara
masih  bertumpu  kepada  dana
perimbangan sekitar kurang lebih 80 %

Realisasi total Pendapatan Daerah tersebut lebih rendah sebesar Rpl13.352.355.241,38 atau
mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran
2020 sebesar Rp4.456.587.090.185,72.

Terjadi penurunan target pendapatan
dari dana perimbangan pada TA. 2021
jika dibandingkan dengan TA. 2020
sebesar Rp.112 milyar atau 3,65 %.
Namun dalam realisasi TA 2021 terdapat
penyaluran Kurang Bayar Tahun 2020

Gambaran anggaran dan realisasi total Pendapatan Daerah 5 (lima) tahun terakhir (TA 2017 s.d.
TA 2021) sebagaimana tabel berikut:

Tahun Anggaran Realisasi %
2017 4.035.144.602.108,89 3.402.599.166.648,75 84,32
2018 4.165.973.280.109,57 4.056.073.917.135,39 97,36
2019 4.932.574.566.347 63 5.745.271.078.058 41 116,48
2020 4.406.885.293.400,99 4.456.587.090.185,72 101,13
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2021 4.214.595.420.427,00 4.443.234.734.944 34 105,42

Realisasi total Pendapatan Daerah terdiri atas :

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021
sebesar Rp707.307.156.824,89 atau 189,78% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp372.697.241.716,00.

Realisasi total PAD TA 2021 tersebut lebih tinggi sebesar
Rp256.707.463.528,51 jika dibandingkan dengan Realisasi total Pendapatan Daerah PAD
2020 sebesar Rp450.599.693.296,38.

Realisasi PAD TA. 2021 cukup tinggi
Jjika  dibandingkan dengan target
PADnya dikarenakan adanya
penerimaan BLUD RSU AM Parikesit
untuk penanganan Covid 19 periode
2020 dan 2021 dari Kementerian
Kesehatan RI kurang lebih 240 milyar
sehingga realisasi PAD melebihi target
yang ada. Dan pada TA. 2021 terjadi
peningkatan penerimaan pada BLUD se
Kab. Kukar

Gambaran anggaran dan realisasi PAD 5 (lima) tahun terakhir (TA 2017 s.d. TA 2021)
sebagaimana tabel berikut :

Tahun Anggaran Realisasi %
2017 453.397.588.009,56 435.513.161.873,75 96,06
2018 351.773.706.477 11 303.927.837.102,38 86,40
2019 391.645.109.320,43 552.433.123.136,41 141,05
2020 361.128.799.466,57 450.599.693.296,38 124,78
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2021 372.697.241.716,00 707.307.156.824,89 189,78

Realisasi total PAD TA 2021 tersebut terdiri dari :

(a) Realiasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar

Rp114.967.277.995,00 atau 131,170/0 melebihi target yang ditetapkan dalam Peraturan

Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp87.647.711.786,00.

Realisasi pendapatan Pajak Daerah tersebut diuraikan pada Obyek Pendapatan, antara lain:

(a) Realisasi pendapatan Pajak Hotel sebesar Rp969.928.739,00 atau 66,89% dari target yang
ditetapkan sebesar Rp1.450.000.000,00;

(b) Realisasi pendapatan Pajak Restoran sebesar Rp28.594.468.006,00 atau 104,55% dari
target yang ditetapkan sebesar Rp27.350.000.000,00;

(c) Realisasi pendapatan Pajak Hiburan sebesar Rp363.681.653,00 atau 69,21% dari target
yang ditetapkan sebesar Rp525.493.000,00;

(d) Realisasi pendapatan Pajak Reklame sebesar Rp1.966.433.097,00 atau 80,580/0 dari
target yang ditetapkan sebesar Rp2.440.491.050,00;

(e) Realisasi pendapatan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp54.696.093.755,00 atau 127,79%
dari target yang ditetapkan sebesar Rp42.800.000.000,00;

(f) Realisasi pendapatan Pajak Parkir sebesar Rp185.506.500,00 atau 86,28% dari target yang
ditetapkan sebesar Rp215.000.000,00;

(2) Realisasi pendapatan Pajak Air Tanah sebesar Rp1.470.812.335,00 atau 137, 75% dari
target yang ditetapkan sebesar RPI .067.769.560,00;

Upaya-upaya optimalisasi pajak daerah
terus dilakukan baik secara internal
maupun eksternal, seperti peningkatan
SDM, pemukhtahiran data WP,
Sosialisasi dan peningkatan layanan.
Dalam kondisi pandemi covid 19
memang terdapat beberapa jenis pajak
yang masih rendah realisasinya namun
terdapat juga jenis pajak yang
realisasinya melebihi target yang ada
seperti pajak restoran yang ditopang dari
pajak catering terutama dari perusahaan
pertambangan, kemudian dari PPJ
dikarenakan semakin meningkatnya
pemakaian listrik PLN oleh masyarakat,
sedangkan untuk PBB salah satu upaya
peningkatan realisasi melalui relaksasi
dengan melakukan perpanjangan masa
jatuh tempo dan penghapusan denda

dom
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(h) Realisasi pendapatan Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp109.142.500,00 atau
129,47% dari target yang ditetapkan sebesar Rp84.300.000,00;

(i) Realisasi pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp514.443.639,00
atau 91,11% dari target yang ditetapkan sebesar Rp564.658.176,00;

(i) Realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
sebesar Rp6.952.335.019,00 atau 135,00% dari target yang ditetapkan sebesar
Rp5.150.000.000,00;

(k) Realisasi pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

(I) Bangunan (BPHTB) sebesar Rp19.144.432.752,00 atau 319,07% dari target yang
ditetapkan sebesar Rp6.000.000.000,00

pajak. Sementara itu pada BPHTB
terjadi peningkatan yang signifikan
dikarenakan adanya perluasan HGU
perusahaan yang mendorong realisasi
pajak ini cukup tinggi.

(b) Realiasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalarn Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.008.704.812,00 atau 72,97% tidak mencapai target
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021
sebesar Rp5.493.699.568,00.

Realisasi pendapatan Retribusi Daerah tersebut diuraikan pada obyek pendapatan, antara lain.
1) Realisasi pendapatan Retribusi Jasa Umum sebesar Rp1.559.247.138,00 atau dari target
yang ditetapkan sebesar Rp842.495.300,00;
2) Realisasi pendapatan Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp718.523.000,00 atau 26,42% dari
target yang ditetapkan sebesar Rp2.720.038.400,00;
3) Realisasi pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp1.730.934.674,00 atau
89,63% dari target yang ditetapkan sebesar RPI .931.165.868,00

Retribusi Daerah mengalami penurunan
dikarenakan terdapat beberapa fasilitas
umum yang ditutup akibat adanya
pandemi covid 19, namun disisi lain
tahun anggaran yang akan datang perlu
Juga dilakukan peningkatan tata kelola
retribusi daerah yang dianggap belum
optimal pengelolaannya.
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(c¢) Realiasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Kutai
Kartanegara dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang
Pertanggungjawaban  Pelaksanaan = APBD  Tahun  Anggaran 2021  sebesar
Rp19.768.619.228,31 atau 100,89% melebihi target maksimal yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp19.593.267.856,00. Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan tersebut diuraikan pada Obyek pendapatan antara Iain realisasi pendapatan Bagian
Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD sebesar
Rp19.747.247.376,31 atau 100,90% dari target yang ditetapkan sebesar Rp19.571.896.600,00
dan realisasi pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
sebesar Rp21.371.852,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp21.371.256,00;
Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus
mempertahankan dan meningkatkan pendapatan pembagian laba atas Penyertaan Modal pada
Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan mengambil langkah-
langkah strategis untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Milik Daerah/BUMD sehinggga
memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu,
mengingat Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara pada tahun anggaran
mendatang akan melakukan langkah-
langkah strategis untuk mempertahankan
dan meningkatkan pendapatan
pembagian laba atas Penyertaan Modal
pada Perusahaan Daerah atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) serta
meningkatkan kinerja Perusahaan Milik
Daerah/BUMD sehinggga memperoleh
manfaat ekonomi, sosial dan/atau
manfaat lainnya dalam jangka waktu
tertentu, mengingat Pendapatan Daerah
adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih
dalam  periode tahun  anggaran
berkenaan.
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(d) Realiasi pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten Kutai
Kartanegara dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang
Pertanggungjawaban  Pelaksanaan =~ APBD  Tahun  Anggaran 2021  sebesar
Rp568.562.554.789,58 atau 218,71% melebihi target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp259.962.562.506,00.

Realisasi pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tersebut diuraikan pada
obyek pendapatan antara lain :

1) Realisasi Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
Rp2.018.253.000,00 atau 159,91% dari target yang ditetapkan
Rpl.262.149.500,00;

2) Realisasi Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
Rp4.088.804.733,00 atau 338,10% dari target yang ditetapkan
Rpl.209.360.000,00;

3) Realisasi Pendapatan Jasa Giro sebesar Rp13.695.691.275,77 atau 136,96% dari target
yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00;

4) Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar
Rp3.542.197.849,47 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp0,00;

5) Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp732.375.603,00 atau dari target
yang ditetapkan sebesar Rp0,00;

6) Realisasi Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp16.143.303.129,38 atau 159,62% dari
target yang ditetapkan sebesar Rp10.113.707.191,00;

sebesar
sebesar

sebesar
sebesar

Upaya-upaya peningkatan pendapatan
dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan terus dilakukan oleh
Pemerintah Daerah baik  dari
strukturisasi organisasi BUMD,
mendorong Upaya instensifikasi dan
ekstensifikasi usaha BUMD serta
melakukan evaluasi atas rencana bisnis
BUMD/Perusda.

Upaya peningkatan PAD terus dilakukan
sebagai bentuk upaya kemandirian fiskal
daerah, baik dari sisi perpajakan,
peningkatan layanan masyarakat yang
berdampak kepada peningkatan realisasi

retribusi  daerah, maupun upaya
mendorong optimalisasi peran
Perusda/BUMD  sebagai  lumbung

pendapatan daerah serta meningkatkan
pengelolaan asset daerah lainnya.
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7) Realisasi Pendapatan BLUD sebesar Rp503.305.099.598,96 atau 238,88% dari target
yang ditetapkan sebesar Rp210.693.337.266,00;

8) Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp25.036.829.600,00 atau 93,83% dari target
yang ditetapkan sebesar Rp26.684.008.549,00;

Berkenaan Realisasi total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2021, diminta

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mempertahankan, mengoptimalkan bahkan

meningkatkan pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai ketentuan yang

berlaku.

(2) Pendapatan Transfer
Realisasi total Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp3.615.376.629.670,00 atau 94,24% tidak mencapai target yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp3.836.498.178.711,00;
Realisasi total Pendapatan Transfer TA 2021 tersebut lebih rendah sebesar
Rp270.438.821.982,00 atau 6,96% dibandingkan dengan realisasi total Pendapatan Transfer
TA 2020 sebesar Rp3.885.815.451.652,00.
Gambaran anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer 5 (lima) tahun terakhir (TA 2017 s.d.
TA 2021) sebagaimana tabel berikut:
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PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021
Tahun Anggaran Realisasi %
2017 3.553.540.034.099,33 2.940.379.024.775,00 82,75
2018 3.675.182.905.474 46 3.633.197.790.075,00 98,86
2019 4.287.910.257.027,20 4.835.870.634.922,00 115,11
2020 3.830.831.793.934 42 3.788.357.951.652,00 98,89
2021 3.836.498.178.711,00 3.615.376.629.670,00 94 24

Realisasi Pendapatan Transfer terdiri atas :

(a) Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam
Rancangan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021
Rp3.215.256.827.670,00 atau 93,71% tidak mencapai target yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp3.431.037.306.711,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diuraikan
pada obyek pendapatan, antara lain:

1) Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan sebesar Rp3.174.738.835.670,00 atau
99,48% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.191.198.387.711,00;

2) Realisasi Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp40.517.992.000,00
atau 83,25% dari target yang ditetapkan sebesar Rp48.667.992.000,00;

3) Realisasi Pendapatan Dana Desa sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target yang
ditetapkan sebesar Rp191.170.927.000,00.

Penurunan Realisasi  Pendapatan
Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten
Kutai Kartanegara dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp
Rp3.431.037.306.711,00  disebabkan
adanya penyesuaian nilai dana transfer
pemerintah pusat pada tahun 2021 atas
bagian Pemerintah Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara pada tahun 2021
sebagaimana Peraturan Presiden Nomor
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113 Tahun 2020 dan PMK No
17/PMK.07/2021 Tahun 2021 dimana
terjadi penurunan alokasi anggaran dana
transfer pemerintah kabupaten Kutai
Kartanegara dari semula sebesar
Rp2.702.150.893.000,00 Menjadi
sebesar Rp2.686.353.429.000,00.

(b) Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp400.119.802.000,00 atau
98,68% tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp405.460.872.000,00. Realisasi
Pendapatan Transfer Antar Daerah diuraikan pada obyek pendapatan, antara lain:

1) Realisasi Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp318.277.302.000 atau 111,69% dari
target yang ditetapkan sebesar Rp284.960.872.000,00;

2) Realisasi Bantuan Keuangan sebesar Rp81.842.500.000,00 atau 67,92% dari target
yang ditetapkan sebesar Rp120.500.000.000,00.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam

penetapan alokasi anggaran pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer baik

pemerintah pusat maupun provinsi agar memperhatikan penetapan yang telah diatur

oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Pada Tahun anggaran mendatang
Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara akan lebih memperhatikan
dalam penetapan alokasi anggaran
pendapatan yang bersumber dari Dana
Transfer baik pemerintah pusat maupun
provinsi.

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun

Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara dalam  merencanakan
pendapatan yang bersumber dari Dana
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Anggaran 2021 sebesar Rp120.550.948.449,45 atau 2.232,37% dari target yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp5.400.000.000,00 yang diuraikan pada obyek Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan
Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Realisasi total Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2021 tersebut lebih tinggi sebesar
Rp379.003.212,11 dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun
Anggaran 2020 sebesar Rp120.171.945.237,34.

Gambaran anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Transfer 5 (lima)
tahun terakhir (TA 2017 s.d. TA 2021) sebagaimana tabel berikut :

Tahun Anggaran Realisasi %
2017 28.206.980.000,00 26.706.980.000,00 94,68
2018 139.016.668.158,00 118.948.289.958,01 85,56
2019 253.019.200.000,00 256.967.320.000,00 101,56
2020 98.619.700.000,00 120.171.945.237,34 121,85
2021 5.400.000.000,00 120.550.948.449 45 223242

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam
merencanakan pendapatan yang bersumber dari Dana Lain-lain Pendapatan Daerah Yang
Sah agar memperhitungkan potensi pendapatan hibah dari pemerintah lainnya secara rasional
mengingat pendapatan hibah merupakan pemberian sumbangan dari pihak ketiga kepada
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak mengikat dan tidak mempunyai

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
pada tahun anggaran mendatang
mengupayakan akan lebih
memperhitungkan  secara  rasional
potensi  pendapatan  hibah  dari
pemerintah  lainya dengan tetap
memperhatikan ketentuan yang berlaku.
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konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi
serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian
Hibah Daerah (NPHD) serta menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara dalam memproyeksikan target pendapatan daerah dalam penyusunan APBD,
mengingat Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

(4) Dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, pada beberapa SKPD
terdapat realisasi capaian target pendapatan yang tidak optimal atau tidak terealisasi, dan ada
juga yang melampaui target yang ditetapkan, bahkan ada yang tidak ditargetkan
pendapatannya namun terdapat realisasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, seperti antara lain:

a) Realisasi pendapatan jauh melampaui target yang ditetapkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2021, antara lain:

1) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
(a) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri dengan kode rekening 4.1.1.10.01
terealisasi sebesar RPI 10.223.704.794,00 dari yang dianggarkan sebesar
Rp500.000.000,00;
(b) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan kode rekening
4.1.1.16 terealisasi sebesar Rp85.132.490.747,00 dari yang dianggarkan
sebesar Rp64.000.000.000,00;

2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara
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(a) Retribusi Jasa Umum dengan kode rekening 4.1.2.01 terealisasi sebesar
Rp85.936.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp75.075.000,00;

(b) Retribusi Jasa Usaha dengan kode rekening 4.1.2.02 terealisasi sebesar
Rp26.598.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00;

b) Realisasi pendapatan yang tidak optimal dari yang ditetapkan dalam Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2021 , antara lain

1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
(a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan kode rekening 4.1.2.02.01
terealisasi sebesar Rp3.484.126.512,00 dari yang dianggarkan sebesar
Rp5.440.621.000,00;
(b) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila dengan kode rekening
4.1.2.02.06 terealisasi sebesar Rp9.935.956,00 dari yang dianggarkan sebesar
Rp15.000.000,00;

2) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
(a) Pajak Sarang Burung Walet dengan kode rekening 4.1.1.13 terealisasi sebesar
Rp13.650.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00;

c) Realisasi pendapatan yang semula tidak dianggarkan dari yang ditetapkan dalam
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain:

1) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
(a) Pajak Losmen dengan kode rekening 4.1.1.06.03 terealisasi sebesar
Rp576.802.587,50 dari yang semula tidak dianggarkan;

2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
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(a) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain dengan kode rekening
4.1.4.09.01 terealisasi sebesar Rp22.178.200.047,50 dari yang semula tidak

dianggarkan;

d) Realisasi pendapatan yang dianggarkan namun tidak terealisasi dari yang ditetapkan
dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, pada:

e Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Retribusi Pemakaian Ruangan dengan kode rekening 4.1.2.02.01.0005 tidak
terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp5.440.621.000,00;

Memperhatikan data realisasi pendapatan daerah dimaksud, Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara agar lebih cermat dalam memproyeksikan target pendapatan daerah sesuai
dengan potensi nyata, mengingat Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan,
Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, akun,
kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan daerah, sebagaimana ditegaskan dalam
Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2021 sebesar 19,56%
mengalami penurunan sebesar 181,82% dibandingkan dengan tingkat Kemandirian Daerah
TA 2020 sebesar 201,39%. Hal ini menunjukkan menurunnya kemampuan Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendanai Belanja Daerah. Diharapkan indikator
kemandirian daerah ini agar dapat ditingkatkan.

. Pemerintah

Kabupaten Kutai
Kartanegara akan lebih cermat dalam
memproyeksikan target pendapatan
daerah sesuai dengan potensi nyata,
mengingat  Pendapatan  Daerah
adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan dan Pemerintah kabupaten
Kutai Kartanegara akan mematuuhi
ketentuan sebagaimana ditegaskan
dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

<=
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2. Terkait Tingkat Kemandirian Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara TA
2021 yang mengalami penurunan
dibandingkan  dengan tingkat
Kemandirian Daerah TA 2020 maka
Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara akan berupaya secara
optimal untuk meningkatkan
indikator kemandirian daerah.

2) BELANJA DAERAH

a) Realisasi total Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021
sebesar Rp4.714.130.498.075,44 atau 88,48% dari target belanja yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp5.327.845.124.546,00.

Realisasi total Belanja Daerah tersebut lebih rendah sebesar Rp230.562.877.824,77
dibandingkan dengan realisasi total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar
Rp4.944.693.375.900,21.

Lebih Rendahnya Realisasi Belanja
Daerah dibandingkan nilai anggaran
belanja pada tahun 2021 disebabkan
karena dampak pandemi Covid 19.
Kegiatan-kegiatan yang telah
dianggarkan oleh pemerintah kabupaten
kutai kartanegara pada tahun 2021 tidak

P
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dapat terserap optimal karena adanya
kebijakan pembatasan aktivitas oleh
pemerintah pusat dalam bentuk PPKM
sehingga serapan belanja di beberapa
SKPD tidak maksimal.

Gambaran anggaran dan realisasi total Belanja Daerah 5 (lima) tahun terakhir (TA 2017 s.d.
TA 2021) sebagaimana tabel berikut :

Tahun Anggaran Realisasi %
2017 4.404.430.449.920,70 3.189.732.113.185,00 72,42
2018 3.970.820.363.584,37 3.327.891.752.720,85 83,81
2019 4.947.218.642.868,06 4.124.401.285.312,46 83,37
2020 5.451.397.782.436,89 4.944.693.375.900,21 90,71
2021 5.327.845.124.546,00 4.714.130.498.075,44 88,48

Realisasi total Belanja Daerah tersebut terdiri dari :

(1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp3.283.287.430.381,43 atau 91,26% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.597.684.855.323.,00.




No.

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022
TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

Penyesuaian dan Penyempurnaan
Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim

Realisasi Belanja Operasi tersebut lebih tinggi sebesar Rp33.530.337.211,60
dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 sebesar
Rp3.249.757.092.835,52. Gambaran anggaran dan realisasi Belanja Operasi 5 (lima)
tahun terakhir (TA 2017 s.d. TA 2021) sebagaimana tabel berikut :

Tahun Anggaran Realisasi %
2017 3.548.076.585.213,60 3.008.290.716.821,00 84,79
2018 3.659.956.774.765,58 3.103.479.379.673,77 84,80
2019 4.136.769.454.430,29 3.500.598.831.875,79 84,62
2020 4.341.467.293.190,62 3.649.044.975.837,52 84,05
2021 3.597.684.855.323,00 3.283.287.430.381,43 91,26

Realisasi Belanja Operasi dimaksud, antara lain:
1) Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun

Anggaran 2021 sebesar Rp1.666.499.767.314,35 atau 91,80% dari yang ditetapkan

dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar

Rp1.815.424.579.770,00.

(a) Realisasi belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp875.166.459.326,00 atau
91,88% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan ABPD
Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp952.507.964.098,63;
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(b) Realisasi belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp673.910.291.045,28
atau 92,99% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan
ABPD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp724.705.995.340,37,

(c) Realisasi belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya ASN sebesar Rp45.860.068.038,00 atau 86,28% dari yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan ABPD Tahun Anggaran 2021
sebesar Rp53.155.176.012,00;

(d) Realisasi belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp23.452.750.586,00 atau
93,24% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan ABPD
Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp25.154.009.347,00;

(e) Realisasi belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp158.078.940,00
atau 74,51% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan
ABPD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp212.153.965,00;

(f) Realisasi belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
sebesar Rp3.585.335.990,00 atau 80,05% dari yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang Perubahan ABPD Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp4.478.675.000,00;

(g) Belanja Pegawai BOS terealisasi sebesar Rp14.174.101.262,90 atau 181,79%
dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan ABPD Tahun
Anggaran 2021 sebesar Rp7.796.989.500,00;
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(h) Belanja Pegawai BLUD terealisasi sebesar Rp30.192.682.126,17 atau 63,68%
dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan ABPD Tahun
Anggaran 2021 sebesar Rp47.413.616.507,00.

Berdasarkan realisasi belanja tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
pada tahun-tahun berikutnya agar memproyeksikan belanja pegawai sesuai dengan
perhitungan yang telah diformulasikan dalam penyusunan APBD dan selanjutnya
dalam pemberian Tambahan Penghasilan harus berdasarkan pertimbangan beban
kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau
pertimbangan objektif lainnya yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah
dengan mempedomani peraturan dan perundang-undangan, sebagaimana tercantum
dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangungan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan realisasi belanja tersebut,

Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara pada tahun-tahun
berikutnya akan  memproyeksikan

belanja daerah terutama pada belanja
pegawai sesuai dengan perhitungan yang
telah diformulasikan dalam penyusunan
APBD dan selanjutnya dalam pemberian

Tambahan Penghasilan akan
berdasarkan pertimbangan beban kerja,
tempat  bertugas, kondisi  kerja,
kelangkaan profesi, prestasi kerja,

dan/atau pertimbangan objektif lainnya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Belanja Barang dan Jasa
Realisasi Belanja Barang dan Jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.557.300.916.067,08 atau
91,22% dibawah dari anggaran belanja yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.707.131.775.893,00,
antara lain diuraikan ke dalam obyek belanja:

&
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(a) Belanja barang terealisasi sebesar Rp463.512.191.163,00 atau 89,67% dari
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2021 sebesar Rp516.902.369.033,72;

(b) Belanja jasa terealisasi sebesar Rp539.217.494.655,00 atau 90,24% dari yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2021 sebesar Rp597.528.029.858,28;

(c) Belanja pemeliharaan terealisasi sebesar Rp66.484.568.889,00 atau 94,46%
dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2021 sebesar Rp70.386.359.236,00;

(d) Belanja perjalanan dinas terealisasi sebesar Rp121.022.102.055,00 atau
70,06% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp172.731.798.291,00;

(e) Belanja uvang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak
lain/masyarakat terealisasi sebesar Rpl17.128.695.111,00 atau 79,09% dari
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2021 sebesar Rp21.656.557.700,00;

(f) Belanja barang dan jasa BOS terealisasi sebesar Rp108.934.813.101,71 atau
315,19% dari Yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp34.561.554.500,00;

(g) Belanja barang dan jasa BLUD terealisasi sebesar Rp241.001.051.092,37 atau
82, 15% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp293.365.107.274,00;

Memperhatikan data realisasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
harus lebih cermat dalam merencanakan dan merealisasikan belanja barang dan jasa

dan dalam pelaksanaanya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi

Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara akan lebih cermat dalam
merencanakan  dan  merealisasikan

L
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masing-masing SKPD yang mengacu kepada standar satuan harga yang telah
ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah serta memiliki korelasi langsung
dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari
aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya. Program dan kegiatan juga harus
dianggarkan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan
Daerah tentang Perangkat Daerah.

belanja barang dan jasa dan dalam
pelaksanaanya sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan tugas dan fungsi masing-
masing SKPD serta mengacu kepada
standar satuan harga yang telah
ditetapkan dalam Keputusan Kepala
Daerah, memiliki korelasi langsung
dengan keluaran yang diharapkan dari
program dan kegiatan dimaksud ditinjau
dari aspek indikator, tolak ukur dan
target kinerjanya. Program dan kegiatan
akan dianggarkan sesuai tugas dan
fungsi perangkat daerah yang diatur
dalam  Peraturan Daerah tentang
Perangkat Daerah.

3) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp58.453.247.000,00 atau 79,32% di bawah

dari anggaran belanja yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp73.692.459.900,00. Realisasi Belanja

Hibah tersebut antara lain terdiri atas :

(a) Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan
yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp30.939.245.400,00 atau 80,58%
dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2021 sebesar Rp38.397.355.400,00;
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(b) Realisasi Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp26.258.265.000,00 atau 77,25%
dari yang ditetapkan dalam Peraturan Dacrah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2021 sebesar Rp33.992.209.900,00;

(c) Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar
Rpl.255.736.600,00 atau 96,38% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rpl.302.894.600,00;

yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya dalam
pelaksanaanya harus terlebih dahulu memperioritaskan pemenuhan belanja untuk
mendanai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan
dalam rangka untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai
urgensi dan kepentingan daerah dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahaan,
pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di wilayah administrasi Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara dan selanjutnya wajib dilakukan evaluasi dan
pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Hibah, sehingga terhadap objek
belanja hibah yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggaran tersebut
dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang Iebih prioritas dalam
rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana
tercantum dalam Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman.

. Dalam

Realisasi belanja hibah yang telah disalurkan Pemerintah Kabupaten Kutai |1. Realisasi belanja hibah tahun
Kartanegara harus berdasarkan usulan tertulis dari penerima hibah yang anggaran 2021 yang disalurkan
disampaikan kepada Kepala Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kutai

Kartanegara telah didasarkan usulan
tertulis dari penerima hibah yang
disampaikan kepada Kepala Daerah
sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat
tidak wajib dan tidak mengikat, serta
tidak secara terus menerus setiap
tahun anggaran, kecuali ditentukan
[ain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

pelaksanaanya telah
memperioritaskan pemenuhan
belanja untuk mendanai urusan wajib
yang terkait dengan pelayanan dasar
dan urusan pilihan dalam rangka

o
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untuk menunjang pencapaian sasaran
program dan kegiatan sesuai urgensi
dan kepentingan daerah dalam
penyelenggaraan fungsi
pemerintahaan, pembangunan dan
kemasyarakatan yang ada di wilayah
administrasi Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara dan selanjutnya

Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara  akan melakukan
evaluasi dan pengendalian atas

pelaksanaan setiap objek Belanja
Hibah, sehingga terhadap objek
belanja hibah yang realisasinya
diprediksi  tidak optimal, sisa
anggaran tersebut dapat
dimanfaatkan  untuk  mendanai
program/kegiatan yang lebih prioritas
dalam rangka pelayanan dan
peningkatan kesejahteraan
masyarakat sebagaimana ketentuan
yang berlaku.

4) Belanja Bantuan Sosial
Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rpl.033.500.000,00 atau 71,97%

Ao
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di bawah dari anggaran belanja yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rpl.436.039.760,00 yang
diuraikan ke dalam Obyek belanja antara Iain:

(a) Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rpl.033.500.000,00
atau 86,78% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rpl.191.000.000,00;

(b) Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebesar
Rp0,00 atau 0,00% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp245.039.760,00;

(2) Belanja Modal

Realiasi Belanja Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021
sebesar Rp1.026.367.434.969,01 atau 93,38% dari target yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp1.099.082.864.284,00.

Realisasi Belanja Modal tersebut lebih rendah sebesar Rpl105.240.142.944.41
dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 sebesar
Rpl.131.607.577.913,42. Gambaran anggaran dan realisasi Belanja Modal 5 (lima)
tahun terakhir (TA 2017 s.d. TA 2021) sebagaimana tabel berikut :

Tahun Anggaran Realisasi %
2017 1.240.674.976.544,82 548.024.205.422,00 4417
2018 734.366.168.088,79 593.769.061.375,08 80,85
2019 1.353.007.001.906,77 1.151.283.775.001,67 85,09
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2020 1.523.127.448.035 47 1.131.607.577.913 42 74,30

2021 1.099.082.864.284,00 1.026.367.434,969,01 93,38

Adapun capaian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 tersebut, antara lain :

1) Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp15.358.489.143,00 atau 94,54% tidak
mencapai target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp16.245.591.264,00.

2) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi  sebesar
Rp234.889.069.195,01 atau 112,06% melebihi target yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp209.856.613.999,00.

3) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar
Rp221.986.615.076,00 atau tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp243.473.767.225,00.

4) Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jalan terealisasi sebesar
Rp548.105.072.658,00 atau 88,51% tidak mencapai target yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp619.264.363.448,00.

5) Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar
Rp6.028.188.897,00 atau 59,49% tidak mencapai target yang ditetapkan dalam
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Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp10.242.528.348,00

Berkenaan dengan hal tersebut, Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dan
memenuhi batas minimal kapitalisasi (capitalization threshold) serta memperhatikan
aspek yang menjadi kewenangan daerah serta dalam perencanaan disusun dengan
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dan berpedoman pada
standar barang, standar kebutuhan dan standar harga yang telah ditetapkan. Selanjutnya,
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun-tahun berikutnya harus melakukan
evaluasi dan pengendalian atas setiap obyek belanja modal, sehingga terhadap obyek
belanja modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan
sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mematuhi pedoman penyusunan APBD
untuk tidak menganggarkan kegiatan belanja modal pada perubahan APBD, apabila dari
aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai
sampai dengan akhir tahun anggaran.

. Pemerintah

. Pemerintah

Kabupaten  Kutai
Kartanegara di tahun-tahun
berikutnya akan melakukan evaluasi
dan pengendalian atas setiap obyek
belanja modal.

Kabupaten Kutai
Kartanegara akan mengalihkan
sebagian anggaran belanja modal
yang realisasinya diprediksi tidak

optimal untuk mendanai
program/kegiatan yang lebih
prioritas dalam rangka pelayanan dan
peningkatan kesejahteraan
masyarakat atas.

. Pemerintah Kabupaten Kutai

Kartanegara akan mengupayakan
tidak menganggarkan Kkegiatan
belanja modal pada perubahan APBD
apabila dari aspek waktu dan tahapan
pelaksanaan  kegiatan  tersebut

ok
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diperkirakan tidak selesai sampai
dengan akhir tahun anggaran.

(3) Belanja Tak Terduga
Realiasi Belanja Tak Terduga dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021
sebesar Rp84.714.812.822,00 atau 71,97% dari target yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rpl17.709.000.000,00.

Rendahnya penyerapan belanja Tak
Terduga terhadap anggaran belanja
tahun 2021 disebabkan terdapat setoran
pengembalian atas Belanja Tidak
Terduga Keadaan Darurat Bencana
Wabah Penyakit COVID-19 berjumlah

Rp28.362.387.678,00 dengan rincian

pengembalian sebagai berikut :

a. Dinas Kesehatan sebesar
Rp22.026.343.648,00;

b. Badan Penanggulangan Bencana
Daerah sebesar

Rp4.183.643.940,00; dan
c. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar
Rp2.152.400.090,00.
Pengembalian dana Tak terduga ini
karena adanya penurunan kasus covid 19

diakhir tahun sehingga anggaran
pengadaan barang dan jasa untuk
penanganan Covid 19 tidak

L 2
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direalisasikan seluruhnya karena
kebutuhan barang dan jasa telah
terpenuhi.

Realisasi Belanja Tak Terduga tersebut lebih rendah sebesar Rp79.326.009.327,27
dibandingkan dengan realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2020 sebesar
Rp164.040.822.149,27. Gambaran anggaran dan realisasi Belanja Tak Terduga 5 (lima)
tahun terakhir (TA 2017 s.d. TA 2021) sebagaimana tabel berikut:

Tahun Anggaran Realisasi %
2017 3.976.800.325,00 2.773.879.270,00 69,75
2018 5.000.000.000,00 0,00 0,00
2019 5.000.000.000,00 71.078.350,00 1,42
2020 179.989.054.598,80 164.040.822.149,27 91,14
2021 117.709.000.000,00 84.714.812.822,00 71,97

Lebih Realisasi Belanja Tak Terduga
tersebut  lebih  rendah  sebesar
Rp79.326.009.327,27 dibandingkan
dengan realisasi Belanja Tak Terduga
Tahun  Anggaran 2020  sebesar
Rp164.040.822.149,27 karena alokasi
anggaran belanja Tak Terduga Tahun
2021 lebih rendah dibandingkan alokasi
anggaran tahun 2020,

(4) Belanja Transfer
Realisasi total Belanja Transfer Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2021 sebesar Rp319.760.819.903,00 atau 62,29% dari Belanja Transfer yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp513.368.404.939,00.
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Realisasi total Transfer Bantuan Keuangan tersebut lebih rendah sebesar
Rp79.527.063.099,00 dibandingkan dengan realisasi total Transfer Bantuan Keuangan
Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp399.287.883.002,00.

Realisasi total Transfer Bantuan Keuangan tersebut bersumber dari :

(a) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp9.600.000.000,00 atau 99,48% dari yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2021 sebesar Rp9.650.000.000,00.

(b) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa
dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp310.160.819.903,00 atau
61,57% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp503.718.404.939,00.

Berkenaan dengan data realisasi total Belanja Transfer di atas, Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara harus lebih cermat dalam merencanakan. Terkait
dengan realisasi Transfer Bantuan Keuangan agar mempedomani Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungiawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Berkenaan dengan data realisasi total
Belanja Transfer Bantuan Keuangan,
Pemerintah Kabupaten = Kutai
Kartanegara  ditahun  anggaran
mendatang akan lebih cermat dalam
merencanakan dan pengalokasian
anggarannya.

g
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2. Terkait dengan realisasi Transfer

Bantuan  Keuangan pemerintah
kabupaten Kutai Kartanegara akan
mempedomani Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
Tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan

Tertib  Administrasi  Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungiawaban  Penggunaan

Bantuan Keuangan Partai Politik.

(5) Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 terdapat realisasi
anggaran belanja kegiatan pada beberapa SKPD yang tidak terealisasi dan tidak optimal
dari target yang ditetapkan dalam Perubahan APBD antara lain:

(a) Terdapat belanja yang dianggarkan namun tidak direalisasikan dalam Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2021, yaitu pada:
1) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
Belanja Modal Komputer dengan kode rekening 5.2.2.10 tidak terealisasi dari
yang dianggarkan sebesar Rp9.939.000,00;
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2) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan
Pelatihan dengan kode rekening 5.1.2.02.12 tidak terealisasi dari yang
dianggarkan sebesar 35.000.000,00;

(b) Realisasi Belanja yang tidak optimal dari yang dianggarkan dalam Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain:

1) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dengan kode rekening 01.2.01.06 terealisasi sebesar
Rp32.495.800,00 dari yang dianggarkan sebesar Rpl 50.000.000,00;

2) Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara
Belanja Barang dan Jasa BOS dengan kode rekening 5.1.2.88 terealisasi sebesar
Rp4.351.344.292,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp26.378.635.348,00.

Memperhatikan data tersebut diatas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa
SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih jauh dibawah anggaran
yang ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya, pada
tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus melakukan
langkah-langkah strategis dalam rangka perencanaan, penganggaran dan percepatan
penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dengan melakukan
monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan yang diprediksi
penyerapannya rendah atau tidak terealisasi, anggarannya dapat dialihkan sebagian

. Terhadap

pencapaian kinerja
kegiatan pada beberapa SKPD
dikaitkan dengan realisasi anggaran
belanja yang masih jauh dibawah
anggaran yang ditetapkan dalam
Perubahan APBD Tahun Anggaran
2021 pada tahun-tahun mendatang
Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara  akan  melakukan

o
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untuk mendanai kegiatan [ain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

langkah-langkah strategis dalam
rangka perencanaan, penganggaran
dan percepatan penyerapan anggaran
yang telah ditetapkan dalam APBD
dengan melakukan monitoring serta
evaluasi secara periodik terhadap
kegiatan yang diprediksi
penyerapannya rendah atau tidak
terealisasi.

. Terhadap anggaran yang rendah

penyerapannya atau tidak terealisasi
dapat dialihkan sebagian untuk
mendanai kegiatan lain yang lebih
prioritas dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

3) PEMBIAYAAN

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2021 terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp1.113.261.945.621,05 atau 100,00% dari
Pembiayaan Netto yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2021 sebesar Rp1.113.261.945.621,05 Yang bersumber dari :

a) Penerimaan Pembiayaan sebesar Rpl.137.661.945.621,05;

b) Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp24.400.000.000,00;
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Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran diketahui bahwa terdapat defisit dari Pendapatan,
Belanja dan Transfer sebesar Rp(270.895.763.131,10) sehingga Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA) tahun berkenaan sebesar Rp842.366.182.489,95. Dengan demikian rasio
SILPA TA 2021 terhadap total anggaran Belanja Daerah dan Transfer sebesar
Rp5.327.845.124.548,00 adalah 15,81%.

Gambaran rasio SILPA TA 2021 terhadap total anggaran Belanja Daerah 5 (lima) tahun terakhir
(TA 2017 s.d. TA 2021) sebagaimana dalam tabel berikut :

Total Anggaran Belanja

Tahun dirs Tranetes SiLPA Rasio
2017 4.792.728.362.083,42 238.349.662.744,80 4,97
2018 4.399.322.942.854 37 591.701.889.989,43 13,45
2019 5.494.776.456.337 06 1.657.698.502.423,90 30,17
2020 6.044.583.795.824,89 1.137.649.704.118,87 18,82
2021 5.327.845.124.546,00 842.366.182.489,95 15,81

Saldo Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2021 dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2021 yang memuat realisasi anggaran Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan
beserta rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara TA 2021 tersebut, sesuai dengan saldo pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
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Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021 audited sebagaimana Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK-RI Nomor : 13.A/LHP/XIX.SMD/V/2022 Tanggal 9 Mei 2022.

b. NERACA

1) Aset
Saldo aset per 31 Desember 2021 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rpl6.717.859.590.430,90 lebih rendah sebesar
Rp804.,836,426,261.60 atau 4.59% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar
Rp17.522.696.016.692,50.

Aset Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2021 tersebut meliputi :

a) Aset Lancar

Saldo Aset Lancar dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 sebesar Rpl.251.626.335.344,57

menurun sebesar Rp1,706,751,203,408.48 atau 26.67% dibandingkan dengan saldo Aset

Lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp1,706,751,203,408.48 terdiri dari :

(1) Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 merupakan saldo kas pada PT BPD
Kaltim Kaltara Cabang Tenggarong sebesar Rp461.998.017.240,74 apabila
dibandingkan dengan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar
Rp991.835.574.180,83 lebih rendah sebesar Rp529.837.556.940,09 atau 53,42%;

(2) Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2021 sebesar
Rp373.222.686.262,90 apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Badan Layanan
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Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2020 sebesar Rp129.629.144.128,48 lebih
tinggi sebesar Rp243.593.542.134,42 atau 187,92%);

(3) Kas Dana BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.911.281.174,92 apabila
dibandingkan dengan saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2020 sebesar
Rp8.998.184.640,19 lebih tinggi sebesar Rp15.909.465.815,11 atau 56,56%;

(4) Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp509.125.662,20 apabila
dibandingkan dengan saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar
Rp10.130.453.186,45 lebih rendah sebesar Rp9.621.327.524,25 atau 94,97%;

(5) Saldo Piutang sebelum penyisihan per 31 Desember 2021 sebesar
Rp248.571.524.614,50 apabila dibandingkan dengan Saldo Piutang sebelum penyisihan
per 31 Desember 2020 sebesar Rp473.936.032.062,98 lebih rendah sebesar
Rp225.364.507.448,48 atau 47,55%;

(6) Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.265.856.428,97
apabila dibandingkan dengan Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020
sebesar Rp895.299.088,31 lebih tinggi sebesar Rp7.370.557.340,66 atau 823,25%;

(7) Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp218.281.086.129.11 apabila
dibandingkan dengan Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp148,536,
138,378.59 lebih tinggi sebesar Rp69,744,947,750.52 atau 46.95%.

b) Investasi Jangka Panjang
Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD TA 2021 per 31 Desember 2021 sebesar Rp707.925.027.316,78 lebih rendah sebesar
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Rp37.346.633.858,229 atau 5,01% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar

Rp745.271.661.175,07 yang terdiri dari :

(1) Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember
2021 berupa Investasi Lainnya sebesar Rp19.320.538.327,00 lebih tinggi sebesar
Rp20.101.755,00 atau 0,10% dibandingkan saldo Investasi Non Permanen per 31
Desember 2020 sebesar Rp19.300.436.572,00;

(2) Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2021
berupa Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya
sebesar Rp688.604.488.989,78 lebih rendah sebesar Rp37.366.735.613,29 atau 5,15%
dibandingkan saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2020 sebesar
Rp725.971.224.603,07.

c) Aset Tetap
Saldo Aset Tetap dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 per 31 Desember 2021
sebesar Rp14.244.683.014.330,70 lebih rendah sebesar Rp303.980.365.429,08 atau 2,09%
dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar
Rp14.548.663.379.759,70;

d) Aset Lainnya
Saldo Aset Lainnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 per 31 Desember
2021 sebesar Rp513.625.213.438,86 lebih rendah sebesar Rp8.384.558.910,32 atau 1,61%
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dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar
Rp522.009.772.349, 18;

2) Kewajiban
Saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2021 per 31 Desember 2021 sebesar Rp251.525.594.372,99 lebih rendah sebesar
Rp386.065.424.293,65 atau 60,55% dibandingkan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31
Desember 2020 sebesar Rp637.591.018.666,63 merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

3) Ekuitas
Ekuitas yang merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 per 31 Desember 2021 sebesar
Rp16.717.859.590.430,90 bersumber dari Saldo Ekuitas Awal sebesar
Rp16.885.104.998.025,80, dikurang defisit-LO sebesar Rp557.985.506.511,14 dan ditambah
koreksi ekuitas sebesar Rp139.214.504.543,18.

Saldo Neraca per 31 Desember 2021 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 yang memuat
saldo Aset, saldo Kewajiban, dan saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut,
sesuai dengan saldo pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021 audited sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI
Nomor 13.A/LHP/XIX.SMD/V/2022 Tanggal 9 Mei 2022.
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II.

KESESUAIAN RANCANGAN PERDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI
KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran datam
laporan keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai
Kartanegara Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 terhadap
struktur, klasifikasi, dan pengukuran datam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran 2021 terdapat temuan temuan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana tertuang Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Nomor Nomor
13.B/LHP/XIX.SMD/V/2022 Tanggal 9 Mei 2022 yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara yaitu sebagai berikut :

Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara sedang dalam proses
menindaklanjuti Laporan Hasil
Pemeriksaan =~ BPK-RI, diantaranya

adalah :

A. PENDAPATAN

1. Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Pajak Daerah secara Self Assessment tidak dilakukan sesuai Sistem
dan Prosedur yang Berlaku;
2. Pemkab Kutai Kartanegara belum melakukan Pendapatan PBB-P2 secara lengkap, akurat dan mutakhir.

1. Kepala Bapenda akan memantau atas

ketertiban pelaporan pajak.

2. Kepala Bapenda merencanakan dan

melaksanakan pendataan PBB-P2

o
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dan melakukan upaya penagihan
piutang

B. BELANJA

1. Realisasi Penggunaan Dana BLUD berupa Paket Pekerjaan di RSUD Abadi Samboja tidak sesuai ketentuan;

2. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban atas Penggunaan Uang Persediaan di Sekretariat DPRD tidak sesuai
ketentuan sebesar Rp131.269.521,05;

3. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS Reguler dan BOSKAB tidak tertib;

Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada dua SKPD sebesar Rp675.817.448,20 tidak sesuai ketentuan;

5. Pemberian Uang Hadiah Pemenang Lomba MTQ tidak didukung standar harga dan belum dikenakan Pajak
sebesar Rp74.130.000,00;

6. Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai yang diberhentikan sementara, Pegawai yang
sudah meninggal dunia, dan terkena hukuman displin sebesar Rp300.269.804,00;

7. Pembayaran Honorarium Tenaga Pendukung dari Anggaran Belanja Tak Terduga (BIT) sebesar
Rp9.097.771.837,45 tidak sesuai ketentuan;

8. Pembayaran Honorarium Panitia Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) di Kecamatan Muara Badak
tidak sesuai ketentuan sebesar Rp85.775.000,00;

9. Mekanisme Pembayaran dan Bantuan luran Peserta PBPU dan BP yang didaftarkan Pemerintah Daerah
tidak sesuai perjanjian kerja sama;

10.Kekurangan Volume Pekerjaan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp84.603.395,38 dan Keterlambatan
Penyelesaian Pekerjaan Kurang Dikenakan Denda sebesar Rp50.045.292, 13;

11.Pelaksanaan Paket Pekerjaan Fisik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum sesuai dengan
ketentuan sebesar Rp23.962.211,12;

-

. Direktur RSUD Abadi Samboja akan

mempertanggungjawabkan dan
menyetorkan kelebihan pembayaran
pekerjaan pembongkaran.

. Sekretaris DPRD bersama
bendahara pengeluaran akan
mempertanggungjawabkan dan
menyetorkan ke kas daerah

. Tim BOS akan lebih optimal dalam

melaksanakan ~ monitoring  dan
verifikasi pelaksanaan program BOS.
Kepala sekolah akan
mempertanggungjawabkan  belanja
yang tidak didukung bukti memadai.
SKPD akan
mempertanggungjawabkan dan
menyetorkan atas perjalanan dinas
yang tidak dilengkapi bukti riil.

e
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TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

Penyesuaian dan Penyempurnaan
Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim

12.Kekurangan Volume Pekerjaan Fisik atas Tiga Paket Pekerjaan Pisik pada Dinas Pendidikan dan |5. BKPSDM akan membuat SOP dan
Kebudayaan sebesar Rp39.964.806,94; Standar Pelayanan Pembuatan SK

13.Kelebihan Pembayaran atas Penggunaan Desain Berulang Perencanaan Pembangunan Gedung Sekolah |6. Menyusun  SOP  Pengendalian
pada Dinas Pendidikan sebesar Rp37.538.750,00; Pembayaran yang memuat hasil

14.Kekurangan Volume Pekerjaan atas 4 Paket Pekerjaan Fisik pada Dinas Perumahan dan Kawasan rekonsiliasi dan koordinasi
Permukiman sebesar Rp352.621.004,30; 7. Akan mempertanggungjawabkan

15.Pelaksanaan Pengadaan dan Kegiatan Fisik pada Kecamatan Loa Kulu Tidak Sesuai Ketentuan serta
Kekurangan Volume sebesar Rp309.850.821,11;

16.Pelaksanaan Paket Pekerjaan Fisik pada Dinas Pekerjaan Umum belum sesuai dengan kontrak sebesar
Rp2.353.773.982,05 dan Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan belum dikenakan denda minimal sebesar
Rp403.260.286,41;

17.Kekurangan Volume Pekerjaan atas Delapan Paket Pekerjaan Fisik pada Kecamatan Tenggarong sebesar

Rp320.346.927 ,26.

atas kekurangan volume pekerjaan
dalam bentuk bukti setor (STS)
ataupun SKTJM

C. ASET

1. Pengelolaan Investasi Jangka Panjang Permanen di Perumda Tirta Mahakam belum tertib;

2. Pengelolaan Persediaan pada Beberapa OPD di Pemkab Kutai Kartanegara belum tertib;

3. Pengelolaan Pemanfaatan Rumah Dinas dan Penatausahaan Pendapatan atas Sewa Rumah Dinas belum
tertib;

2. Proses Penghapusan Aset atas Kegiatan Pembongkaran di RSUD Abadi Samboja belum tertib.

. Akan dilakukan kajian

untuk
mengatur hak dan kewajiban
terhadap aset Pemerintah Kabupaten

Kutai Kartanegara.




No.

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022
TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

Penyesuaian dan Penyempurnaan
Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim

2. Mempertanggungjawabkan

kekurangan persediaan dalam bentuk
bukti setor (STS).

Melengkapi kekurangan dokumen
pendukung (BAST) terhadap
persediaan yang diserahkan kepada
masyarakat.

Kepala BPKAD akan melaksanakan
inventarisasi, pengawasan  dan
pengendalian atas rumah dinas dan
pemanfaatannya. Bersama Kepala
Bapenda akan melaksanakan
rekonsiliasi data pendapatan dan
piutang sewa rumah dinas.

Terhadap temuan BPK-RI tersebut di atag, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus segera mengambil
langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

1.

LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan
akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem
pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Waiar




No.

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022
TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

Penyesuaian dan Penyempurnaan
Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim

Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Tenggarong, 18 Agustus 2022

Pimpinap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
. WJKutai Kartanegara
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PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170/SK-17/DPRD/9/2022

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TERHADAP PENYEMPURNAAN
ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur
Kalimantan Timur Nomor 188.34/8355/2251-111/BPKAD tanggal 12
September 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan
Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Persetujuan yang diatur dalam Keputusan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



MENETAPKAN :
: Menyetujui Penyempurnaan Atas Hasil

PERTAMA

KEDUA

-3

MEMUTUSKAN:

Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

A. Pendapatan Daerah Rp.
- Pendapatan Asli Daerah Rp.
- Pendapatan Transfer Rp.

- Lain-lain Pendapatan Daerah R
Yang Sah p-
B. Belanja Rp.
- Belanja Operasi Rp.
- Belanja Modal Rp.
- Belanja Tidak Terduga Rp.
- Belanja Transfer Rp.
Total Surplus (Defisit) Rp.
C. Pembiayaan Rp.
- Penerimaan Pembiayaan Rp.
- Pengeluaran Pembiayaan Rp.

Selisih Lebih Pembiayaan Rp.

D. Jumlah Rp.

5.714.589.655.567,00
501.101.538.567,00
5.209.738.117.000,00

3.750.000.000,00

6.553.205.838.057,00
4.335.026.674.599,00
1.528.375.706.328,00
65.700.000.000,00
624.103.457.130,00
(838.616.182.4390,00)

838.616.182.490,00
842.366.182.490,00
3.750.000.000,00

' 6.556.955.838.057,00

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Tenggarong

pada tanggal 15 September 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

T

" ABDUL RASID




Nomor

Lampiran :

Hal

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 FAX. (0541) 737762 — 742111
HOME PAGE : httpfkaitim go.id
SAMARINDA 75121

Samarinda. 9 Sepiember 2022
Kepada :
- DOS/B301/2218-1TUVBPKAD Yth. Bupati Kutai Kartanegara
: Evaluasi Rancangan Peraturan di —
Daersh  tentang Perubahan Tenggarong
APBD TA 2022 Kabupaten
Kutay Kartanegara

Dengan telah disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD Kabupaten Kutali Kartanegara Tahun Anggaran 2022, maka akan
dilaksanakan Rapat Evaiuasi pada:

Hari : Senin

Tanggal : 12 September 2022

Pukul : 14.00 WITA s.d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Batiwakal, Kantor Gubernur Kalimantan Timur Lantai 5,
Samarinda

Acara : Evalasi Rancangan Peratwran Daerah temtang Perubahan APBD TA

2022 Kabupaten Kutai Kartanegara dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2022 Kabupaten Kutai

Kartanegara

Schubungan dengan hal tersebut diatas, agar dapat menugaskan Tim Anggaran
Pemerintah Dacrah Kabupaten Kutal Kartamegara vang terdiri dard unsur Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BAPPEDA, dan Bagian Hukum untuk
menghadiri acara tersebut. Undangan dihadiri setiap unsur maksimal sebanyak 2 orang.

Demikian undangan kamt, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

16.Riza Indra Riadi, M.Si
- Pembina Utama Madya
NIP. 19641028 199003 1 009



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAR TIMUR
NGOMOR : 188.34/8355/2251-H/BPKAD

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BEt ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPAT! KUTA! KARTANEGARA TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

1.
vt

BE1 ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 315 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Gubermur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi
lerhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Perubahan
APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan BupatiWWali Kota
tentang Penjabaran Perubahan APBD;

bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalem
humfa,peﬁumenetapkmﬁepuMsanGubemufteniangEvaiuasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang
Perubahan Anggaran Pendapatsn dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapaten dan 8sfanjs
Daerah Tahun Anggaran 2022:

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-Daersh Otonom Provinsi Kalfimamtan Barst, Kshmantan
Seiatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Repubiik
indonesia Tshun 1556 Nomor 65, Tambahan embsran Negara
Republik indonesia Nomor 1106};

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Megsra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik indoresia Nomor 4355),



4.WWMZ3TWZQMWP@M&@
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor §587)
sebagsimana mmm&empakaﬁdéuhahwakhu'deﬂganum&ng'
Undang Nomor 11 Tahun 2020 fenfeng Cipte Kerja {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86573},
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 entang Pengelioiaan
Keyangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 8322,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 {Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2021
Nomor 826);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tshun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah {Berila Negara
Republik indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor ¢ Tahun 2621 Tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Teniang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Perabwan Daerah
Tentang Perubahan Anggaran Pendapstan Dan Belanja Daersh,
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepals
Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daersh (Berita Negara Republikk Indonesia Tahun 2021
Nomor 431);



MEMUTUSKAN

Menetapkaiy :

KESATY : Evalussi Rancangan Peraturan Dasrah Kabupaten Kutsi Kartanegara
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 dan Rencangan Peraturan Bupati Kutai Kartsnegara
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dasrah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang tdak terpisahian das Kepulusan Cuberaur ini,

KEDUA . Bupati bersama DPRD wajib melakukan penyempurnaan dan
penyssuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Karlanegara fentang Perubshan Anggarsn Pendapatan dan Belanja
BaefahTa%umﬂmggamnzezzdaﬂRafmﬁganPeramﬂ&ﬁpaﬁKumi
Kartanegars tentang Penjabaran Pervbahan Anggarsn Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan evaluasi tersebut
diatas paling lambat 7 (fujuh) hari terhitung sezak diterimanya Keputusan
Gubarmur ini.

KETIGA . Keprtusan Gubernur ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mastinya.

Ditetapka__n__ di Samarinda.
Pada tanggal’ . 12 September 2022
- "‘-Q:-

RV

H. ISRAN NOOR

Tembusan -
,MKEMWMWMMKWmWEMﬁM _

. Ketua Badan Pemerihsa Keuangen Republik indonesia Persaivian Kalimartan Tmur & Samarnnds;
- Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;

. Bupat) Kutai Kartsnegara d Tenggarong: dan

- Ketua DPRD Kabupaton Kutsl Kartanogara & Tonatatong.

L I VI R



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 188.34/8355/2251-1W/BPKAD
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2022
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASER TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPAT]
KUTA} KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAR TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPAT! KUTAI KARTANEGARA TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022,

l. EVALUASI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG 1 EBIH
TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

Pengujian kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Perubahan
APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan
kepentingan umum, yaitu:

A Kepatuhan aias landasan yuridis penyusunsn Rancangan Peraturan Dacrah dan
Rancangan Peraturan Bupab Kutai Kartanegara termasuk kesesusian 1shapan
penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturarn Bupati Kutai
Kartanegara berikaitan dengain;

1. }Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

No

Uraian

!
i

Terbi

|

Surat Kepala Daerah perihal Penyampaian Rancangan

 Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS

kepada DPRD.

4 Agustus 2022

2 | Nota Kesepakatan Penubahan KUA dan Perubshan PPAS.

18 Aguistus 2022

Pengantar Nota Keuangan dan Nota Keuangan.

22 Agustus 2022

Surat Kepala Daerah Penyampaian Rancengsn Pemsturan

| Daecah tentang Perubahan APBD kepada OPROC

Pandangan Umum Fraksi terhadap Penyampaian Nota |

Keuangan Pemeriniah Daerah.

22 Agustus 2022

Jawaban Pemeriniah tethadap Pandangan Umurn Fralesi.

22 Agustus 2022

i Rancangan Paraturan Dasvah temang Penbanan AFED.

| 24 Agustus 2022




et

f ra;_xcangan Perda_ tentang ‘Perubah'am APBD dan ! 29 202
Irmmnganperahxanﬁupah!\e\iaﬁi{mmng%
! penjabaran Perubahan APBD kepada Gubemur :

Kesimpulan dan Rekomendesi Kesssualan Tahapan Penyusunan Persturan

Daerah tentang Perubahan APBD:

a. Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD unuk powt 4
belum diteruma berdasar pada Parsturan Maentar Dalam Nageri Nomor 27
Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, perihal Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD.

b. Pengambilan Keputusan Persetujuan Bersama mengenai Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Perubshan APBD Tahun Anggaran 2022 pada
tanggal 24 Agustus 2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 317 Ayat (1)
Undang-indang Nomor 23 Tahun 2014 dilakukan oleh DPRD bersama
Kepaia Daerah paling lambat 3 {tiga) buian sebelum tahun anggaran yang
bersangkutan berakhir, sebagaimana bunyi Pasal 317 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali divbah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipla Kerja, telah dileksanakan sebagaimana ketentuan.

¢. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2022 secara umum lelah sesusi dengan peraturan perundang-undangan,
namun pada Bateng Tubuh Rancangan Pevshwan Daersh Tentang
Perubahan APBD agar dilakukan penyvempurnaan dan penyesuaian pada:

1) Pasal 3 pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat:

i-aimxemaamhpm permohonan oveles; |
|

|
]

Semula Rp3 561.818.881.000,00
Bartambah Rp876.542 574 000,00
Jumiah Pendapatan Transter Pemerintah
Pusat Setelah Perubahan Rp4.740.361.555.000,00
2} Pasal 4 pada Belanja Operast:
Samuia Rp3.818.450.748 723,00
Gertambah Rp458.376.307.846,00
Jumiah  Belanja Operasi Setelah Rp4.317.827.057.569,00
Perubahan
3) Passl 4 pade Betanja Modal
Semwuia Rp799.370.764.714,0¢
Bertambab Rp744.000.528.644.00

Jurniah Belanja Modal Seteiah Perubahan Rpt.543 371.293.358,00



4) Pasal 4 pada Belanja Barang dan Jasa:
Semula Rp1.801.604.228.355,00
Bertambah Rpd52.420. 555 487 00
Jumiah Belania Modal Selelah Perubahan RpZ 261.025 181 842.00

d. Rancangan Peraturan Bupat Kutai Kartaregera Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 secara umum telah sesuaj dengan
peraturan perundang-undangan, namun pada Dasar Hukum Rancangan
Peraturan Bupsli Kulai Kerianegara Tentang Penjabaran Perubghan APBD
ager gdakuken penambahen Pergturan Bupeti Kulai Kartanegara Nomor 71
Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Angnaran 2022 {Berita Daerah Kabupaten Kulai Kartanegara Tahun
2021, Nemor 71,

e Memperhatikan fata naskeh dalam penyusuman Rancangan Peraturzn
Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sesuai Ejaan Bahasa Indonesia
{EB1) mizal spasi dan landa baca. Uratan lerbilang irityun merjadt triliun dan
mﬁya:nmpdémﬂéa;sahmmpe:ﬁeﬁkéms&:&ahmayﬂnm@a&pade
aysi.

2. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah:

a. Surat Kepala Daerah perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupali tentang
Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur tertanggal 29 Agustus 2022,

b. Seluruh Dokumen telah di tefima secara lengkap pada hari Senin. tanggal 29
Agustus 2022

3. Keiengkapan Dokumen
Semua dokumen yang diserahkan telah diterima secara lengkap serta sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 27 Tahun 2021 dan Persturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021.



B.Kep@&mai&kaﬁwpaﬁamw%m&a&ahmm
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara berkaitan dengan amanat peraturan
perundang-undangan dan kepentingan umum, antera lain:

1. Kebijakan alokas: dan kesesuaian stuktur APBD dengan keteruan peraturan
perundang-undangan.

a. Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kulai Kananegara Tahun Anggaran 2022 secars garis besar

sebagai berikut

PENDAPATAN

- Sebelum Perubahan Rp 4.764004.971.567

- Setolah Perubahan Rp 5885412425567

- Bertambah Rp 924,407 454 700

BELANJA

- Sebeium Perubahan Rp 5.264.004971.567

- Setelah Parubahan Rp 6527 028608057

~ Bertiamibsah Rp 1.263.023.836.480
Defisit Rp - 3388718182 4%

PEMBIAYAAN

Penerichaan Pembiayaan

- Sebelum Perubshan Rp $00.000.000.000
- Setelah Perubahan Rp £42.366.182 490

- Bertambah Rp 342 305,182 490
Pengetuaran Pembiayaan
- Sebetumn Perubalan Rp Nitiit
- Setelah Perubahan Rp 3.750.000.000
- Beriambah Rp 3.750.000.000
Pembiaysan AR H16.182.450
Jumish Bembiayaan Matio Sefeish Perubsahan Rp Nihil

b. Perubahan APBD Kabupaten Kutai Karlanegara Tahun 2022, terdapat
selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja sebesar Rp338.616.182.490,
Selisih  kurang ini  diblayai ocleh Pembiayaan Neflo seiumiah
Rp338.615.182.480.

¢. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belania Daerah Tahun Anggaran 2022 agar melengkapi lampiran sesuai
sebagaimana ketentuan tersebut, dilambah ismpirsn  sebagaimana
ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 fentang Pedoman Teknis
Pengeloiaan Keusngan Daerah. (perinai sebeium nya tentsng Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah}

d. Terhadap Keputusan Gubernur Nomor 188.34/7005/2991-H/BPKAD
tanggal 17 Desember 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dasrah Tshun Anggaran 2022 dan Rancangsn Peraturan Bupati
Kutai Kartanegam tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Befanja



Daerah Tahun Anggaren 2022 yang menyanghkul ssean, penyempurnaan
maupun hai-hal yang harus ditindaklanjuti terhadap alokasi anggaran, tetap
berlaku sepanjang hal-hal terseut betum ditindakianjuti,

. Evaluasi anggaran pendapatan meliputi analisa terhadsp alokast anggaran
pendapatan, postur anggaran pendapatan daerah dan fandasan hukum yang
melandasi sumber pendapatan daerah.

Target total Pensbahan Pendapatan Daerah mengatami poningkatan
sebesar Rp924.407.454.000 atau 19% yang bersumber dari kelompok
Pendapatan Transfer bertambah sebesar Rp920.657 454.000 dan Lain-fain
Pendapatan Daerah vang Sah bertambah sebesar Rp3.750.000.000.

Mengingat {arget Pendapatan Daersh dimaksud teiah dislokasikan
untuk mendanai program dan kegiatan pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2022, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Karlanegara harus
memastikan bahwa sumber pendapatan tersebuyt dapat terealisasi disamping
mengoptimalkan  kinsrjia umtuk pencapsian larget pendapatan vang
ditefapkan. Pencfapan target pendapatan dimaksud disesuaikan dengan
potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupsten Kutai Ksrianegara
dengan mengactu pada peraturan yang melandasi dan ketentuan lain yang
terkait,

Datam menenfukan besaran farget perlu dilakukan prognosis target
pendapatan secara rasional dan akurat sesusi potensi sumber pendapatan
yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan peraturan
perundarg-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator
perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi
pendapatan daerah dimaksud. Uraian Pendspatan Daersh sebagsi berikut:

1) Pendapatan Transfer:

Total Pendapatan Transfer mengalami peningkatan sebesar
Rp920 857 454.000 atau 22%. Beberapa uraian yang perluy mendapat
perhatian dalam pengalokasian pendapatan yaitu:
a)Kode 4.201. Pendapatan Transfer Pemerivtah Pusat sebelum

perubahan sebesar Rp3.861.318.981.000 dan selelah perubahan

meniadi Rp4.740 361 555 000 bertamban sobesar Rp878.542 574 000

atau 23%.

b) Kode 4.2.02. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebelum perubahan
sebesar Rp401.084452000 dan seteizh perubshan menjadi

Rpd43.199 332 000 bertambah sebesar Rp4Z.114.880.000 atau 11%;



Beberapa hal yang perlu mendapat perhatisn dalam pengalokasian
pendapatan yaitu:

a) Penganggaren Santuan Keusngan dari Pemsrintah Provins: kepada
Pemerintah Kabupalen Kutsi Kartanegars pada Perubshgn APBD
Tammﬁmggmmmﬂagardisewaékandeﬂgmm%kﬂeubemw
Nomor: §78/5299/1002-I1/BPKAD tanggal 27 Juni 2022 perihal alckasi
belanja bantuan keuangan APBD TA 2022 seieiah Karifikasi sebesar
Rpd2.114.835.000 -

b} Belum mengakomodir Bagi Hasil Pajek kepada Kabupaten / Kols
sesual Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor
800/B022/2139-1/BPKAD, fanggal 31 Agusts 2022,  alokasi
penambshan setslah pewbshan 2022 sebesar Rp150.278.369.590 -
dengan rincian alokasi kureng salur 2021 sebessr Rp73.224 552 590
dan Alokasi Penambahan 2022 sebesar Rp87.053.817.000 -

€} Balum mengakomodir Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH Tahun 2022
berdasar Persturan Manteri Keuangan Republik indonesia Nomor
127/PMK 0712022, tanggel 25  Agustus 2022,  sebesar
Rp1.545.408.190.234.

d) Harus disesuaikan dengan jumiah alckasi anggaran yang iescantum
delam  masing-masing peraturan persdang-undangan yang
melandasinya, sesuai penjelasan pada butitr iampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman
Peryusunan Anggaran Pendapatan dan Belanis Deerah  Tahun
Anggaran 2022

¢} Sumber penerimaaan lersebut diusahakan dapat direalisasikan,
mengingat rencana pendapatan tersebut cukup besar dan telah
digiokasikan untuk mendanai rencana belanja yang telah ditetapkan.

2) Lain-iain Pendapatan Daarah yang Sah
Total Laindain Pendapstan Daerah yang Sah mengatami
peningkatan sebesar Rp3.750.000.000 atau 100, berupa Pendapatan

Hibah dar Pemernintah Pusat berdasarkan dengan Ketentuan Peraturan

Perurdiang-Undangan.
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f. Evaluasi kebijakan anggaran belania melinuti ansalisa terhadap alokasi
anggaran belanja daerah, postur anggaran belanja daerah dan landasan
hukum yang mefandasi beianja daerah.

Anggaran Belsnjs Daersh mengalami{ peningkatan sebesar
Rp1.263.023636490 atau  24%  sebelum perubahan  seiumiah
Rp5.264.004.971.567 selelsh perubshan menjadi Rp6.527.028.608.057.
Uraian Belanja Daesah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi;

Belanja Operasi bartambah sejumiah Rp498.376.307 846 atau 13%
sebelum perubashan sejumiah Rp3.815.450.749.723 dan setelah
perubahan menjadi Rp4.317.827.057.569. Penambahan tersebut berasal
dari Belanja Pegawai berlambah sebesar Rp42.652 205,520, Belanja
Barang dan Jasa bedambah sebesar Rpd2.852.205.520, Belanja Hibah
berkurang sebesar Rp4.198.9853.161 dan Belanja Bantuan Sosial
bertambah sebesar Rp1.503.100.000:

Beberapa penambahan alokasi anggaran unuk Belanja Pegawai,
Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Hibah yang peru mendapat
perhatian seperti antara fain:

@) Koda 5.1.01.01. Penambahan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN pada
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Keria (PPPK}

b} Kode 5.1.01.99.99.9999. Belanja Pegawai BLUD sebelum perubahan
sebesar Rp39.034.490.421 satelah perubahan sebesar
Rp62.524.030.229 bertambsah sebesar Rp23 489.539 808 atau 50%.

C} Kode 510201010001, Belanjp Bahan-Bahan Bangunan dan
Konsitruksi sebelum perubahan sebesar Rp796.083.294 setelah
berubahan  sebesar Rp4.466647.604 berlambah  sebesar
Rp3.670.564.310 atau 481%, mengalami peningkatan kenaikan yang
signifikan.

d) Kode 5.1.02.02.01.0022. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan sebelum
perubahan sebesar Rp13.120.000 setelah perubahan sebesar
Rp396.804.578 bertambah sebesar Rp386.794.578 atau 2.845%.

e} Kode 510202010025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan
Kebudayaan sebeium perubahan sebesar Rp119.750.000 setelah
peribahan sebesar Rp906.930.000 bertambah sebesar Rp787.240.000
atau 857%.

f} Kode 5.1.02.02.01.0047. Beianja Jasa Penysienggaraan Acara
sebeium perubshan sebesar Rp223.107.000 setelsh perubahan
sebesar Rp1.452.638.000 bertambah sebesar Rp1.228.532.000 atau
551%.



9) Kode 5.1.0202.01.0047. Belenia Jasa Penvelengaaras
sebelum perubahan sebesar Rp223.107.000 setelah perubahan
sebesar Rp1.452.630.00C bertambah sebesar Rp1.229.532.000 atau
551%.

") Kode 5.1.02.02.02.0005. Bﬁmimmmﬁeﬁab&w
Non ASN sebelum perubahan sebesar Rp749.548.956 setelah
perubzhan  sebesar Rp5.028.215.556 bertambah  sebesar
Rp4.278.669.600 alau 571%. apakeh ada genambahan lenaga non
pns datam uimiah beser”

} Kode 5.1.02.02.02.0007. Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non
ASN sebeium perutrahan sebesar Rp933.000.000 setelab perubahan
sabesar Rp3 858402000 bertambah sehesar Rp2.925 402 000 atsu
314%, apakah ada penambahan teraga non prs dalam sumish besar?

f} Kode 5.1.05.05.03.0001. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan
Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan  ssbelum
peribghan sebasar Rp!1.500.000000 setelah perubahan sshesar
Rp8.750.000.000 bertambah sebesar Rp8.250.000.000 atau 550%.

k} Pemerintah Kabupaten Kitai Kartanegara diminta lebih prioritas
sehingga besaran alokasi anggaran rasional, dengan mempedomani
pecaturan Kepala Daersh yang mengatur tata cara penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungiawaban dan pelaporan
serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah
disesuaiken dengan Pasal 298 Ayat {4) dan Ayat (5 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Mealeri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2028 tentang Pedoman Teknis Pengeiolaan Keuangan Daerah.

2) Belanja Modal;

Belanja Modal bertambah sejumiah Rp744.000528.644 atau 93%
sebewsm perubahan sejumiah Rp798.370.764.714 setelah perubahan
merjadi Rp1.543.371.293.358. Beberapa penambahan alokssi anggaran
untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Hibah
yang periv mendapat perhatian seperti antara iain
a) Kode 5.2.02.01.03.0005 Belanja Moded Pompe sebelum perubahan

sebesar Rp32.360.000 seteiah perubshan sebesar Rp436.5335.180
bertambah sebesar Rp404.475.180 atau 1.250%.

b) Kode 5202.01.03.0016. Belanja Modai Alat Bantu Lainnya sebelum
perubahan sebesar Rp2.282.000 selelah perubahan sebesar
Rp524.312.070 bertambah sebesar Rp522.020.070 atau 22.776%.

c) Kode 5.2.02.02.01.0005. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda
Tiga sebelum perubshan sebesar Rp5B.165.852 setelsh perubahan
sebasar Rp1.581.829.215 bertambah sebesar Rpt 533.463.363 atau
2.835%.




{2

d} Kode 520206801 Belanja Modal Ala! Studic sebelum perubahan
sebesar Rp1.326.318.210 setelah perubshan sebesar
Rp17.966.560.322 bertambah sebesar Rp16.646.242.412 atau
1.255%.

&) Kode 5.202.10.01.0002. Belanja Modat Personsd Computer sebelum
perubahan sebesar Rp18.560.680.098 setelah perubahan sebesar
Rpb0.511.521.390 bertambah sebesar Rpd1 950 841.992 atay 265%,

fi Kode 5.2.02.99.99.9999. Bslania Modal Peralatan dan Masin BLUD
sebelum perubahan scbeser Rp15.513.735.002 setelah perubahan
sebesar Rp136.020.884.545 bertambah sebesar Rp120.516.146.543
atau 777%

g} Kode 5.2.03.99.99.9999 Balenjs Modsl Gedung dan Bangunsan BIUD
sebelurmn perubahan sebesar Rp8.225000000 seteish perubahan
sebesar Rp63.708.747.900 bertambah sebesar Rp55.483.747.900 atau
B875%.

dapat tereal:sass disesuaikan dengan waktu yang tersedia dan melakukan
periiraan yang terukur secara rasional sesuai potensi objek Belania,

3} Belanja Tidak Terduga,;
Belanja Tidak Terduga tetap tidak mengalami perubahan.

4) Belania Transler
Belanja Transfer beriamiaeh pada Belanja Bantuan Keuangan
Umum Daersh Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sejumiah
Rp17.620.000.000 atau 3% sebelum perubshan  sejumiah
RpBO6.183.457.130 dan setelah perubahan menjadi Rp824.102.457.130.

g. Evaluasi kebijakan anggaran pembiayaan meliputi anafisa terhadap alokasi

anggaran pembiayasn daerah, postur anggaran pembisyaan daerah dan
iandasan hukum yang maiandasi sumber pembiayaan daerah.

Total anggaran Pembiayaan Nettc mengalami penambahan sejumiah
Rp338.616.182490 atau 68% sebelum perubahan  sejumiah
Rp500.000.000.000 setelah perubahan meniadi Rp838.616.182.480. Uraian
Pembiayaan adaiah sebagai berikut:

1) Penenrmaan Pembiayaan;
Kode 6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
bertambah sebesar Rp342.366.182.49C atau 68% sebelum perubahan
sejumiah  Rp500.000.000.000 dan seoleiah perubahan  menjadi
Rp842 366.182.490;



i3

2} Pengelusran pembiayasan
Kode 6202 Penyerfaan Modal Daerah bertambah  sebesar
Rp3.750.000.000 ateu 100%;

nasional sebesar Rp1.104.444.967.372,00 atau 16.92% dari Total Belanja
Daerah sebesar Rp6.527 028 608 057,00

3. Alokasi anggeran belenja doiam rangka menunjang pricritas daerah provinsi
bagi daerah kabupaten/kota sebesar Rp150.767.876.182,00 atau 2 31% dari
Total Belanja Daerah sebesar RS, 527.028.608.057 00,

4A§okassaﬂggaranheiarqaﬁa%amrmwgkama%aksanakanmandmmg

. Alokasi | Rasio dan |
No Uraian . 7 (Rp) | \ ; Katentuan | Keterangan
jokasi Anggara !
1 émgs! Pendiikan | 920474702021 20% | 20% | Tercapai
2 ‘”“Fu"n’gﬂ‘aﬁj‘kﬁ“@g‘a’ on | 1605945758101 | 34% | 10% | Tercapai
!
3 e e 1708557010028 | 47% | 25% | Tercapai
: Alokasi Dana ' _ | Tidak |
4 | Dosa (ADD) 624523457.130 | 957% | 10% | [ O
Alokasi Anggaran j g
& : untuk Biaya 000! 0.14% | PeaTRes Mas“'!
S - Operasiona! KOH | 706.000. ' PO% een
& Waki KDH. | | |
untuk Pendidikan
dan Pelatihan bagi _
6 W 13.174.822.081) 0,20% | 0,16% | Tercapai
Pemda. |
7 | GoKasi ANGGAIN | 43 363574.670| 0.51% | 050% | Tercapai

Perihal Alokasi Dana Desa {ADD) agar member penjelasan mengapa tidak
mencapal ketentuan minimal 10%.
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5.Amwmwmmﬁgamrm

pemenuhan Slendsr Pelayanan

Minimal {SPM):
No Jenis Pelayanan Dasar
Perubahan Perubahan {Berkurang} %
1 | Bidang Pendidikan 183347 434 000 | Z23 372340 044 IVB2E 06544 | 3336
2 | Bidang Kesehatan 334420000 | 10281388 980 -1.253.040m00 ] 408
Bidang Pekeriaan Umum dan
P R 0680278 000 | 150.370.852 754 72500614784 | 56,14
4 K Permus 7085384560 | 2086384350 2;: obon
§ | Ketertiban Umum dan 55070806338 | 6284653770 777573132 | 085
Perlindungan Masyaralat
& i Bidang Sosial 1552400000 | 2352710000 Mo3womm | omn
Toial A9 205 008 198 T 600 794 371 038 110040 364 340 | 10000

Peﬁhaidenis?aiayananﬂasarpada%angﬂeseﬁaﬁaﬁagarmambeﬁ
penjelasan mengapa berkurang dafam alokasi penganggaran.

a.mwmﬂp%QOmMmmm
pefundang-undangan fainnya berupa Insentf Tensga Kesehatan sebesar
Rp52.918.887.241 pada SKPD Dinas Kesehatan, RSUD Aji M. Parikesit, RSUD
Aji Batara Agung dan RSUD Dayaku Raja, sebesar 0.81% dari Tota! Belanja
Daerah.

7. Tidak ada penganggaran untuk Tahun Jamak.

tt. EVALUASE RKPD, KUA, dan PPAS

Pengujian Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah temang Perubahan APBD dan
Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Perubahan
APBD dengan Dokumen RKPD, KUA dan PPAS gdengan Kesimpulan dan
rekomendasi sebagat berikut:

A. Kesesuaian nomenklatir program, kegiatan dan sub kagiatan

1. Melengkapi Pagu RPJIMD pada 41 program dengan nilai 0 (nol) karena
berdasarkan lampiran VI Reaperda, Sinkronisasi Program pada RPJMD
{Lampiran 1} dengan Parubahan APBD terdapat sejumiah 41 Program yang
tidak disertai pagu RPJMD dengan Rekapitulasi sebagai berkut:
a. Program Penunjang Urusan Pemerintshan Daerah Kabupaten/Kota

sebanyak 34 program.
b. Program Teknis sebanyak 7 program.
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<. Berdasarkan lampiran Vil Raperda, pada Tabel Sinkronisasi Program,
Kegiatan Dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS
dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022
terdapat:

a. Terdapat 6 sub kegiaten yang ierdapai pada Perubahan APBD
(Lampéng)danwmmbahankﬁhamsdﬁmﬂgkandamberﬁam
kesepakatan antara Bupati dan DPRD untuk penambahan Kegaiatan dan
Sub Kgiatan dengan berpedoman pada Permendagsi 86 iahun 2017 Pasal
343 ayat 3 dengan format berite acara sesuai lampiran Permendagri 64
fahun 2020 pads halaman 137-184;

b. Terdapat 111 sub kegiatan dengan nilai pagu O (nol) {Lampiran 3) dan
disarankan untuk dihapus karena sub kegiatan tersebut tidak direncanakan
pada Perubahan RKPD dan dilakeanakan pada Perubahan APBD;

c. Terdepat 23 kegiatan dengan nildi pagu © {nofy {Lampiran 4} dan
disarankan untuk dihapus karena kegiatan tersebut tidak direncanakan
pada Perubahan RKPD dan dilaksanakan pada Perubahan APBD:

B. Kesasuaian target dan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan

Berdasarkan lampiran VIii Raperda Perubshan APBD Kabupsien Kutgi
Kartanegara Tahun Anggaran 2022 larget dan indikator telah sesuai antara
dokumen Perubahan RKPD dan Perubahan APBD namun tidak ada penyesuaian
target pada Pemubahan APBD sebagai akibat adanya penyesuaian
(penambahan/pergurangan) pagu subkegiatan.

C. Kesesuaian lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan:

Tidak ada perubshan iokasi

D. Dasar hukum perubahan/penambahan kegiatan, dan sub kegiatan:

Menambahkan penjelasan dan dasar hukum diakukannya penambah
sejumiah 16 (enam belas) sub kegiatan pada Perubahan APBD.

E. Dasar hukum perubshan/penambahan target dan indikator pada kegiatan, dan sub

kegiatan:

1. Terdapat 52 subkegiatan mengalami penambahan pagu diatas Rp. 100.000.000
namun tidak disertai dengan penyesusisn pada targst kinerja sebagai mana
terlapir pada (Lampiran S);

2 Terdapat 214 subkegiatan mengaiami pengurangan pagu Rp. 100.000.000
namun tidak disertai dengan penyesuaian pada target kinerja sebagal mana
terapir pada (Lampiran 8);

3. Terthadap penyesuan {Penambahan/Pengurangan) pagu tersgbut agar
melakukan penyesusian target kinerja dengan mempertimbangkan
penyesuaian pagu;

F. Dasar hukum perubshan/penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub kegiatan:

Tidak ada perubahan iokasi,




o

HLEVALUAS RPJMD

Pengujian Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
Rancangan Persturan Bupali Kutal Karlanegara tentang Penjabaran Perubahan
APBD dengan Dokumen RPJMD terdapat:

A.36% Program pada RPIMD yang tdak dilengkapi dengan indikator kinerja
{Lampiran 7},

B. 117 program pada P-APBD tidak dilengkapi dengan indikator kinera (Lampiran 8);

Vi LAIN ~ LAIN

LRl ol

A. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk
kepertingan mendesak, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar
mencantuimkan iiera keadaan danwat dan mendesak dalam Rancangan
Peraturan Dasrah tentang Perubahan APBD TA 2022, sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 69 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 162 Persturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020,

B. Badan Anggaran DPRD bersama sama TAPD harus rnelakukan penyempumasn
atas Rancangan Peraturan Dasrah Kabupaten Kulai Kartanegara tentang
perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan evaluasi terhadap
Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD pafing fama 7 {tujuh) hari
kerja seteiah evaiuasi Gubermnur diterima oleh Bupati, sebagairmana diarnanatkan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

C. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan dalam Keputussn Pimpinar DPRD, dan
setelah perubahan dasar penetapan Peraturan Daemh Kabupaten Kutai
Kartanegara tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

GURERNUR KALIMANTAN TIMUR,

. H. ISRAN NOOR

memm.mmmmammmmm;
Katua Radan Pemesiksa Keusngan Repubik indonesia Perwakian Katimantan Timar o Samarinda:
mwmmmmmrmam .



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR ... TAHUN 2022

r
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai

dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar
unit organisasi, kegiatan, jenis belanja, dan keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan
2022, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun Anggaran 2022.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahfn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir



Menetapkan :

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S679);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322};
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114};
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkiatur  Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republk
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaren
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 150.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Dan
BUPAT] KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah scbagai unsur
daerah otonom.

- Bupati adalah Kepala Daerah tingkat kabupaten.



3. Pemerintahan Daerah  adalah  penyelenggarasn  urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi sehuas-luasnva dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang
ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun Anggaran 2022 semula berjumish sebesar
Rp5.264.004.971.567,00 {Lima triliun dua ratus enam puluh empat
miliar empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus
enam puiuh tajuh rupiahy}, bertambah sejumliah
Rp1.292.950.866.490,00 (Satu triliun dua ratus sembilan puluh dua
ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi
Rp6.556.955.838.057,00 {(Enam triliun ima ratus lima puluh enam
miliar sembilan ratus lima putluh lima juta delapan ratus tiga putuh
~ delapan ribu lima puluh tujuh rupiah) terdiri atas pendapatan daerah,
belanja, dan pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp4.764.004.971.567,00
b. Bertambah/ {Berkurang) Rp950.584.684.000,60
Jumlah Pendapatan Daerah
Setelah Perubshan Rp5.714.589.655.567,00
2. Belanja
a. Semula Rp5.264.004.971.567,00
b. Bertambah/{Bericurang) Rp1.280.200.866.490,00

Jumlah Belanja Setelah Perubahan  Rp6.553.205.838.057,00
3. Pembiayaan |
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
1} Semuila Rp500.000.000.000,00
2) Bertambah/{Berkurang} Rp342.366.182.490,00
Setelah Perubahan Rp842.366.182.490,00



b. Pengeiuaran Pembiayaan Daecrah
1) Semula Rp0,00

2) Bertambah /{Berkurang) Rp3.750.000.0600,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Daerah Setelah Perubahan Rp3.750.000.000,00

Pasal 3
(1) Pendapatan Dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri

dari :
a. Pendapatan Asli Daerah
1) Semula
2) Bertambah/{Berkurang)

Jumlah Pendapatan Ash Daerah

Setelah Perubahan
b. Pendapatan Transfer
1) Semula
2} Bertambah/{Berkurang)

Jumlah Pendapatan Transfer

Setelah Perubahan

¢. Lain-Lain Pendapatan Daerah

Yang Sah
1} Semula
2) Bertambah/{Berkurang)

Jumlsh Lain-Lain Pendapaian

Daerah Yang Sah
Seteiab Perubahan

Rp501.101.538.567,00
Rp0,00

Rp501.101.538.567,00

Rp4.262.903.433.000,00
Rp946.834.684.000,00

Rp5.209.738.117.000,00

Rp0,00
Rp3.750.000.000,00

Rp3.750.000.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimsksud pada Ayat {1)

huruf {a} terdiri dari :
a. Pajak Daerah
1) Semula
2} Bertambah/({Berkurang)
Jumiah Pajak Daerah
Setelah Perubahan
b. Retribusi Daerah
1) Semula
2} Bertambah/{Berkurang)
Jumiah Retribuai Daerah
Setelah Perubahan

Rp110.862.683.927,00
Rp0,00

Rp110.862.683.927,00

Rp5.408.579,568,00
Rp0,00

RpS5.408.579.568,00



¢. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan
1) Semula Rp32.120.806.628,00
2} Bertambah/({Berkurang) Rp0,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan

Setelah Perubahan Rp32.120.806.628,00

d. Lain-lain PAD Yang Sah

1) Semuia Rp352.709.468 444,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp0,00

Jumlah Lain-lain PAD Yang Sah

Setelah Perubahan Rp352.709.468.444,00

{3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Ayat {1) huruf
{b) texdiri dari :
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula Rp3.861.818.981.000,00
2} Bertambah/{Berkurang) Rp744.441.434.410,00
Jumlah Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat
Setelah Perubahan Rp4.606.260.415.410,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
1} Semula Rp401.084.452.000,00
2) Bertambah/({Berkurang) Rp202.393.249.590,00
Jumlah Pendapatan Transfer

Antar Daersh Setelah Perubahan  Rp603.477 .701.590,00
¢. Pendapatan Hibah

1} Semula Rp0,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp3.750.000.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah
Setelah Pembahan Rp3.750.000.000,00
Pasal 4

{1} Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari
a. Belanja Operasi

1) Semula Rp3.818.450.749.723,00
2} Bertambah/{Berkurang) Rp516.575.924.876,00
Jumilah Belanja Operasi

Setelah Perubahan Rp4.335.026.674.599,00




b. Belanja Modal

1} Semula Rp799.370.764.714,00
2) Bertambah/{Berkurang} Rp729.004.941.614,00
Jumlah Belanja Modal
Setelah Perubahan Rp1.528.375.706.328,00
¢. Belanja Tidak Terduga
1} Semula Rp40.000.000.000,00
2) Bertambah/{Berkurang) Rp25.700.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga
Setelah Perubahan Rp65.700.000.000,00
d. Belanja Transfer
1} Semula Rp606.183.457.130,00
2) Bertambah/({Berlcurang) Rp17.920.000.000,00
Jumiah Belanja Transfer
Setelah Perubahan Rp624.103.457.130,00

{2) Belanja Operasi scbagaimana dimaksud pada Ayat {1} huruf (a)
a. Belanja Pegawai

1} Semula | Rp1.880.354.068.148,00
2) Bertambah/{Berkurang) Rp25.880.120.749,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah
Perubahan Rp1.906.234.188.897,00
b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula Rp1.801.604.226,355,00
2} Bertambah/{Berkurang) Rp493.273.733.008,00
Jumiah Belanja Barang dan Jasa
Setelah Perubahan Rp2.294.877.959.363
c. Belanja Hibah
1) Semula Rp130.526.755.220,00
2} Bertambah/(Berkurang) Rp{4.081.028.881,00)
Jumiah Belanja Hibah Setelah
Perubahan Rp126.445.726.339,00
d. Belanja Bantuan Sosial
1) Semuia Rp5.965.700.000,00
2) Bertambah/{Beriurang) Rp1.503.100.000,00
Jumiah Belanja Bantuan Sosial

Setelah Perubahan Rp7.468.800.000,00



{3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (i) huruf (b)
terdini dari :
a. Belanja Modal Tanah

1) Semula | Rp10.870.394.672,00
2} Bertambah/(Berkurang) . Rp15.963.384.015,00
Jumiah Belanja Modal Tanah
Setelah Perubahan Rp26.833.778.687,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1) Semula Rp145.636.219.306,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp287.551.566.300,00
Jumiah Belanja Modal Peralatan

Dan Mesin Setelah Perubahan Rp433.187.785.606,00
¢. Belanja Modal Gedung dan BRangunan

1) Semula Rp166.774.008.222,00
2) Bertambah /{Berkurang) Rp114.475.150.337,00
Jumiah Belanja Modal Gedung

dan Bangunan Setelah Perubahan Rp281.249. 158.559,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1) Semuia Rp463.633.499.474,00
2} Bertambah/(Berkurang) Rp305.199.243.165,00
Jumilah Belanja Modal Jalan,
Jaringan, dan Irigasi
Setelah Perubahan Rp768.832.742.639,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya |
1) Semula Rp12.206.643.040,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp4.815.597.797,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya Setelah Perubahan Rp17.022.240.837,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya
1} Semula Rp250.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp1.000.000.000,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya Setelah Perubahan Rp1.250.000.000,00

{4) Belanja Tidak Terduga scbaguimana dimaksud pada Ayat {1) huruf
{c) texrdiri dari ;
a. Belanja Tidak Terduga
1) Semula Rp40.000.000.000,00
2} Bertambah/{Berkurang) Rp25.700.000.000,00



Jumiah Belanja Tidak Terduga
Setelah Perubahan Rp65.700.000.000,00
{5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf (d)
terdiri dari :
a. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula _ Rp606.183.457.130,00
2} Bertambah/{Berkurang) Rp17.920.000.000,00
Jumleh Belanja Bantuan Keuangan
Setelah Perubahan Rp624.103.457.130,00
Pasal 5

(1) Pembiaynan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
a. Penerimaan Pembiayaan

1} Semula RpS500.000.000.000,00
2} Bertambah/(Berkurang) Rp342.366.182.490,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
Setelah Perubahan Rp842.366.182.490,00
b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula Rp0,00
2) Bertambah/{Berkurang) Rp3.750.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Setelah Perubahan Rp3.750.000.000,00

{2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
huruf a terdiri dari :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1} Semula _ Rp500.000.000.000,00
2} Bertambah/{Berkurang) Rp342.366.182.490,00
Jumiah Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Sebelumnya
Setelah Perubahan Rp842.366.182.490,00

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah/{Berkurang) Rp3.750.000.000,60
Jumiah Penyertaan Modal
{Investasi) Pemerintah Daerah

Setelah Perubahan Rp3.750.000.000,00



Pasal 6

() Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
Pemerintah Dacrah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersediaanmnyadaniataupengehamnmdebihipaguyang
dimamkkanda]amperuhahananggamnpendapatandanbelanja
dacrah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2022,
denganta:taearateﬂebihdahulumelakukanperubahanpemturan
kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan

{2) Keadaan daruret sebagaimana dimaksud pada ayat {1} meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan fatau

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atay ;

C. Kemsakansamna]pr&ammayangdapatm:wkegiamn
pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Kebutuhandaemhdalamrangkapelayamdasarmasyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan;

b.Be]anjadaemhyangbemifatmenmtdanbeianjambasifat
wajib;

c-‘Pengehmmndaemhyanghm'&dadilunrhendaﬁPemeﬁntah
Dacrah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan dan/atau ;

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

UraianlebihlaujutPembahanAngaranPendapatandanBeianja
Daﬂahsehaﬁaﬁnanadﬁnaksuddalampasalz,temantumdalam



2.

3.

4.

Lampiran 11

Lampiran HI

Lampiran IV

5. Lampiran V

1a.

11.
i2.

13.

14.

. Lampiran VI
. Lampiran VII :

Lampiran VIH :
. Lampiran IX

i-ampiran X

Lampiran X1

Lampiran X1 :

Lampiran XIV :
15. Lampiran XV :
16. Lampiran XVI :

Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

: Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

: Rincian Perubahan APBD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

: Rekapitulasi Belanja menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta
Keluaran;

> Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan

dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
danﬁmgsidﬂamkmangka?wgekﬂaan&uangm
Negara;

: Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan Perubahan APBD

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

: Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan

Program Prioritas Daerah;

:DaftarJumlahPegaWPerGolonmdanPer

Jabatan;

> Daftar Piutang Daerah;
Lampiran XII :

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi
Daerah Lainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan & Pengurangan Aset
Tetap Dacral: dan Aset Lain-Lain;

Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multi years);
Daftar Dana Cadangan; dan

Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 8

Apabi!aterdapatprogmmdankngiamnyangbersumberdaﬁDana
T‘ransferkeDaerahda]amAPBN,BantuanKeuangandaﬁPemeﬁntah



Provinsi yang dananya diterima setelah Penetapan Peraturan Daerah
tcntangAPBDmakaPcmcﬁntahDacmhhamsmmlymajkanpmgam
dan kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah dalam
APBN,BantuanKeuangandaﬁPemcﬁntahPrwinsidimaksuddengan
terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan APBD TA. 2022 dengan pemberitahuan kepada
Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dicantumkan dalam LRA.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang
Penjabamn?erubahanﬁrw?endapatandanﬂehﬁal)aerah

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
PeraturanDamnhinidenganpenempatannyadalam Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong

pada mwlMSeptanber 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

EDI DAMANSYAH
Diundangkan di Tenggarong
pada tangalgl September 2022
SEXRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTA] KARTANEGARA

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOoMOR./{ ¢
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ../09/2022



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ... TAHUN 2022

Tﬁ[ﬂ‘hﬂG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

-0 O

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah
Nomor ...Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor T2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagai telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daecrah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor  Tahun
2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022
(IcmbaranDaerahKabupatenKuthnﬂanemTahunm
Nomor ...}J;

MEMUTUSKAN:

Menectapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2022,

BAB1
URAIAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Xabupaten Kutai
Kartanegara Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah sebesar
Rp5.264.004.971.567,00 {Lima friun dua ratus enam puluh empnat
miliar empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus
enam puinh tajuh rupiahy), bertambah scjumiah
Rp1.292.950.866.490,00 {Satu triliun dua ratus sembilan puiuh dua
miﬁar'sembilanraﬁmﬁmapumhjutaddapanramsemmwmhenam
ribu empat ratus sembilan puluh rupiahj schingga menjadi
Rpﬁ.55695583805700 (Enam triliun lma ratus lima puluh enam
nuharsemhulanramshmapuluhhmajutaddapanmtuatlgnpuluh
dclapann‘bulimapuluhmjuhnxpiah)ﬁenﬁﬁamspendapatandaemh,
belanja, dan pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
1. Semula Rp4.764.004.971.567,00
2. Bertambah/ (Berkurang) Rp950.584.684.000,00
Jumiah Pendapatan Daerah
Setelah Perubahan RpS5.714.589.655.567,00
2. Belanja
a. Semula RpS5.264.004.971.567,00
b. Bertambah/({Berkurang) Rp1.289.200.866.490,00

Jumilah Belanja Setelah Perubahan Rp6.553.205.838.057,00



3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1} Semula Rp500.000.000.000,00
2) Bertambah/{Berkurang) Rp342.366.182.490,00
Jumlah Penerimeaan Pembiayaan
Setelah Perubahan Rp842.366.182.490,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
1} Semula Rp0,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp3.750.000.000,00
Jumiah Pengeluaran Pembiayaan
Daerah Setelah Perubahan Rp3.750.000.000,00
Pasal 2

Ringknsan&njaharan&mbahanﬂwnpendapatandanwanja
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Angparan 2022
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ltemantumdalamiamplmnl
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana
dimaksuddalamPasalItemantumdalam]ampimnHPemmmn
Bupati ini.

Pasal 4

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dan
hanmﬁsosiaiyangterdapatdaladeanjaOpemsiseba@imana
dimaksuddalam?asalldiri:wikebihlanjutdalamlamp&an!ﬂdan
Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3
danpasal4,merupakanbagiantidakterpiaahkandaﬁmmmmn
Bupati ini.



BAB 11
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
PeraturanBupatiinimulaibeﬂakupadatan@dhmdangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara,
Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2022
BUPAT] KUTAI KARTANEGARA
EDI DAMANSYAH
Diundangkan di Tenggarong
pada tanwlp- ptember 2022
ARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR ..




BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENGGARONG 75511

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI E? ] e pcl} DITERIMATGL Lg /(3 9
NO.SURAT NO.AGENDA
SIFAT : }' 4 D
TGLSURAT : N
Q/‘/bv V. [] sancaTsecera [ Jsecera [ Jramasia

L Gt g [l
‘PL“Q‘ P~ Amd B Low s dw

DITERUSKAN KEPADA ;

ésua KOORDINATOR PER-UU [] TANGGAPAN DAN SARAN
[_JsuB kooRrDINATOR JoI (] PROSES LEBIH LANJUT
[_Jsus KoORDINATOR BANKUM (] «kooRDINAs|

[_JraTA usAHA ]

CATATAN

rf‘l 16 ﬁ"f"*ﬂ N A - 2% KEPALA BAGIAN HUKUM ‘b\( e

= iyt ot 2%1/ 3

NIP. 19780605 200212 1 002




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Wolter Monginsidi Komp Perkantoran Gedung D Lt 1 Telp (0541) 6666381, 662129

TENGGARONG 75511

Tenggarong, 20 September 2022

Kepada
Nomor . P.2617/BPKAD/BAN/180.18/09/2022 Yth. Sekretaris Daerah
Lampiran : 1 (Satu) Berkas Cq. Asisten Pemerintahan dan
Perihal . Fasilitasi Surat Permohonan Nomor Kesra
Register Peraturan Daerah P-APBD
TA. 2022 Di
Tenggarong

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
Bersama ini kami mohon dengan hormat agar difasilitasi surat permohonan nomor

register Peraturan Daerah kepada Gubernur Kalimantan Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas bersama ini kami lampirkan :
1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 188.34/8355/2251-11I/BPKAD.
2. Keputusan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor  170/SK-
17/DPRD/9/2022.

Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

T Ditandatangam secarn elekromk oleh
'_ 3 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
Bl DAN ASET DAERAH

SUKOTJO, SE

Pembina Utana Muda

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
{BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170/SK-17/DPRD/9/2022

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TERHADAP PENYEMPURNAAN
ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur
Kalimantan Timur Nomor 188.34/8355/2251-1II/BPKAD tanggal 12
September 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan
Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Persetujuan yang diatur dalam Keputusan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 55870);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kewenangan
Pemerintah Kabupaten sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 3952);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan LN RI Nomor 4416), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Rl Tahun 2006 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4659);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 42};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran
Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 1);



MENETAPKAN :
: Menyetujui Penyempurnaan Atas Hasil Evaluasi Rancangan

PERTAMA

KEDUA

-3-

MEMUTUSKAN:

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

A. Pendapatan Daerah Rp. 5.714.589.655.567,00
- Pendapatan Asli Daerah Rp. 501.101.538.567,00

- Pendapatan Transfer Rp. 5.209.738.117.000,00

- Lain-lain Pendapatan Daerah Rp. 3.750.000.000,00

Yang Sah

B. Belanja Rp. 6.553.205.838.057,00
- Belanja Operast Rp. 4,335.026.674.599,00

- Belanja Modal Rp. 1.528,375.706.328,00

- Belanja Tidak Terduga Rp. 65.700.000.000,00

- Belanja Transfer Rp. 624.103.457.130,00
Total Surplus (Defisit) Rp. (838.616.182.450,00)

C. Pembiayaan Rp. 838.616.182.490,00
- Penerimaan Pembiayaan Rp. 842.366.182.490,00

- Pengeluaran Pembiayaan Rp. 3.750.000.000,00

Selisih Lebih Pembiayaan Rp. -
D. Jumlah Rp. 6.556,955.838.057,00

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 15 September 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

I

- ABDUL RASID



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 188 34/8355/0051 HY/BPKAD

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PERDAPATAN DAN BELANJA DACRAH TAHUK ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

'
i

BELANJA DAFRAH TAHUN ANGGARAN 2022
GUBERNUR KALIMANTAN TIRUR,

babwa untuk melaksanskan amanat Pasal 315 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi
tethadap Rancangan Perda Kabupaten/Koia tentang Perubzhan
APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupali/Wai Kota
tentang Penjabaran Perubahan APBD;

bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huraf &, perlu menetapkan Keputusan Gubemur tendang Evaiuasi
Rancangan Peraturen Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang
Perubshan Anggaran Pendapatan dan Belanjz Daersh Tahun
Anggaran 2022 dan Rancangan Persfivan Bupali Kutai Karianegara
tertang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Dsersh-Daarah Olonom Provinsi  Kafimandan Barat, Kslimantan
Sefatan dan Kafimantan Timur (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Nagara
Republik indonesia Nomor 1106);

Undangtndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42886Y;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara { smbaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik irdonesia Nomor 4355);



4. Undang-tfodang MNomor 23 Tahun 2014 fentang Pemerinishen
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Momeoer 5587)
sebagaimansg lelah bebersps kel divbeh lerakhir dengan Undang-
Undang MNomor 11 Tehun 2020 ienteng Cipte Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
i smbaran Negara Republik indones:a Nomor 6573);

Peraturan Pomerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengeiciaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik donesia Tatwm
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 8322Y;

Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 15 Tahin 2018 Tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah {Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2018 Nomor 547);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2021
Nomor 928);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara
Repubiik indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Mentesi Dalam Negeri Nomor § Tahun 2021 Tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Pevaturan Daerah Tentang Anggaran
Pendapatan Dan Befanja Daersh, Rancangan Peraturan Dasrah
Tentang Perubshan Anggaran Pendspatan Dan Belanja Daersh
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepsla
Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah (Berita Negarsa Republik indonesia Tahun 2021
Nomor 431);



MEMUTUSKAN

Menotapkan

KESATU - Evaluasi Rancangan Peraturan Dasrah Kabupaten Kutai Ksrianegara
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belania Daersh Tahun
Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kertanegara
tentang Penjabsran Perubshan Anggaran Pendepaian dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang ek terpisabken dan Keputusan Gubermiur ini.

KEDUA . Bupati bersama DPRD wajib melakukan penyempurnaan dan
penyssuaian terhadap Rancangan Psraturan Daerah Kabupaten Kutai
Karlanegara tentang Perubshan Anggaran Pendapatan dan Belanja
DathahuaAnggamZGzzdanRamaﬂganPefa&ﬁaﬂ&apaﬁKutai
Kartanegers tentang Penjabaran Perubshen Anggaran Pendapaten dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan evaluasi fersebut
digtas paling lambat 7 (1ujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan
Gubarmur int.

KETIGA . Keputusan Gubemur ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekefiruan aken dilakukan perbaikan sebagaimana ma3stinya.

Ditetap_k_;aj_j_.g!] Samarinda.

Padg;taﬂ@-g_@l(, -12 September 2022
7 \”‘“:"f ol
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2. ¥ewa Badas Keuangan Repubiik indoresia Peraakian Yalimantan Timur ¢ Samarinds;

3. inspekiur Dasrah Provinsi Kalimantan Timur dj Samarinda;

4. Bupati Kistai Kartanagsra di T - dan
zh

§. Kotua DPRD Kabupgton Kutai Kartanegara Tenggarong.



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 188.34/8355/2251-II/BPKAD
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2022
TENTANG

EVALUASE RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASER TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KUTA}I KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERUBAKAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPAT! KUTAI KARTANEGARA TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

EELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20622,

i. EVALUASI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAMN YANG LEBIH
TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

Pengujian kesssuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Perubahan
APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih Singgi dan
kepentingan umum, yaitu;

A. Kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan Rancangan Peratwran Dsersh dan
Rancangan mmamxmmmm&mman
penyusunan rancangan Peraturan Daersh dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai

Kartanegara berkaitan dengan:
1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daersh
No | Uraian Terbit
1 | Surat Kepala Daerah perihal Penyampaian Rancangan
Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS 4 Agustus 2022
kapada DPRD.
2 | Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS. 148 Agustus 2022
Pengantar Nota Keuangan dan Nota Keuangan. 22 Agustus 2022
4 | Suret Kepala Daerah Penyampeian Rancangan Persturan
Deecalt tonfang Perubahan APBD kepada DRRD
S | Pandangan Umum Fraksi terhadap Penyampaian Notx
Keuangan Pemerintah Daerah. 22 Agustus 2022
B Jmm&mmpm Urniurm Fraksi. 22 Agustus 2022
7 | Persehiuan Bersama snters Dasrah den DPRD '
Ropala e | 24 Agustus 2022 |

WWMMEMMW%&




|
;

8 ; Surat Kepala Dsersh perihad permohonan ovoiuasi

rancangan Perda lfentang Perubahan APBD dan
rancangan peraturan Bupali / Walk Kota tentang
penjabaran Perubghan APBD kepada Gubsmur

29 Agustus 2022

Kesimpuian dan Rekomendasi Kesesusian Tahapan Pemyusunan Peraturan
Daerah tentang Perubafian APBD:

a

. Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Pensbahan APBD untuk poirt 4

belum diterima berdassr pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 27
Tmmm?edommwm@mmmdan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, pedhal Tehapan dan Jadwal Proses Paayusinan Perubahan APBD.

b Pengambilan Keputusan Persetujuan Bersama mengenai Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 pada _
tanggal 24 Agustus 2022 sebagaimana dimaksud pads Pasal 317 Ayat m
Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 dilakuken oleh DPRD bersama
Kepaiaﬂaemhpaihgiambataiﬁga}bmanmtahmaﬂggamnyang
bersangkutan berakhir, sebagaimana bunyi Pasal 317 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tehun 2014 tentang Pemerintahan Daergh sebagaimana
telah beberapa ¥a# diubah ferakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tertarg Cipla Kerja, teiah dilaksarakan sebagaimana ketentuan.

. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran

2022 secara umum telah sesugi dengan peraturan parundang-undangan,
newn pada Batang Tobih Rancangan Persluran Daersh  Tentang
PembahanAPBi}agardﬁakukanpenyemmmaanéanpmyesuaianpadar

1) Pasal 3 pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat:

Semula Rp3.861.818.881.000,00
Sertambah RpB76.542.574.0058,00
Jumiah Pendapatan Transter Pemerintah
Pusat Setelah Perubahan Rp4.740.361.555.000,00
2} Pasal 4 pada Belanja Operast:
Samuia Ro3.818.450.748.723.00
Benambah Rp499.376.307 846,00
Jumiah  Belania Operasi Setelah Rp4.31 7.827.057 569,00
Persbahan
3} Passi 4 pade Belonjs Modat
Semuia Rp799.370.764.714.00
Bertambah Rp744.000.528.644,00

Jumiah Belanja Modal Setelah Perubahan  Rp1.543.374 .283.358,00




4} Pasal 4 pada Belania Baranyg dan Jasa:
Semula Rp1.801.604.226.355,00
Serternbah Rp450.420.855 487,00
Jumizh Belania Mods! Selelgh Perubahan Rp2.261.025.181.842,.00

4. Rarcangan Peratwran Bupati Kutai Kartanegara Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 secara umum telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, namun padda Dasar Hukum Rancangan
Peraturan Bupsli Kuta Kartanegars Tentang Penjabaran Perubahan APBD
agw&ﬁaﬁﬁanpenammﬁmnﬁwaﬁwkaﬂamgmaﬂmﬁ
Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2021, Nomor 71).

e Memperhatikan fata naskah dalam penyusunan Rancangan Peratuvran
Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sesuai Ejaan Bahasa Indonesia
(EBt) misal spasi dan landa baca. Uraian terbitang inlyun mentadi irfiun dan
mﬂwm&nﬁmﬁwwﬂamm@ﬁmzmmm@mm
ayat.

2. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah:

a. Surat Kepala Daerah perthal Parmohonan Evaluass Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraluran Bupali tentang
Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubermur tertanggat 28 Agusius 2022.

b. Seluruh Dokumen telah di terima secara iengkap pada hari Senin, tanggal 29
Agusius 2022,

3. Keiengkapsn Dolwmen
Semua dokumen yang diserahkan telah diterima secara lengkap serta sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 dan Peraturan
Menteri Dalar Negeri Nomor 8 Tahun 2021.



8. Kepatuhan slokasi anggsran pada rancangan Peraturan Daersh dan Rancangsan
Peraturan Bupatl Kutai Kartanegara berkailan dengan amanat peraturan
perundang-undangan dan kepentingan umum, antara lain:

1. Kebijakan siokasi dan kesesualan strukiur APBD dengan ketemtuan peraturan
perundang-undangan.

a. Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Kutsl Karlanegara Tahun Anggaran 2022 secara garis besar

sebagat berikut:
PENDAPATAN
- Sebelum Pensbahian Rp 4.764.004.971.567
- Setelah Perjbahan Rp 5588412425567
- Bertambah Rp 924.407.454.000
BELANJA
- Sebelum Perubahan Rp 5264004971567
- Setelah Perubahan Rp 6527028808057
- Bertambah Rp 1.263.023.636.450
Dafisit Rp - 33BB18.182.49D
PEMBIAYAAN
- Sebatum Perubahan Rp £00.000.000.000
- Seteiah Perubahan Rp 842.368.182.490
- Bertambah Rp 342 366,182 480
Pengeiuaran Pembiayaan
- Sebejurn Pacbahan Rp N
- Setelah Pesubahan Rp 3.750.000.000
- Bertambah Rp 3.7506.600.00¢
Pembiayasn IIBE15.182.490
Jumiah Pembisyaan Netio Seteieh Perubahan Bn Ninit

b. Perubahan APBC Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, terdapat
selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja sebesar Rp338.616.182.490.
Selisih  kurang ini  dibiayai oleh Pembiayaan Nafto ssjumiah
Rp33B8.616.182.4480.

c. Peraturan Bupali tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Betanja Daerah Tahun Anggaran 2022 agar melengkapi lampiran sesuai
sebagaimana ketentuan tersebut,  ditambah iampiran sebsgaimana
ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 fentang Pedoman Teknis
Pengeiolaan Keusngan Daersh. (perihal sebelum nya fentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah)

d. Tethadap Keputusan Gubemur Nomor 188.347005/12991-HUBPKAD
tanggal 17 Desember 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Anggaran Pendapatan da
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati
KutaiKaﬂanegaratentangPeniabaranAnggamnPampatandanﬁeianja



Daersh Tahun Anggersn 2022 yang wenyanglatt saran, penyernpurnasn
maupun hal-hal yang harus ditindaklanjuti terhadap aiokasi anggaran, tetap
berlaku sepanjang halhat tersebist beium ditindakianjuti.

.Evalaasimgaranpmdapatanmeﬁpuﬁ&n&ﬁsa%&dapahkasianggamn
pendapatan, postur anggaran pendapatan daerah dan landasan hukum yang
melandasi sumber pendapatan daerah.

Target total Perubahan Pendapatan Dasrah mengalam! peningkatan
sebesar Rp924.407.454.000 atau 19% yang bersumber dari kelompok
Pendapatan Transfor bertambah sebesar Rp920.657.454 000 dan Lain-fain
Pendapatan Daersh yang Sah bertambah sebesar Rp3.750.000.000.

Mengingat target Pendapatan Daerah dimaksud telah dialokasikan
untuk mendaral program dan kegiatan pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2022, maka Pemeriniah Kabupaten Kutai Kartanegara harus
memastikan bahwa sumber pendapatan tersebut dapat terealisasi disamping
mengoptimalkan  kinea untuk  pencapaian target pendapatan  yang
ditetapkan. Penetapan target pendapatan dimaksud  disasuaikan gengan
potensi sumber pendapaten yang ada di Kabupaten Kuiei Kartanegars
dengan mengacu pada peraturan yang melandasi dan ketentuan lain yang
terkait.

ammmmmmmwmmmmmm@t
pendapatan secara rasional dan akurat sesusi potensi sumber pendapatan
yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan peraturan
perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator
perskonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi  Teafisasi
pendapatan daerah dimaksud. Uraian Pendapatan Daerah sebagai berikut:
1} Pendapatan Transfer

Total Pendapatan Transfer mengalami peningkatan sehesar
RpY20.657.454.000 atau 22%. Beberapa ursian yang periu mondapat
perhatian dalam pengaickasian pendapatan yaitu:
a)Kode 4.2.01. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebelum
perubahan sebesar Rp3.861.9218.981.000 dan ssielah perubshan

menjadi Rp4.740.361.555.000 bertambah sebesar Rp878.542 574 000

atau 23%.

b} Kode 4.2.02. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebelum perubahan
sebesar Rp401.084.452000 dan sciciah perubshan  menjadi

Rp443.198.332.000 bteriambah sebesar Rp42.114.880.000 atau 11%:



Beberaps hal yang perlu mendapat perhaling datam pengedokasian
pendapatan yaitu:

a) Penganggaran Banhuen Kevangan darl Pemerintah Provinsi kepada
Pemerintah Kabupaten Kulai Kartenegara pada Perubahan APBD
Tetum Anggaran 2022 agar disesuaikan dengan suret Wakil Gubernur
Nomor: 978/5298/1002-I1YBPKAD tanggal 27 Juni 2022 perihal alokasi
belanja bankzan keuangan APBD TA 2027 seteiah Karifikasi sebesar
Rp42.114.880.000 -

b} Belum mengakomodir Bagi Hasi Pejak kepade Kabupsten / Kota
sesuai Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor :
900/B022/2139-W/BPKAD, tanggal 31 Agusius 2022, aickasi
penambehan salslsh perubshen 2022 sebassr Rp1680.278.3680.590 -
dengan rincian slokasi iureng saher 2021 sebesar Rp73.224 552 580
dan Alokasi Penambahan 2022 sebasar RpB87.053.817.000 -

¢} Belum mengakomodir Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH Tahun 2022
bardasar Peratursn Mentern Kauangan Republik Indonesia Nomar
127K 07/2022,  tanggal 25  Agustus 2022 sshesar
Rp1.545.408.180.234.

d) Harus disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum
dalam masing-masing  pecaturan pensdang-undangan  yang
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman
Penyusunan Anggarsn Pendepatan den Belanjsa Deerah Tahun
Anaggaran 2022,

e} Sumber penerimaaan tersebut diusahakan dapal direalisasikan,
mengingat rencana pendapatan tersebut cukup besar dan felah
dialokasikan untuk mendanal rencana belanja yang telah ditetapkan.

2} Lain-tain Pendapatan Dasrah vang Sah
Totel Lainiain Pendepatan Deersh vang  Sah mengatami
peningkatan sebesar Rp3.750.000.000 atau 100, berupa Pendapatan

Hibah dar Pemerintah Pusat berdasarkan doengan Wetentuan Peraturan

Peruntdang-Undangan.
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f Evaluasi kebiai _ belani st ; et okasi
anggaran belanja daerah, postur anggaran belanja daerah dan landasan
hukum yang melandasi befania daerah,

Anggaran Belanja Daerah mengalami  peningkatan  sebesar
Rp1.263.0226368.490 atau 24%, sebelum perubahan sejumiah
Rp5.264.004.971.567 setelah perubshan menjadi Rp6.527.028.508.057.
Uraian Belanja Daerah sebagai barikut:

1} Belanja Operasi;

Belanja Operasi bertambah sejumiah Rp489.376.307.846 atau 13%
sebelum perubahan sejumiah Rp3.818.450.749.723 dan setelah
perubahan menjadi Rp4.317.827.057.569. Penambahan tersahit berasal
dari Belanja Pegawal berambah sebesar Rp42.652.205.520. Belanja
Barang dan Jasa bertambah sebesar Rp42.652 205 520, Belanja Hibah
berkurang sebesar Rp4.199.853.161 dan Belanja Bantuan Sosial
bertambah sebesar Rp1.503.100.000;

Beberapa penambahan alokasi anggaran untuk Belanja Pegawal,
Belanja Barang dan Jasa, serla Belanja Hibah yang perly mendapat
perhatian seperti antara lain:

&} Kode 5.1.01.01. Penambahan Belanja Gaji gan Tunjangan ASN pada
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kera {PPPK).

b) Kode 5.1.01.80.95.6908. Belanja Pegawai BLUD sebelum perubahan
sebasar Rp39.034 490.421 safelah perubahan sabesar
Rp62.524.030.229 vertarnbah sebesar Rp23.489.539 808 atawy 80%,.

Cj Kode 5.1.0201.01.0001. Belanja Bahan-Bahan 8angunan dan
Konstruksi  sebelum pensbahan sebesar Rp796.083.294 seteiah
perubahan  sebesar Rp4.466.647.604 bertambah  sebesar
Rp3.670.564.310 atau 481%, mengalami peningkatan kenaikan yang
signifikan.

d) Kode 5.1.02.02.01.0022. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan sebalum
perubahan sebesar Rp13.120.000 setelah perubshan sebesar
Rp388.904.578 bertambah sebesar Rp386.784.578 gtau 2.548%.

e} Kode 5.1.02.0261.0025. Beianja Jasa Tenaga Kesenian dan
Kebudayaan sebelum parubahan sebesar Rp119.750.000 setelan
perubahan sebesar Rp906.990.000 bertambah sebesar Rp787.240.000
atau 857%.

fy Kode 6.1.02.02.01.0047. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara
sebeium perubghan sebesar Rp223.107.000 seteigh perubahan

sebesar Rp1.452.639.000 bertambah sebesar Rp1.229.532.000 atau
551%.
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g} Kode 5.1.020201.0047. Belonia Jasas Penyelenaoars:
sebeium perubahan sebesar Rp223 107000 setolah perubahan
sebesar Rp1.452.638.000 bertambah sebesar Rp1.229.532.000 atau
S91%.

h} Kode 5.1.02.02.02.0005. Befanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi
Non ASN sebelum perubahan sebesar Rp749.548.956 setelah
pefubanan  sebesar RpS5.078.218.556 bertambah  sebesar
Rp4.278.669.600 atau 571%, apaksh ada penambahan tenaga non
s datarn Raniah besar? .

) Kode 5.1.02.02.02.0007. Belanja lyran Jaminan Kematian bagi Non
ASN sebelum perubahan sebesar Rp933.000.000 setelah penubahan
314%, apekah ada perarbahan tenaga non pos datam pardsh besar?

i} Kode 5.1.05.05.03.0001. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan
tembaga Nidaba, Sukarela Bersifst Sosial Kemagyarakatan sebslum
petubahan ssbaser Rpl1.500.000.000 sefslah perubshan sebasar

k) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diminta lebih prioritas
selingga besaran alokasi anggaran rasional, dengan mempedomani
perauran Kepala Daerah veng mengatr 13l caa Pengengasran,
serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah
disesuaikan dengan Pasal 208 Ayat (4) dan Ayat {8) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Mented Dalam Neged Nomaor 77
Ta?raﬁzﬁzefe:ﬂangPedmnanTekrﬁstgeﬁoiaaﬂKmngani}aefah.

2} Beolanja Modal;

Belanja Modal bertambah sejumiah Rp744.000.528.644 atay 93%
sebelum perubahan sejumiah RpP789.370.784.714 sclelah penibahan
menjadi Rp1.543.371.293.358. Beberapa penambahan alokasi anggaran
untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Hibah
yang periu mendapat perhalian seperti antans iain
8) Kode £.2.02.01.03.0005. Belania Mods! Pompa sebelum perubahan

sebesar Rp32.380.000 sefelah pervbshan sebesar Rp438.835,180
bertambah sebesar Rp404.475.180 atau 1.250%.

b) Kode 5.2072.01.03.0016. Belanja Modal Alat Banhy Lainnya sebetum
perubahsn sebesar RpP2.292000 satelsh perubahan sebesar
Rp524.312.070 bertambah sebasar Rp522 020,070 atau 22 776%.

c} Kode 5.2.02.02.01.0005. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda
Tiga ssbelum perubahan sebesar Rp58.165.852 setelah peruhahan

sebesar Rpt.561.629.215 bertambah sebesar Rp1.533.463.363 atau
Z2835%.
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d} Kode 520206881, Belanja Modal Alat Studio sebelum perubahan
sebesar Rp1.326.318.210 setelah perubahan sebesar
Rp17.566.560,322 beriambah sebssar Rp16.640.242 112 atay
1.2858%.

e; Kode 5.2.02 10.01.00032. Belanja Modal Personal Computer sebelum
perubahan sebesar Rp18.560.680.008 setelah perubashan sebesar
Rp60.511.521 380 bertambah sebasar Rp41.950 841,292 atay 2669,

f} Kode 5.2.02.90.99.9999. Balania Modal Perglaten dan Mesin BLUD
sobelum perubehan scbeser Rp15.513.738.002 sefelah perubahan
sebesar Rp136.029.884.545 bertambah sebesar Rp120.516.146.543
atay 777%.

g} Kode 5.2.03.99.99.9999. Balania Modal Gedung den Bangunan BLUD
sebesar Rpb63.708.747.900 bertambah sebesar Rp55.483.747.900 atau
875%.

Sshubungan dengan panambahan Salanja Modal tersebut
diharapkan Pemerintah Kabupaten Kutai Karianegara agaf memastikan
dapat terealisasi, disasuaikan dengan wakiu yang tersedia dan melakukan
perkiraan yang terukur secara rasional sesuai potensi objek Belanja.

3} Belanja Tidak Terduga;
Belanja Tidak Terduga tetap tidak mengalami perubahan.

4} Belania Transfer
Belanja Transfer bertambeh pada Belanja Bantuan Keuangan
Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sejumlah
Rp17.920.060.000 atau 3%  sebeium perubahan  ssjumiah
Rp836.183.457.130 dan setelah perubahan menjadi Rp624.103 457.130.

g. Evaluasi kebijakan anggaran pembiayaan meliputi analisa terhadap alokasi
snggaran pembiayaan daersh, poshw anggarsn pembiayasn deersh dan
tandasan hukum yang melandasi sumbar rembiayaan dagrah.

Total anggaran Pembiayaan Netto mengalami penambahan sejumiah
Rp338.616.162490 atau 68%  sebelum perubahan  sejumiah
Rp500.000.000.000 seteiah perubahsn menjadi Rp838.616.182.490. Uraian
Pembiayaan adaiah sebagai berilait
1) Penerimaan Pembiayaan;

Kode 6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahurr Sebelumnya
bertambah sebesar Rp342.366.182.490 atau 68% sebelurn perubahan
sejumiah  RpS00.0600.000.000 dan setelah perubahan menjadi
Rp842 366.182.450;



2} Pengeluaran pembiayaan:

Kode 6202

Penyertaan
Rp3.756.000.000 atay 100%:

Moedal

Daerah bertambah  sebesar

3. Alokas bolania dat ; . ] .

nasional sebesar Rp1.104.444.967.372,00 atay

Dasrah ssbesar Rp6 527 028 608057 00;

16,92% dar Total Belanja

% Alokasi anggaran belanja dalem rangka menunjang prioritas daerah provinsi
bagi daerah kabupaten/kota sebesar Rp150.767.876.182,00 atau 2,31% dari
Total Belanja Dasrah sebesar Rp8.527 028 808.057,00;

4mmgmbmammmmmm

. Alokasi Rasio dan
No Uraian A (Rp) | A | Ketentusn | Keterangen
Alckasi Anggaran )
1 Fungsi Pendidiian 1320274702021 20% 20% Tercapai
2 Fungsi Kesehatan 1605945758101 34 % 0% Tercapai
Dane Transfer s
3 Umum (DTU) 1708837010028 47 % 25% Tercapai
Alokasi Dana Tidak
4 D (ADD} 624 523457130 957% W% T pai
Alokasi Anggaran Mast
uniuk Biaya Pading Tingi
5 | Operasional KDH 706,000,000 | 0,14% 015% KM
& Wakil KDH.
untuk Pendidikan
dan Peiatihan bagi
g |Ponddamrangkd | 43174.822081) 020% | 018% | Tercapai
kampetensi '
Pemda.
Alokasi Anggaran ' a S
7 p san, 33.353.574.670 | 0.51% | 0.50% | Tercapal

Perinal Alokasi Dana Desa {ADD) agar membern penjelasan mengapa tidak
merncapai ketentuan minimal 10%.
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5.%3419%%%@%:@%

pemenuhan Standar Pelayanon

Minimal {SPM):
No denis Sebeium Sesudah Bertambaty
Palayanan Dasar - Perubat = : f ) 4
1 | Bidang Pendidikan 153447 434000 ) 225 372.345.344 | 3024806944 | 3356
Bidang Kesehatan 11534429000 | 102813885800 4253.040020 | -1,08
PB:daz :9 Pekerjaan Usitum dan 20580276.000 | 150.370.802.784 |  78.600.514.784 | 65,14
4 Kagwasan P o TURE3RASE0 | 2088384 %80 af 000
& { Ketertiban Umwum dan 5567080638 { 6.284.553.770 7r7573432 068
Perlindungan Masyarakat
§ | Bidang Scaiat 12400000 | 2392710000 BMEIQL00 ¢ 0,71
Totsl 24030000508 | 40878237 033 138980 384 540 | 100,00

penjelasan mengapa berkurang dalam alokas penganggaran.

8. Albkssi anggsran bslanja yang diamanatkan olsh katentuan peraturan
perundang-undangan laintys berupa insentd Tenaga Keschatan ssbesar
Rp52.918.887.241 pada SKPD Dinas Kesehatan, RSUD Aji M. Parikesit, RSUD
Aji Batara Agung dan RSUD Dayaku Raja, sebesar 0,81% dan Tolal Belanja
Basah.

7. Tidak ada penganggaran untuk Tahun Jamak.

. EVALUASE RKPD, KUA, dan PPAS

WMRW%MMMWA%DW
Rancangan Peraturan Bupali Kutai Karlanegara tentang Penjabaran Perubshan
APBD dengan Dokumen RKPD, KUA dan PPAS dengan Kkesimpulan dan

A. Kesesuaian nomeniiatur program, kegiatan dan sub kegiatan

1. Melengkapi Pagu RPJMD pada 43 program dengan nilai 0 {nol) karena
berdasarkan iampiran Vi Raperda, Smbronisasi Program pada RPJMD
{Lampiran 1} dangan Perubahan APBD terdapat sejumiah 41 Program yang
tidak disertai pagu RPJMD dengan Rekapitulasi sebagai berikut:
a Program Penunjang Urusan Pemerintghan Daersh Kabupaten/Kota

sebanyak 34 program.
b. Program Teknis sebanyak 7 program.
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2. Berdasarkan lampiran \iil Haperda, pada Tabel Sinkronisasi  Program,
Kegiatan Dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS

dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022
terdapat:

kesepakatan antara Bupati dan DPRD untuk penambahan Kegaiatan dan
Sub Kgiatan dengan berpedoman pada Permendagri 86 tahun 2017 Pasal
343 ayat 3 dengan format berita acara sesusi lampiran Permendagri 64
tahun 2020 pads halaman 197-4 88

0. Terdapat 111 sub kegiatan dengan nilai pagu O {nol) (Lampiran 3) dan
disarankan untuk dihapus karena sub kegiatan tersebut tidak direnicanaikan
pada Perubahan RKPD dan dilaksanakan pada Perubahan APBD:

t. Terdapat 23 kegiotan dengan nidj pagu O {nol} {Lampiran 4) dan
disarankan untuk dihapus karena kegiatan tersebul tidak direncanakan
pada Perubahan RKPD dan dilaksanakan pada Perubahan APBD;

8. Kesesuaian target dan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan
Berdasarkan lampiran VIll Reperds Perubshan APBD Kabupaten Kutai

Karianegara Tahun Anggaran 2022 target dan indikator felah sesusi antara

dokumen Perubahan RKPD dan Perubahan APBD namun tidak ada penyesuaian

target pade Perubshan APBD sebagai skibat adanya penyesuaian

(penambshan/pengurangan) pagu subkegiatan,

€. Kesesualan lokasi program, kegiaian dan sub kegiatan:
Tidsk ada perubahan ickasi
D. Dasar hukum perubahan/penambahan kegiatan, dan sub kegiatan:
Menambahkan penjelasan dan dasar hukum dilakukannya penambah
sejumiah 18 {enam belas) sub kegiatan pada Perubahan APBD.
E. Dasar hukum perubahardpenambahan target dan indikator pada kegiatan, dan sub
kegiatan:

1. Terdapat 52 subkegiatan mengalami penambsahan pagu distas Rp. 100.600.000
namun tidak disertad dengan penyvesuaian pada target kinerja sebagal mana
teriapir pada (Lampiran 5);

2. Verdapat 214 subkegisdan mengeiam: pengurenpan pagu Rp. 100.000.000
namun tdak disertal dengan penyesuaian pada target kinefia sebagai mana
teriapir pada (Lampiran 6);

3. Terhadap penyssuain {Penambahan/Pengurangan) pagu tersebut agar
melakukan penyesuaian target kinera dengan mempertimbangkan
penyesuaian pagu;

F. Dasar hukum perubshan/penambahan lokasi pads kegiatan, dan sub kegiatan:
Tidak ada perubahan iokasi.



16

HLEVALUASI RPJMD

Pengujian Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
Rancangan Paraturan Bupafi Kutai Karfanegam tentang Ponjsbaran Perubahan
APBD dengsn Dokumen RPJMD terdapat:

A. 361 Program pada RPID yang tdak dilengkapi dengan indikator kinerja
{Lampiran 7);

8. 117 program pada P-APBD tidak dilengkapi dengan indikator kirerfa (Lampiran ay

Vi. LAIN - LAIN

b

A. Dalam rangks mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belania untuk
kepentingan mendesak, Pamerintgh Ksbupaten Kitasi Kartanegara agar
mancantumkan kriferia  keadsan danrat dan mendesak datam Rancangan
Peraturan Daerah tentaing Perubahan APBD TA 2022, sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 63 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 182 Pershmran Merteri Dalam
Negeri Momor 77 Tahun 2020;

B. Badan Anggaran DPRD barsama sama TAPD harus meiakukan penyempurnasn
atas Rancangan Peraturan Baerah Kabupaten Kutg Kartanegara tentang

kerja setelah evaluasi Gubemur diterima oleh Bupati, sebagaimana diarnanatkan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
C. Hasif penvempumsan tersebut ditetapkan dalam




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

s 6 NBADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Wolter Monginsidi Komp Perkantoran Gedung D Lt 1 Telp (0541) 6666381, 662129

TENGGARONG 75511
E

Tenggarong, 12 Desember 2022

Kepada

Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN GAJAH MADA, Telp. {0541) 733333 Fax. {0541) 737762 - 742111
Home Page : hitp:/ikaltim.go.id
SAMARINDA 75121

Samarinda, 20 November 2022

Kepada
Nomor : 188.342 o -Hk/2022 Yth. Sekretaris Daerah
Lampiran : - Kabupaten Kutai Kartanegara
Hal : Pemberian Nomor Register di-
: Raperda Tenggarong.

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 180.314/HK-Peruw/X1/2022 tanggal 28 November
2022 perihal Permintaan Nomor Register Raperda Kutai Kartanegara, dan
sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah, maka dengan ini diberikan Nomor Register

Raperda tentang:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
Nomor Register : (64.02/111/59/6/2022).

Nomor Register tersebut agar dicantumkan pada halaman terakhir
pada bagian bawah Raperda dimaksud, dan setelah ditetapkan agar
disampaikan ke Gubernur untuk diklarifikasi.

Demikian untuk ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terima
kasih.

a.n. Sekretaris Daerah
ptahan dan Kesejahleraan Rakyat




Menimbang

Mengingat

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ... TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam
Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama
DPRD pada tanggal 28 Oktober 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

10.

11.

12,

13.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

-Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

-Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43575);

. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972}, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 972);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
MEMUTUSKAN ;

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom:.

3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah di Provinsi/Kabupaten /Kota di Indonesia.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah.

6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 berjumlah sebesar Rp
7.785.919.306.259 (tujuh triliun tujuh ratus delapan puluh lima miliar sembilan
ratus sembilan belas juta tiga ratus enam ribu dua ratus lima puluh sembilan
rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja dacrah, dan pembiayaan daerah
dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah Rp7.285.919.306.259,00
b. Belanje Daerah Rp7.780.045.306.259,00
Defisit (Rp494.126.000.000,00)
¢. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Pembiayaan Rp500.000.000.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Rp5.874.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp494.126.000.000,00



Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp7.285.919.306.259,00 (tujuh triliun
dua ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus
enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1} Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp640.436.231.591,00 (enam ratus empat puluh miliar
empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus
sembilan puluh satu rupiahj, yang terdiri atas :

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain PAD yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp10.010.000.000,00 (sepuluh miliar sepuluh juta rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh
miliar rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} huruf d direncanakan sebesar Rp430.426.231.591,00 (empat ratus tiga

puluh milar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu
lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp6.639.609.074.668,00 (enam triliun enam ratus tiga
puluh sembilan miliar enam ratus sembilan juta tujuh puluh empat ribu enam
ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

a. Pendapatan tranfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp5.951.906.458.593,00 (lima triliun sembilan

ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus enam juta lima ratus sembilan
puluh tiga rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp687.702.616.075,00 (emam ratus delapan puluh

tujuh miliar tujuh ratus dua juta enam ratus enam belas ribu tujuh puluh lima
rupiah).



Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
¢ direncanakan sebesar 5.874.000.000 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh
empat juta rupiah) terdiri atas pendapatan hibah.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar
Rp7.780.045.306.259 (tujuh triliun tujuh ratus delapan puluh miliar empat puluh
lima juta tiga ratus enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) terdiri atas:

a.

b.
C.
d.

(1)

(2)
3)
(4)

(5)

(1)

Belanja operasi;

Belanja modal;

Belanja tidak terduga; dan
Belanja transfer.

Pasal 8

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a direncanakan
sebesar Rp4.750.250.102.110,00 (empat triliun tujuh ratus lima puluh miliar
dua ratus lima puluh juta seratus dua ribu seratus sepuluh rupiah) terdiri
atas;

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;

c. Belanja hibah; dan

d. Belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rpl1.874.645.910.443 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh empat

miliar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu empat
ratus empat puluh tiga rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp2.717.731.729.218 (dua triliun tujuh ratus tujuh

belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan
ribu dua ratus delapan belas rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp151.415.662.449,00 (seratus lima puluh satu miliar empat ratus
lima belas juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh
sembilan rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp6.456.800.000,00 (enam miliar empat ratus lima
puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 9

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan
sebesar Rp2.224.735.771.149,00 {dua triliun dua ratus dua puluh empat
miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu
seratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas;

a. Belanja modal tanah;

Belanja modal peralatan dan mesin;
Belanja modal gedung dan bangunan;
Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

° oo o

Belanja modal aset tetap lainnya; dan



f. Belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp19.068.679.160,00 (sembilan belas miliar enam puluh
delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh
rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp387.812.872.218,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh
miliar delapan ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua
ratus delapan belas rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp820.964.317.286,00 (delapan ratus dua

puluh miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu
dua ratus delapan puluh enam rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp975.408.821.449,00 (sembilan ratus tujuh

puluh lima miliar empat ratus delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu
empat ratus empat puluh sembilan rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp21.236.693.763,00 (dua puluh satu miliar dua ratus
tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam
puluh tiga rupiah).

(7} Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp244.387.273,00 (dua ratus empat puluh empat juta
tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf ¢
direncanakan sebesar Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar rupiah) yang
terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d
direncanakan sebesar Rp763.059.433.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar
lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas
belanja bantuan keuangan,

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), yang terdiri atas:

a. Pencrimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.
Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a
direncanakan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b
direncanakan sebesar Rp5.874.000.000,00 (lima miliar delapan ratus tuyjuh puluh
empat juta rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah.



Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah
mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp494.126.000.000,00 (empat ratus
sembilan puluh empat miliar seratus dua puluh enam juta rupiahy).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp494.126.000.000,00 (empat
ratus sembilan puluh empat miliar seratus dua puluh enam juta rupiah).

Pasal 16

(1} Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah
dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau
pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang
selanjutnya dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara
terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023, dan pemberitahuan
kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

¢.  Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan
publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini terdiri dari:

1. LampiranlI : ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan
jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

2. Lampiran I : ringkasan APBD yang dikiasifikasi menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;

3. Lampiran III : rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,
Jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

4. Lampiran IV : rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program dan kegiatan beserta hasil dan sub
kegiatan beserta keluaran;



5. Lampiran V : rekapitulasi belanja daerah untuk Kkeselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

6. Lampiran VI : rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan
APBD;

8. Lampiran VI : sinkronisasi program, Kegiatan dan sub kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

9. Lampiran IX : sinkronisasi program prioritas nasional dengan program
prioritas daerah;

10. Lampiran X : daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

11. Lampiran XI : daftar piutang daerah;

12. Lampiran XII : daftar penyertaan modal daerash dan investasi daerah
lainnya;

13. Lampiran XIII : daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap
daerah dan aset lain-lain;

14. Lampiran XIV : daftar sub kegiatan tahun jamak {multi years);
15. Lampiran XV : daftar dana cadangan; dan
16. Lampiran XVI : daftar pinjaman daerah.

Pasal 18

Apabila terdapat program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer ke
Daerah dalam APBN, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang dananya
diterima setelah Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, maka Pemerintah
Daerah harus menyesuaikan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana
Transfer ke Daerah dalam APBN, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi
dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD TA. 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimmpinan DPRD, untuk
selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023
atau dicantumkan dalam LRA jika tidak melakukan Perubahan APBD TA. 2023.

Pasal 19
Bupati menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan.



BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartancgara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Desember 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH
Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022
NOMOR ..

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64.02/111/59/6 /2022



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170/SK-23/DPRD/11/2022

TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN PER.ATUW DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA ATAS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : bahwa dengan telah dievaluasinya Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran
2023 oleh Gubernur Kalimantan Timur sebagaimana Keputusan
Gubernur Kalimantan Timur Nomor 903/11411/ 3096-111/BPKAD
Tanggal 15 November 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan
Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023, yang kemudian telah dibahas bersama antara
Bupati Kutai Kartanegara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu memberikan
persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959,
tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);



10.

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah {Lembaran Negara Republik . Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587} sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan LN R! Nomor 4416),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan  Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 (Lembaran Negara Rl Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4659);Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2605
Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575};

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 972);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KXutai Kartanegara
(Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2019 Nomor 1);



LB

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

1. Gubermur Kaliman

3

MEMUTUSKAN:

Menerima dan menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran
2023 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Kalimantan Timur atas
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut

a. Pendapatan Rp. 7.285.919.306.259
b. Belanja Rp. 7.780.045.306.259
c. Defisit Rp. (494.126.000.000)

: Sesuai dengan hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud

Diktum “PERTAMA”, agar Bupati Kutai Kartanegara segera
menetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara dan mengumumkan dalam Lembaran Daerah.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 21 November 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

hepada Yt

tan Timur di - mda

2. Bupati Kutai Kartanegara di- Tenggarong

3. Arsip.
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BERITA ACARA

Nomor :18/BA/HK/ 2022
Nomor :170/BA-12/DPRD/10/2022

PERSETUJUAN BERSAMA

KEPALA DAERAH DAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari Jum’at tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu
Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini :
Yang bertanda tangan dibawah ini

1. Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si : Bupati Kutai Kartanegara, dalam hal ini

bertindak wuntuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara yang beralamat kantor di Ji.
Wolter Monginsidi, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK PERTAMA.

2. ABDUL RASID, SE, M.Si : Ketua DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara

3. ALIF TURIADI, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara

4. DIDIK AGUNG EKO WAHONO, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara

2. SISWO CAHYONOQ, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Dewan Perwakilan Rakvat Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA,

Menyatakan bahwa:

1.

PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023 yang
telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan
perubahan sebagaimana tertuang pada catatan vang terlampir Berita
Acara ini.

PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan
perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang
pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan
koreksi atas RAPBD Tahun Anggaran 2023 selaras dengan
penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan
yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 {tiga)
hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.



-

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur untuk
mendapat pengesahan selambat- lambatnya 3 tiga) hari kerja setelah
ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah

pthak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PIMPINAN
BUPATI KUTAI KARTANEGARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SISWO CAHYONO, SE

WAKIL KETUA
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